SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020‘tentang

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait

Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional

Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106), yang dilakukan oleh: --------

Terlapor I

Terlapor II

Terlapor III

Terlapor IV

Terlapor V

PT Mina Fajar Abadi, yang beralamat di Jalan Kuala Bagok
Dusun Mesjid, Gampong Keude Bagok Sa, Kecamatan
Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh 24456,
Indonesia, Nomor Telepon:(0641) 24412/082282255540
JO85260183374;-- 288 -2 oo
PT Sumber Alam Sejahtera, yang beralamat di Jalan Raya
Mabes Hankam Nomor 27, RT/RW: 013/002, Kelurahan
Bambu “Apus; Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Nomor Telepon:
081372920777/ 08529000216;----------==—-—=mmmmmmm oo
PT Arafah Alam Sejahtera, yang beralamat di Komplek
Singgalang A-10 Nomor 3, RT/RW: 004/004, Kelurahan
Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat 25172, Indonesia, Nomor Telepon:
(0751) 484693, Nomor Faksimile: (0751) 7059293;-----------
PT Betesda Mandiri, yang beralamat di Jalan Penampungan
II Nomor 01, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia,
Nomor Telepon: (061) 42771337/081370761167;-------------
PT Eka Jaya Lestari, yang beralamat di Jalan Rantau Bukit
Tempurung, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh,
Indonesia, Nomor Telepon: (0641) 7430556/
08524929493 1 j----mmmmmm oo



Terlapor VI

Terlapor VII

SALINAN

PT Adhi Putra Jaya, yang beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 01/45, Provinsi Jambi, Indonesia, Nomor
Telepon: (0741) 7550792/081274412323;------------------——--
Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 (selanjutnya
disebut Pokja), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief
Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh 23125, Indonesia.--

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------------cc o

Majelis Komisi: ----—--—---——— oo

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -------------=——--2commmommmme -

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran.

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. ----------=z-==--mmmmmmmmmmm -

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.-----=---2-==s= oo

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. ----------------—-ocmmcmmemmem

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan.

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang | bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait

Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional

Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi

Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106), dengan dugaan

pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti 12):--------------

1.1.

1.2.

Bahwa objek perkara a quo adalah Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas
Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684 106). —--mmmmm oo oo
Tentang Dugaan Pelanggaran ------------------------ommmmmoo -
1.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran

ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
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1.2.2.

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut
UU Nomor 5 Tahun 1999);---------—--——cmmmmmmmomme
Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan

sebagai berikut: -----------—mc

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999~

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku
usaha lain untuk mengatur dan/atau .menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ---------

1.3. Tentang Kronologis Tender ------------—--——-fmmsfcommm

1.3.1.

1.3.2.

Tentang Pra-Tender -----------==c-—=—-ommmmmmmmmm
Pada tanggal 27 Juli 2018, Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa (Saudara Ir. Nizarli, M.Eng)
menugaskan kepada Pokja untuk melaksanakan
pelelangan secara  elektronik paket pekerjaan

Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa. -----------

Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Nomor
PBJ.602/1255/2018 tertanggal 27 Juli 2018 perihal
Penambahan Paket Lelang Tahap Kedua. ---------------
Tentang Pengumuman (03 Agustus 2018)-----------—---
a. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, Pokja
mengumumkan  Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa
SATKER Dinas Kesehatan Aceh Tahun
Anggaran 2018 melalui website:

https://Ipse.acehprov.go.id; ----------=--=-=--=——-—

b. Bahwa dalam pengumuman tersebut, Pokja
menyampaikan informasi tender antara lain

sebagai berikut (vide bukti C14): -------------—--—-

Kode Lelang : 17684106

Nama Lelang : Pembangunan RS Rujukan Regional

Langsa

Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Aceh

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
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https://lpse.acehprov.go.id/

Sistem Pengadaan : Lelang Umum-Pascakualifikasi Satu

File-Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Anggaran : APBD 2018

Nilai Pagu Paket : Rp40.000.000.000,00 (empat  puluh

miliar rupiah)

Jenis Kontrak

e Cara : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Pembayaran
o Lokasi Pekerjaan : Kota Langsa-Langsa (Kota)
e Kualifikasi : Perusahaan Non Kecil
Usaha
1.3.3. Bahwa download pengadaan (03-12 Agustus 2018).---

1.3.4.

1.3.5.

a. Bahwa Pokja memberikan kesempatan kepada
calon peserta tender untuk. . mengunduh
(download) Dokumen Pengadaan. sejak tanggal
03 Agustus 2018 pukul 28:59 sampai dengan
tanggal 12 Agustus 2018-pukul 09:00; -----------

b. Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat
108 (seratus ( delapan) perusahaan yang
mengunduh . atau” melakukan pendaftaran
tender secara elektronik (vide bukti C11 dan

C14).

Bahwa Pemberian Penjelasan (07 Agustus 2018) ------
Bahwa Pokja melaksanakan rapat penjelasan
(aanwijzing) pada tanggal 07 Agustus 2018 mulai
pukul 10:00 sampai dengan pukul 11:30 (vide bukti

Addendum Dokumen Pengadaan (07 Agustus 2018) --
Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018, Pokja
mengeluarkan addendum Dokumen Pengadaan
terkait dengan pemenuhan kelengkapan Dokumen
Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP), dan Daftar Upah dan Bahan.
Addendum juga dilakukan untuk memperbaiki
persyaratan kualifikasi yang terdapat dalam BAB V
Lembar Daftar Kualifikasi (vide bukti Dokumen
Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA-
LXXXIX/DINKES-02/ADD.1/2018 tertanggal
07 Agustus 2018). ——----—mmmmm o




1.3.6. Pemasukan (Upload) Dokumen Penawaran
(07-13 Agustus 2018) -----------mmmmmmmmmm o
a. Bahwa Pokja menetapkan jangka waktu
pemasukan (upload) Dokumen Penawaran
Peserta Tender adalah sejak tanggal 07 Agustus
2018 pukul 11:31 sampai dengan tanggal
13 Agustus 2018 pukul 09:00;--------------------=
b. Bahwa hingga batas waktu pemasukan (upload)
dokumen penawaran tersebut, Pokja‘ hanya
menerima 16 (enam belas) perusahaan yang
memasukkan dokumen penawaran-yaitu (vide
bukti C11 dan C14). ---------—c--==mmmm oo
No. Peserta Nilai Penawaran (Rp)
1 | PT Sas Bunaiyya Innovation 34.500.524.347,96
2 PT Arafah Alam Sejahtera 35.543.382.647,75
3 | PT Sumber Alam Sejahtera 35.985.000.000,00
4 | PT Adhi Putra Jaya 36.406.430.503,39
S | PT Mirtada Sejahtera 36.492.174.065,60
6 PT Pulau Bintan Bestari 36.985.714.270,08
7 PT Betesda-Mandiri 37.581.034.648,55
8 | PT Sumber Cipta Yoenanda 37.996.450.662,19
9 PT Mina Fajar Abadi 38.300.000.000,00
10 | PT Sinatria Inti Surya 38.389.636.673,55
11" |'"PT Pentas Menara Komindo 39.450.350.604,73
12 PT Eka Jaya Lestari 39.484.084.637,81
13 | PT Ekha Nadi Pratama 39.493.591.547,32
14 | PT Putra Ananda 39.638.654.605,72
15 | PT Sepakat Jaya Nusantara 39.717.244.479,63
16 | PT Tanjong Harapan 39.862.741.352,29
1.3.7. Evaluasi Dokumen Administrasi ---------------------——---

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data
administrasi yang disampaikan oleh peserta tender
dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang
tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. ------------
hasil
dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut

(vide bukti C3, C11, dan C14):

Adapun evaluasi administrasi terhadap



No Peserta Hasil Evaluasi
1 PT Sas Bunaiyya Innovation LULUS
2 PT Arafah Alam Sejahtera TIDAK LULUS, karena:

1. Jaminan penawaran tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan, nama
pekerjaan yang dijamin dalam
Jaminan Penawaran tidak sesuai
dengan nama pekerjaan yang
ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan

2. Jaminan penawaran asli «tidak
disampaikan kepada Pokja
sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran

3 PT Sumber Alam Sejahtera TIDAK LULUS, karena Jaminan

Penawaran asli” tidak disampaikan

kepada Pokja' sebelum batas akhir

pemasukan Dokumen Penawaran
4 PT Adhi Putra Jaya TIDAK = LULUS, karena Jaminan

Penawaran asli tidak disampaikan

kepada~ Pokja sebelum batas akhir

pemasukan Dokumen Penawaran
5 PT Mirtada Sejahtera LULUS
6 PT Pulau Bintan Bestari TIDAK LULUS, karena Jaminan
Penawaran asli tidak disampaikan
kepada Pokja sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran
7 PT Betesda Mandiri LULUS
8 PT Sumber Cipta Yoenanda LULUS
9 PT Mina Fajar Abadi LULUS
10 | PT Sinatria Inti Surya LULUS
11 PT Pentas Menara Komindo LULUS
12 | PT Eka Jaya Lestari TIDAK LULUS, karena:

1. Jaminan penawaran asli tidak
disampaikan kepada Pokja
sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran

2. Pemenuhan persyaratan
substansial Dokumen Penawaran
tidak sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan

13 PT Ekha Nadi Pratama TIDAK LULUS, karena:

1. Jaminan penawaran asli tidak
disampaikan kepada Pokja
sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran

2. Pemenuhan persyaratan
substansial Dokumen Penawaran




No

Peserta Hasil Evaluasi

tidak sesuai dengan  yang
dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan

14

PT Putra Ananda TIDAK LULUS, karena:

1. Jaminan penawaran asli tidak
disampaikan kepada Pokja
sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran

2. Pemenuhan persyaratan
substansial Dokumen Penawaran
tidak sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam< Dokumen
Pengadaan

15

PT Sepakat Jaya Nusantara | TIDAK LULUS, karena:

1. Jaminan penawaran asli tidak
disampaikan kepada Pokja
sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran

2. Pemenuhan persyaratan
substansial Dokumen Penawaran
tidak © sesuai dengan = yang
dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan

16

PT Tanjong Harapan TIDAK LULUS, karena:

1. Jaminan penawaran asli tidak
disampaikan kepada Pokja
sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran

2. Pemenuhan persyaratan
substansial Dokumen Penawaran
tidak  sesuai dengan = yang
dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan

1.3.8.

Evaluasi Teknis --------=--—-=—— oo
Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap
dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi

administrasi). ------------mm oo

Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen

penawaran teknis peserta tender, antara lain:----------

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; -------------------
b. Analisa Teknis; --------=-=-=——-mmmmmmm e
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan; ----------




h.

Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah
Peralatan Minimal Yang Disediakan;--------------
Spesifikasi Teknis; ----------=--=-—cmmmmmmomme -
Personil Inti; ---------—-—-————— e
Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kontrak (RK3K); ----------=—mmmm oo

Bagian Pekerjaan yang akan Disubkontrakkan.

Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap

dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut

(vide bukti C3, C11, dan C14): ——=——-——-—————scommmm o

No

Peserta

Hasil Evaluasi

PT Sas Bunaiyya Innovation | TIDAK LULUS, karena:

1. Metode pelaksanaan tidak
menggambarkan penguasaan
penawar dalam hal penyelesaian
pekerjaan di lapangan

2. ~Metode pelaksanaan tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

3.” Perhitungan analisa teknik untuk
pekerjaan galian tanah pondasi dan
urugan galian tanah pondasi tidak
sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan

4. Jadwal waktu pelaksanaan tidak
sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan

PT Mirtada Sejahtera TIDAK LULUS, karena:

1. Metode pelaksanaan tidak
menggambarkan penguasaan
penawar dalam hal penyelesaian
pekerjaan di lapangan

2. Metode pelaksanaan tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

3. Jadwal waktu pelaksanaan tidak
sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan

4. Bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

PT Betesda Mandiri

TIDAK LULUS, karena:
1. Metode pelaksanaan tidak
menggambarkan penguasaan




No

Peserta

Hasil Evaluasi

penawar dalam hal penyelesaian
pekerjaan di lapangan

Metode pelaksanaan tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

Jadwal waktu pelaksanaan tidak
sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan
Persyaratan lain tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

4 PT Sumber Cipta Yoenanda TIDAK LULUS, karena:

1. Metode pelaksanaan tidak
menggambarkan penguasaan
penawar dalam hal penyelesaian
pekerjaan di lapangan

2. Metode pelaksanaan tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

3. Analisa teknik tidak sesuai dengan
yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

4, Bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

S | PT Mina Fajar Abadi LULUS
6 PT Sinatria Inti Surya TIDAK LULUS, karena:

1. Analisa teknik tidak sesuai dengan
yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

2. Daftar personil inti tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

7 PT Pentas Menara Komindo TIDAK LULUS, karena:

1.

Metode pelaksanaan tidak
menggambarkan penguasaan
penawar dalam hal penyelesaian
pekerjaan di lapangan

Metode pelaksanaan tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan

1.3.9. Evaluasi Harga

Sebelum evaluasi harga dilakukan, Pokja melakukan

koreksi aritmatik. Selanjutnya, apabila terdapat

penawaran harga di atas HPS maka penawaran
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tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan

Apabila setelah dilakukan koreksi aritmatik, terdapat
kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga
kurang dari total HPS maka proses lelang tetap
dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran
harga. Adapun hasil evaluasi harga terhadap
dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut

(vide bukti C11 dan C14): ------—————mmmmmmmmmmd i

Penawaran Penawaran Hasil
No Peserta (Rp) Terkoreksi Evaluasi
(Rp)
1 | PT Mina Fajar Abadi | 38.300.000.000,00 | 38.300:000.000,00 LULUS

1.3.10. Evaluasi Kualifikasi ------===-—-—s= oo

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan

menggunakan metode-sistem gugur. ----------------—--—

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi
apabila: ~—=mm=m -
a. Untuk peserta yang melakukan
Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir
kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang
menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau

b. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, kecuali peserta
PErOTANGAN} —--= === m = oo

C. Perusahaan yang bersangkutan dan

manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang
dihentikan kegiatan usahanya; --------------------
d. Salah satu dan/atau semua pengurus dan
badan usahanya atau peserta perorangan tidak
masuk dalam Daftar Hitam; --------------—-———————-
e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);

- 10 -




f. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan
sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta  termasuk = pengalaman
subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; ---------<

g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan
yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil
serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub

bidang pekerjaan yang sesuai” untuk usaha

non-kecil; --------=-=-—- o
h. Dalam  hal  peserta < akan melakukan
Kemitraan /KSO:------s--=c =
1) peserta wajib+w. mempunyai perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang
memuat. persentase Kemitraan/KSO dan
perusahaan yang mewakili
Kemitraan/KSO tersebut; dan--------------

2) untuk perusahaan yang melakukan
Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan
pada huruf (1) sampai dengan huruf (7)
dilakukan untuk setiap perusahaan yang
melakukan Kemitraan/KS.--------------——--

i. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO,
apabila diperlukan. --------------—mmommo

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang
kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara
tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data
isian kualifikasi. Evaluasi kualifikasi dalam proses
pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi,
maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi,
pelelangan dinyatakan gagal. Adapun hasil evaluasi

kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta
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1.3.11.

1.3.12.

adalah sebagai berikut (vide bukti C11, C12, dan

No Peserta Hasil Evaluasi

1 PT Mina Fajar Abadi LULUS

Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (04 September

a. Pada tanggal 03 September 2018, Pokja
mengundang PT Mina Fajar Abadi ‘untuk
melakukan klarifikasi harga dan pembuktian
kualifikasi yang dilakukan di._Kantor Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh

di Jalan T. Nyak Arief Nomor<219, Kota Banda

b. Pada tanggal 04 September 2018 pukul 16:00,
Pokja melakukan Kklarifikasi harga terhadap
penawaran yang lulus ada tahap evaluasi harga
dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi;

C. Bahwa hasil pembuktian terhadap dokumen
kualifiksi PT Mina Fajar Abadi adalah sebagai
beriklt: -------mm oo

No Peserta Hasil Evaluasi

1 PT Mina Fajar Abadi LULUS

Penetapan Pemenang (14 September 2018) -------------
Pada tanggal 14 September 2018, Pokja menetapkan
pemenang tender, yaitu (vide bukti C14): ------------—--

Nama

PT Mina Fajar Abadi

Alamat : Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong

Keude Bagok Sa Kecamatan Nurussalam
Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh

NPWP

02.001.169.8-105.000

Nilai Penawaran : Rp38.300.000.000,00

1.3.13.

Pengumuman Pemenang (14 September 2018) ---------
Bahwa pada tanggal 14 September 2018, Pokja
mengumumkan PT Mina Fajar Abadi sebagai

pemenang tender (vide bukti C14). -------—--—-cmmcmeeeu-
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1.3.14.

Sanggahan -----------—mmmmm
Bahwa setelah diumumkan pemenang tender, Pokja
menerima sanggahan dari peserta sebagai berikut

(vide bukti C14): —----—mmmmm

No

Peserta Jawaban POKJA

PT Adhi Putra Jaya | POKJA menjawab sanggahan
pada tanggal 13 September 2018

PT Sas Bunaiyya | POKJA menjawab sanggahan
Innovation pada tanggal 20 September 2018

PT  Sinatria Inti | POKJA menjawab sanggahan
Surya pada tanggal 20 September 2018

PT Pentas Menara | POKJA menjawab sanggahan
Komindo pada tanggal 20 September 2018

1.3.15.

Kontrak (26 September 2018)-----4---s-mcmmmmmmmmommeoo
Pada tanggal 26 September 2018, PT Mina Fajar
Abadi menandatangani Surat  Perjanjian (Kontrak)
Pekerjaan Pembangunan. RS Rujukan Regional
Langsa (OTSUS) Provinsi dengan nilai kontrak sebesar
Rp38.300.000.000;00 (tiga puluh delapan milyar tiga

ratus juta rupiah). -=---------=---=-mm oo

1.4. Tentang Fakta atauTemuan Lain -------------=----——-comommee

1.4.1.

Tentang Mengenai Keikutsertaan Para Peserta Tender

a: Keikutsertaan PT Mina Fajar Abadi Dalam

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
keikutsertaan PT Mina Fajar Abadi dalam
tender ini dikuasakan kepada Saudara Ichwan
selaku Direktur Cabang yang diangkat melalui
Surat Kuasa Nomor 1877/MFA/VIII/ 2018
tertanggal 06 Agustus 2018 yang
ditandatangani oleh Muhammad Yusuf selaku

Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi. ------------

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Saudara
Ichwan selaku Direktur Cabang diberikan
kuasa untuk menandatangani Surat

Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian,
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Surat Sanggahan, dan Surat Sanggahan

Banding. ---------—-mmm oo

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
Dokumen Penawaran PT Mina Fajar Abadi
dipersiapkan atau disusun oleh Saudara
Hendrik dengan imbalan jasa sebesar Rp15 juta
(vide bukti B3, Dokumen Surat Kuasa Nomor
1877/MFA/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus

2018 pada Dokumen Penawaran PT Mina Fajar

Keikutsertaan PT Sumber Alam:Sejahtera Dalam
Tender --------—-—- ool
Berdasarkan alat bukti. ‘diketahui bahwa
keikutsertaan PT Sumber Alam Sejahtera dalam
tender ini dikuasakan kepada Saudara Said
Faural selaku Direktur Cabang yang diangkat
melalui “Surat- Kuasa Nomor 0202/SAS/
VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 yang
ditandatangani oleh Haryanto, ST selaku
Direktur PT Sumber Alam Sejahtera. -------------

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Saudara
Said Faural selaku Direktur Cabang diberikan
kuasa untuk menandatangani Surat
Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian,
Surat Sanggahan, dan Surat Sanggahan
Banding (vide bukti B19, Dokumen Surat Kuasa
Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal
06 Agustus 2018 pada Dokumen Penawaran
PT Sumber Alam Sejahtera). ------------------———-—
Keikutsertaan PT Arafah Alam Sejahtera Dalam

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
keikutsertaan PT Arafah Alam Sejahtera dalam
tender ini dilakukan oleh Kantor Cabang

PT Arafah Alam Sejahtera yang didirikan
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berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 07 Juni
2018, yang dibuat Oleh Yuliarni, SH, Notaris di

Berdasarkan akta tersebut, sejak tanggal
07 Juni 2018 telah didirikan cabang di Wilayah
Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggaran dan
Langsa dengan dipimpin dan diurus oleh
Saudara Qualid Azan (vide bukti B22 dan/C38);

Keikutsertaan PT Betesda Mandiri Dalam

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
keikutsertaan PT Betesda Mandiri dalam tender
ini dilakukan oleh Saudara Kamarullah selaku
Direktur Cabang PT ' Betesda Mandiri dan
pengurus perusahaan PT Betesda Mandiri tidak
ikut serta .dalam-  proses tender sehingga
seluruh “dokumen penawaran Terlapor IV

disiapkan oleh Saudara Kamarullah. -------------

Berdasarkan alat bukti diketahui adanya
pengakuan Terlapor yang pada pokoknya
menyatakan bahwa terkait dengan pemberian
kuasa tersebut, terdapat pembayaran fee
sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang
digunakan untuk pembuatan akta atau kuasa
PT Betesda Mandiri tersebut (vide bukti BI1,
B15, dan C32);---------—————mmmmm o
Keikutsertaan PT Eka Jaya Lestari Dalam

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
keikutsertaan PT Eka Jaya Lestari dalam tender
ini diserahkan kepada Saudara Mahyudin alias
Bobos dimana PT Eka Jaya Lestari hanya
memberikan ID dan PASSWORD LPSE kepada
Saudara Mahyudin alias Bobos untuk

dilanjutkan prosesnya tanpa keterlibatan lebih
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lanjut dari pengurus perusahaan PT Eka Jaya
Lestari (vide bukti B14);-------------——cmmcmme -
f. Keikutsertaan PT Adhi Putra Jaya Dalam
bukti diketahui
keikutsertaan PT Adhi Putra Jaya dalam tender

Berdasarkan alat bahwa

ini dikuasakan kepada Saudara Saiful untuk

mengikuti tender ini.

PT Adhi Putra Jaya hanya memberikan ID dan
Password LPSE kepada Saudara “Saiful dan
Saudara Saifuddin berikut salinan_ dokumen-

dokumen perusahaan (vide/bukti B25).

1.4.2. Tentang Adanya Kesamaan Metadata pada Dokumen
Penawaran antar Peserta Tender--------------------------
Berdasarkan alat bukti /ditemukan fakta bahwa
terdapat kesamaan metadata pada dokumen
penawaran yang disampaikan oleh PT Mina Fajar
Abadi, PT Sumber Alam Sejahtera, PT Arafah Alam
Sejahtera,«PT Betesda Mandiri, dan PT Eka Jaya
Lestari, dan PT Adhi Putra Jaya (vide bukti C30):------
a: Dokumen Penawaran PT Mina Fajar Abadi ------
c el PDF . q c
Nama File Author | Aplication PDF Version | Created |Modification
Producer
0. Rekapitulasi saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Daftar Kuantitas Office Office (acrobat 6.x) |2:28:24 PM | 2:28:24 PM
dan Harga Excel®2007 |Excel®2007
0.1 Daftar Kuantitas saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
dan Harga Office Office (acrobat 2:31:01 PM| 2:31:01 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
0.2 Analisa Harga saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Satuan Office Excel® Office (acrobat 2:32:04 PM | 2:32:04 PM
2007 Excel® 2007 6.x)
0.3 Daftar Upah dan saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Bahan Office Office (acrobat 2:32:44 PM | 2:32:44 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
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Nama File Author | Aplication FDE PDF Version | Created |Modification
Producer
1. Bagian Pekerjaan saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Subkontrakkan Office Office (acrobat 1:45:19 PM | 1:45:19 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
5. Analisa Teknik saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Office Office (acrobat 2:12:49 PM | 2:12:49 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
4. Daftar Peralatan saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Utama Office Office (acrobat 2:09:17 PM | 2:09:17 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
9. Daftar Personil saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,(-8/11/2018,
Inti Office Office (acrobat 2:20:40 PM | 2:20:40 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
11. Jadwal Waktu saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Pelaksanaan Office Office (acrobat 2:24:17 PM | 2:24:17 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
12. Struktur saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Organisasi Office Office (acrobat 2:26:29 PM | 2:26:29 PM
Pelaksanaan Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
Pekerjaan
b. Dokumen Penawaran PT Sumber Alam
Sejahtera------------------cmmm
q Yl PDF q q q
Nama File Author | Aplication PDF Version| Created | Modification
Producer
Daftar Harga Upah saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Bahan dan Peralatan Office Office (acrobat 6.x) | 5:48:30 PM | 5:48:30 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Daftar Kuantitas dan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Harga Office Office (acrobat 6.x) | 5:48:01 PM | 5:48:01 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Rekapitulasi Daftar saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Kuantitas dan Harga Office Office (acrobat 6.x) |5:46:47 PM | 5:46:47 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Analisa Harga Satuan | saiful Office Office (acrobat 6.x) |5:48:53 PM | 5:48:53 PM
Excel®2007 |Excel®2007
1. Bagian Pekerjaan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
yang Disubkontrakan Office Office (acrobat 6.x) | 5:42:03 PM | 5:42:03 PM
dari Isian LDK Excel®2007 |Excel®2007
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PDF

Nama File Author | Aplication P PDF Version| Created | Modification
roducer
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/10/2018,| 8/10/2018,
S. Analisa Teknik saiful Office Office (acrobat 6.x) |8:03:48 PM | 8:03:48 PM
Excel®2007 |Excel®2007
4. Daftar Peralatan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Utama Minimal Office Office (acrobat 6.x) (12:31:14 PM| 12:31:14 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018;
9. Daftar Personil Inti | saiful Office Office (acrobat 6.x) |1:17:08 PM | 1:17:08 PM
Excel®2007 |Excel®2007
11. Jadwal Waktu saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018;{-8/12/2018,
Pelaksanaan Office Office (acrobat 6.x) | 5:49:37 PM\| 5:49:37 PM
Excel®2007 |Excel®2007
12. Struktur saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Organisasi Office Office (acrobat6.x). |2:11:02 PM | 2:11:02 PM
Pelaksanaan Excel®2007 |Excel®2007
Lapangan
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/10/2018,| 8/10/2018,
2. Tenaga Teknis saiful Office Office (acrobat 6.x) |6:06:13 PM | 6:06:13 PM
Excel®2007 |Excel®2007,
C. Dokumen Penawaran PT Arafah Alam Sejahtera
o . e PDF . o o
Nama File Author | Aplication PDF Version| Created | Modification
Producer
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
1. REKAP DAN BOQ saiful Office Office (acrobat 6.x) [10:27:45 PM| 10:27:45 PM
Excel®2010 |[Excel®2010
2. ANALISA DAN Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
BAHAN saiful Office Office (acrobat 6.x) [10:28:36 PM| 10:28:36 PM
Excel®2010 |[Excel®2010
1. Bagian Pekerjaan Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
yang saiful Office Office (acrobat 6.x) |{10:32:59 PM| 10:32:59 PM
Disubkontrakkan Excel®2010 |[Excel®2010
dari Isian LDK OK
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
TKDN saiful Office Office (acrobat 6.x) [10:33:14 PM| 10:33:14 PM
Excel®2010 |[Excel®2010
5. Analisa Teknik saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
OKE Office Office (acrobat 6.x) [10:29:40 PM| 10:29:40 PM
Excel®2010 |Excel®2010
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11. Jadwal Waktu
Pelaksanaan OK

saiful

Microsoft®
Office

Excel®2010 [Excel®2010

Microsoft®
Office

1.5
(acrobat 6.x)

8/12/2018,

8/12/2018,

10:30:53 PM| 10:30:53 PM

d.

Dokumen Penawaran PT Betesda Mandiri

) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| .8/12/2018,
1. REKAP DAN BOQ | saiful Office Office  |(acrobat 6.x) |9:12:00 PM | 9:12:00 PM
Excel®2010 |Excel®2010
2. ANALISA DAAN saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018;| 8/12/2018,
BAHAN Office Office (acrobat 6.x) [9:12:32 PM | 9:12:32 PM
Excel®2010 |Excel®2010
1. Bagian Pekerjaan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
yang Office Office (acrobat 6.x) {11:58:04 PM| 11:58:04 PM
Disubkontrakkan Excel®2010 |Excel®2010
dari Isian LDK
) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
TKDN saiful Office Office (acrobat 6.x) [12:01:46 AM| 12:01:46 AM
Excel®2010 |Excel®2010
) ) ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
5. Analisa Teknik saiful Office Office (acrobat 6.x) [9:11:19 PM | 9:11:19 PM
Excel®2010 |Excel®2010
11. Jadwal Waktu saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Pelaksanaan Office Office (acrobat 6.x) |9:09:10 PM | 9:09:10 PM
Excel®2010 |Excel®2010

Dokumen Penawaran PT Eka Jaya Lestari-------

Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/13/2018,| 8/13/2018,
Daftar Kuantitas saiful Office Office (acrobat 6.x) | 1:11:55 AM | 1:11:55 AM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/13/2018,| 8/13/2018,
Analisa Harga saiful Office Office (acrobat 6.x) | 1:12:24 AM | 1:12:24 AM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/13/2018,| 8/13/2018,
Subkon saiful Office Office (acrobat 6.x) {12:52:36 AM| 12:52:36 AM
Excel®2007 |Excel®2007
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Nama File Author | Aplication FDF PDF Version| Created | Modification
Producer
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/13/2018,| 8/13/2018,
Analisa Teknis saiful Office Office (acrobat 6.x) | 1:04:13 AM | 1:04:13 AM
Excel®2007 |Excel®2007

f. Dokumen Penawaran PT Adhi Putra Jaya

Nama File Author| Aplication FDEF PDF Version| Created | Modification

Producer

DAFTAR HARGA UPAH . Microsoft® Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

DAN BAHAN Salful Office Office (acrobat 6X) 2:34:19 PM 2:34:19 PM
Excel®2010 |Excel®2010

] Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,|-8/12/2018,

RAB LANGSA saiful | Office Office (acrobat 6.x) | 2:30:57PM | 2:30:57 PM
Excel®2010 |Excel®2010

REKAPITULASI . Microsoft® Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

TOTAL saiful Office Office (acrobat 6.x)|2:32:24 PM | 2:32:24 PM
Excel®2010 |Excel®2010

ANALISA HARGA . Microsoft® Microsoft® 1.5 8/12/2018, 8/12/2018,

SATUAN PEKERJAAN Salful Office Office (acrobat 6X) 2:33:47 PM 2:33:47 PM
Excel®2010 |Excel®2010

DISUBKONTRAKKAN . Microsoft® Microsoft® 1.5 8/ 12/2018, 8/ 12/2018,

saiful Office Office (acrobat 6.x) |2:00:45 AM | 2:00:45 AM
Excel®2010 |Excel®2010

ANALISA TEKNIS . Micresoft® Microsoft® 1.5 8/12/2018, 8/12/2018,

PEKERJAAN saiful '}« Office Office (acrobat 6.x) | 2:33:09 PM | 2:33:09 PM
Excel®2010 |Excel®2010

DAFTAR PERALATAN s Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

saiful Office Office (acrobat 6.x) | 1:56:34 AM| 1:56:34 AM
Excel®2010 |Excel®2010

DAFTAR PERSONIL ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

INTI saiful | Office Office (acrobat 6.x) | 2:00:22 AM | 2:00:22 AM
Excel®2010 |Excel®2010

JADWAL ] Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

PELAKSANAAN saiful | Office Office (acrobat 6.x) |2:30:18 PM | 2:30:18 PM
PEKERJAAN Excel®2010 |Excel®2010

STRUKTUR ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

ORGANISASI saiful | Office Office (acrobat 6.x) | 1:57:20 AM| 1:57:20 AM
LAPANGAN Excel®2010 |Excel®2010

1.4.3. Tentang Adanya Kesamaan dan/atau Kemiripan pada

Dokumen Penawaran antar Peserta Tender --------—----
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Dokumen Surat Kuasa yang disampaikan oleh
PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam
Sejahtera. ----------—-cmmo
Bahwa dalam dokumen surat kuasa kedua
peserta tender tersebut terdapat kesamaan
kesalahan penulisan berupa kata “selanjutya”
yang seharusnya ditulis “selanjutnya” (vide

bukti C20 dan C22): --------——-mmmmmmmmmmmme oo

Memberi Kuasa kepada :
Nama : ICHWAN
Alamat : Jurong Pande Kec, Glumpang Tiga Kab. Pidie

Jaba Direktur Cabang
Yang selanjutya fisebut sebagai Penerima Kuasa

Memberi Kuasa kepada :

Nama Said Faural
Alamat Dusun Aron Kel. Tanoh Manyang Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya
Jabatan Direktur Cabang

Yang selanjutya disebut sebagai Penerima Kuasa

Dokumen Surat-Pernyataan Tunduk Kepada
Spesifikasi~ Teknis dan Surat Pernyataan
Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu
yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi
dan PT -Sumber Alam Sejahtera. -------------------
Bahwa dalam dokumen Surat Pernyataan
Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat
Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan
Tepat Waktu kedua peserta tender tersebut
terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa
kata “dengan dengan” yang seharusnya ditulis

“dengan” (vide bukti C20 dan C22): ---------—--——-

Demikian Surat Permnyataan ini saya buat | dengan dengan | sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 13 Agustus 2018
PT. MINA FAJAR ABADI

RAE TERMAN (Lu
TEMPEL " >
BF 8BAEFO 17366422 LN
S BT
8000 WF | ABADI
ICHWAN
Direktur Cabang

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat{dengan dengan F.Pbrenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya T

Langsa 13 Agustus 2018
PT. SUMBER 4‘LAM SEJAHTERA

fkrenatdey [
LAZpC4AEFa17agEA% T ONMV.

{
SAID FAURAL
Direktur Cabang
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C. Dokumen Surat Pernyataan Dukungan
Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk
Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan

Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan

Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan

oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam

Sejahtera. -----

Bahwa dalam dokumen Surat

Pernyataan

Dukungan Peralatan Pendukung dan‘ Bahan

Untuk Pekerjaan Beton kedua peserta tender

tersebut

terdapat

kesamaan dan/atau

kemiripan sebagai berikut (vide bukti C20 dan

C22)i e -
1) Terdapat nomorsurat yang berurutan ----
Pemohon Nomor Surat Tanggal Surat
PT Sumber Alam Sejahtera 022 /SDA- 06 Agustus 2018
B/SM.BS/VIII/2018
PT Mina Fajar Abadi 023 /SDA- 07 Agustus 2018

B/SM.BS/VIII/2018

2)

dari dokumen penawaran:

Terdapat kesamaan kesalahan penulisan

Kesalahan Penulisan

Seharusnya

Dalam dokumen penawaran tertulis
“Persusahaan”

Dalam dokumen pengadaan tertulis
“Perusahaan”

Dalam dokumen penawaran tertulis
“mensupplay”

Dalam dokumen pengadaan tertulis
“tertulis “mensupllay””

3) Terdapat  nomer waarmerkig  yang
berurutan, tanggal dan notaris yang
SAMA: ~—---====mmmmmm oo
Pemohon Nomor Tanggal Notaris
Waarmerking
PT Sumber Alam 337/W/VIII/2018|10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn
Sejahtera
PT Mina Fajar Abadi |338/W/VII[/2018|10/08/18| Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn
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Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan

Q Selanjutnya dalam dokumen Surat Pernyataan

Untuk Pekerjaan Beton kedua peserta tender
tersebut terdapat kesamaan dan/atau
kemiripan sebagai berikut: -----------------omcmmo-

1) Terdapat nomor surat yang berurutan ----

PT Sumber Alam Sejahtera 022 /SDA- 06 Agustus 2018
B/SM.BS/VIII/2018

PT Mina Fajar Abadi 023/SDA- 07 Agustus 2018
B/SM.BS/VIII/2018
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2) Terdapat keamaan kesalahan penulisan--

Dalam dokumen Dalam dokumen pengadaan
penawaran tertulis “Blac List”| tertulis “Black List””

PT Sumber Alam
Sejahtera

3) Terdapat nomor waarmerking yang

berurutan, tanggal, dan notaris yang

340/W/VIII/2018 | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn

PT Mina Fajar Abadi

341/W/VIII/2018 | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn

+

YPK PT. PLN (Persero) v R
PT. SUMBETRI MEGAH PT. SUMBETRI MEGAH

YPK PT. PLN (Persero) o

Twr i Yo ~ o ~ .
e gy eof

Berkaitan dengan kedua fakta terkait Dokumen
Surat  Pernyataan  Dukungan = Peralatan
Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton
dan Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan
Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton
yang disampaikan PT Mina Fajar Abadi dan
PT Sumber Alam Sejahtera tersebut, diperoleh
bukti keterangan saksi yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut (vide bukti B7): ----
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1) Bahwa PT Sumbetri Megah menerbitkan
surat dukungan peralatan tersebut hanya
kepada PT Mina Fajar Abadi; ---------------

2) Bahwa format Surat Pernyataan
Dukungan Peralatan Pendukung dan
Bahan diperoleh dari Saudara Ichwan
selaku Direktur Cabang PT Mina Fajar
Abadi; --------——- =

3) Bahwa peralatan milik PT Sumbetri
Megah tidak pernah digunakan sama
sekali oleh PT Mina Fajar Abadi pada saat

pelaksanaan pekerjaan. -----=---------------

Selanjutnya berkaitan.dengan fakta tersebut
diperoleh bukti pengakuan PT Sumber Alam
Sejahtera yang -pada pokoknya menyatakan
bahwa PT- Sumber Alam Sejahtera tidak
mengetahui orang yang mengerjakan dokumen
penawaran termasuk surat dukungan
peralatan milik PT Sumber Alam Sejahtera (vide
buktirB19). -----mmmm oo
Dokumen Jaminan Penawaran yang
disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan
PT Adhi Putra Jaya. ---------=-—=-———-mmommom e~
Bahwa PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra
Jaya  menyampaikan dokumen = jaminan
penawaran yang diterbitkan oleh pihak yang
sama yaitu PT Asuransi Rama Satria Wibawa
Cabang Banda Aceh dan diterbitkan pada
tanggal yang sama yaitu tanggal 08 Agustus
2018 dengan nomor surat berurutan yaitu (vide
bukti C20, C26, C33, dan C34): -------------------
1) Nomor Jaminan PT Mina Fajar Abadi

adalah 34.1101.08.18.00241; --------------
2) Nomor Jaminan PT Adhi Putra Jaya

adalah 34.1101.08.18.00242;---------------
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1.4.4.

JAMINAN PENAWARAN

JAMINAN PENAWARAN

Berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor VII,
Jaminan Penawaran PT Adhi Putra Jaya diurus
oleh Saudara Saifuddin selaku orang yang
meminjam perusahaan di Banda Aceh (vide
bukti B25),A~-Femme oo
Tentang Adanya Diskriminasi dan atau Perlakuan
Istimewa dari Pokja kepada Pelaku Usaha Tertentu ---
Bahwa 'dalam proses tender terdapat kelalaian dari
Pokja ‘\yang tidak melakukan pengecekan dokumen
peserta dengan seksama dan memperhatikan check
list terkait indikasi persekongkolan dalam tender. Hal
tersebut data dilihat dari adanya kesamaan
kesalahan penulisan dokumen, nomor surat yang
berurutan baik itu jaminan penawaran dari bank

maupun asuransi, juga surat dukungan peralatan. ---

Bahwa adanya sanggah, terdapat sanggahan-
sanggahan dari para beserta yang memasukan
dokumen tender, dimana alasan gugur PT Sinatria
Inti Surya ialah daftar personal inti tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen
pengadaan, yakni posisi ahli arsitektur atas nama
Ir. Asmardi berprofesi sebagai dosen. Sedangkan

dalam dokuman pengadaan tidak ada mensyaratkan
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1.5.

bahwa kebenaran profesi tenaga ahli harus sesuai
dengan yang tercantum di KTP. -----------—-coccmcc e~
Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran --------------------———-—
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para
Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----—--——-mmommmmmmmm

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: --<----=-===--
Pasal 22—

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun.1999 tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut: -------zem-io i
1.5.1.  Unsur Pelaku Usaha -----------------cmmmmmmmmm -
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5
Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku
usaha dengan definisi sebagai berikut: ---------------——-

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi. ---------=-==-==—=——————————-

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam
perkara a quo adalah PT Mina Fajar Abadi selaku
Terlapor I yang merupakan badan usaha
sebagaimana telah diuraikan pada Identitas Terlapor
sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian
yang tidak  terpisahkan dengan  penjelasan

pemenuhan unsur ini. --------=-=-=——mmmmmmmmmm
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1.5.2.

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I telah menjadi
peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek

perkara a quo. ---------mm o

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur
pelaku usaha dalam perkara a quo terpenuhi. ---------
Unsur Bersekongkol-------------ommmmmmmmme
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah --
Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara
apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender
tertenti. ———=—-=-======== ==
Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal-22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan
bahwa unsur “bersekongkol”. tersebut antara lain
dapat berupa: ------------- S EsgF
a. Kerja sama antaradua pihak atau lebih;---------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam

melakukan tindakan penyesuaian dokumen

dengan Peserta lainnya; --------------------------——-

C. Membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan; —--------------mmm oo
d. Menciptakan persaingan semu; --------------------
€. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan; -----------mmmmmmmmme
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan

meskipun mengetahui  atau sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan
Peserta tender tertentu; --------------—-————-— -
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh
penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung maupun tidak langsung kepada
pelaku usaha yang mengikuti tender dengan

cara melawan hukum.-----------=—————- oo

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor 1V, Terlapor V, dan Terlapor VI terkait
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dengan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan
sebagaimana diuraikan pada butir Fakta/Temuan
dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama
antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan
maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,
membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan, menciptakan persaingan semu,
menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu
tindakan meskipun mengetahui atau “sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta

tender tertentu. ------------- -3

Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta
mengenai  keikutsertaan para peserta tender
sebagaimana diuraikan pada butir Fakta/Temuan
dapat dikategorikan sebagai tindakan pinjam-
meminjam perusahaan untuk mengikuti tender yang
merupakan tindakan tidak menolak melakukan suatu
tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta

tender tertentu. --------------mmmmmmm

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor VII terkait
dengan adanya kesamaan dan/atau kemiripan
sebagaimana diuraikan pada butir Fakta/Temuan
dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan
atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan
pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara
tender atau pihak terkait secara langsung maupun
tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti

tender dengan cara melawan hukum. ------------------—
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1.5.3.

Bahwa oleh karena itu tindakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai  tindakan bersekongkol
sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan Ahli

(vide bukti B5). ~--nmmnmmmmmm oo

Oleh karena itu maka unsur bersekongkol dalam
perkara a quo TERPENUHI. ------------mmmmmmmm
Unsur Pelaku Usaha Lain ----------------------m-m -
Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku
usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku
usaha sebagaimana telah diuraikan. pada Unsur
Pelaku Usaha dimana dalam prakteknya, pelaku
usaha lain tersebut merupakan/ pelaku usaha yang
turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau
mendapat/menerima  perlakuan  istimewa  dari
penyelenggara dan/atau ‘menerima manfaat dari

tindakan bersekongkol tersebut. --------------—comeo—-

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam
perkara a/quo adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor
IV, Terlapor~V, dan Terlapor VI yang merupakan
badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir
Identitas Terlapor sehingga secara mutatis mutandis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------------—-———-—-

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah menjadi

peserta tender yang menjadi obyek perkara a quo. ----

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor
V, dan Terlapor VI merupakan pelaku wusaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU

Nomor S Tahun 1999, -

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur

Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo TERPENUHI.
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1.54.

1.5.5.

Unsur Pihak Lain Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait
dengan pelaku usaha lain dalam perkara a quo adalah
Terlapor VII yang merupakan pihak yang
menyelenggarakan tender sebagaimana  telah
diuraikan pada butir Identitas Terlapor sehingga
secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Berdasarkan alat bukti, Terlapor VII terbukti telah
melakukan tindakan yang dapat. dikategorikan
sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi
terjadinya persekongkolan dan pemberian
kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau
pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung
kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan

cara melawan hukum.------------—-—cmmcmmm

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur
Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain
dalam perkara a quo TERPENUHI. -------------=-—=-————
Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang
Tender --------—-——mm o
Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender adalah: -------------—--—-

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam
proses tender secara bersekongkol yang bertujuan
untuk menyingkirkan pelaku wusaha lain sebagai
pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta
tender tertentu dengan berbagai cara. --------------------
Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang
tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan
perusahaan pendamping dalam proses tender dengan
dokumen yang dipersiapkan secara bersama atau
setidak-tidaknya disusun oleh pihak yang sama
sebagaimana telah diuraikan pada butir

Fakta/Temuan sehingga secara mutatis mutandis
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1.6.

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

penjelasan pemenuhan unsur ini. -------------------——-—

Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses
pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai
tindakan  mengarahkan, mengatur, dan/atau

menentukan pemenang. -------------=-==----=-ommmmmoooo—-

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
dalam perkara a quo TERPENUHI. --------=2comoozss -
1.5.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----=--------------
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5
Tahun 1999 Disebutkan: ---------=-====%------cmmm -

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha. -------------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh
para . Terlapor dalam proses tender tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum

dan/atau menghambat persaingan usaha.--------------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur
Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
perkara a quo TERPENUHI. ------------ommmomme e

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan
bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun
1999 telah TERPENUHI. ---------m oo
Tentang Daftar Saksi dan Ahli ------------—-——cmmmmmmm
Bahwa dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini,
bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan
dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis Perkara

a quo yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: --------------
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1.6.1.  Daftar Saksi yang diajukan: -------------——-cmmcmmemme -

No Nama Saksi Domisili

1 Saifuddin Banda Aceh

2 Kamarullah Aceh Besar

3 Surep Banda Aceh

4 Syahruddin Ramadhan Langsa

S Imandasyah Langsa

6 Dedi Hermansyah Frans Kabupaten Langkat

7 Ir. Almas Jakarta Timur

8 Hasrizal Hasanudin, SE Jakarta Timur

1.6.2.  Daftar Ahli yang diajukan: ------------==————2ccceme

No Nama Ahli Domisili

1 Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum | Program Studi Magister
[lmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas
Sumatera Utara

2 Nosin, S.Sos, MAP Jalan Veteran Nomor 10,
Jakarta

3 M. Safri Lubis Fakultas [lmu Komputer
dan Teknologi Informasi
Universitas Sumatera
Utara

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 27 Agustus

2020, Terlapor.I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,

Terlapor. VI, 'dan Terlapor VII menyerahkan Tanggapan terhadap

Laporan  Dugaan Pelanggaran sebagai berikut (vide bukti B4, T1.2,
T2.1,'T3.2, T4.1, TS.1, T6.2, dan T7.1):--------mmmmmmmmm oo

2.1.

Tanggapan Terlapor I (vide bukti T1.2) -----------mmmmmmmommem -

Bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-
hal sebagai berikut:--------------—--- -
2.1.1. Bahwa atas uraian dalam dokumen Laporan Dugaan

Pelanggaran yang dituduhkan oleh Investigator
kepada Kami yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor 1V, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII

untuk uraian Terlapor, Objek Perkara, dan Dugaan
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2.1.2.

Pelanggaran dan Kronologis Tender tidak kami bantah
dan sudah merupakan yang sebenarnya. ---------------
Bahwa atas uraian tentang Fakta/Temuan lain yang
disampaikan oleh Investigator, pada prinsipnya kami
menerima sebagian fakta tersebut dan menolak
sebagian fakta tersebut. Sebagai pertimbangan
Majelis dapat kami jelaskan sebagai berikut: ----------=
a. Bahwa kami selaku Terlapor I, Terlapor I,
Terlapor IV, dan Terlapor V telah mengikuti dan
menjadi peserta Tender Paket. Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh Sumber
Dana APBD Tahun Anggaran 2018 dan telah

ditetapkan Terlapor I sebagai Pemenang oleh

b. Bahwa keikutsertaan dalam tender tersebut
awalnya merupakan inisiatif dari Terlapor I
dengan  pertimbangan dan latar belakang
dengan niat untuk membantu teman-teman
yang memiliki latar belakang mantan kombatan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah
kembali ke NKRI yang mengalami kesulitan
ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan namun
memiliki keinginan kuat untuk dapat bangkit
dari keterpurukan yang dengan sukarela
bersedia mengumpulkan dana demi
mendapatkan pekerjaan tersebut;-----------------

C. Bahwa untuk kelancaran tersebut, Terlapor I
meminta bantuan dari teman-teman untuk
meminjam perusahaan dari Terlapor II, Terlapor
IV, dan Terlapor V dengan imbalan peminjaman
seperti yang sudah dijelaskan dalam fakta
Dugaan Pelanggaran yang bertujuan
memperbanyak perusahaan yang mendaftar

dengan harapan dapat mengurangi minat
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perusahaan lain untuk mendaftar dan
memasukkan penawaran; ----------------------———-
Bahwa keikutsertaan Terlapor II, Terlapor IV,
dan Terlapor V murni hanya sebatas pada
peminjaman perusahaan dan di bawah kendali
Terlapor 1 sehingga pemilik perusahaan
Terlapor 1I, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak
ikut secara aktif selama proses tender
berlangsung; ----------------—-mmcmmmm— STl
Bahwa Terlapor [ tidak pernah menjanjikan
apapun secara materi kepada  Terlapor II,
Terlapor IV, dan Terlapor. V' apabila paket
tersebut dimenangkan oleh pihak Terlapor I
melainkan hanya pembayaran atas peminjaman
perusahaan tersebutj----==----------———-moommmm——-
Bahwa berdasarpada temuan Investigator yaitu
terkait kesamaan-metadata dan terkait jaminan
penawaran yang diterbitkan oleh pihak yang
sama antara Terlapor I dengan Terlapor III dan
VI, Terlapor I tidak mengetahui sama sekali
terkait kesamaan tersebut karena tidak pernah
bertemu dan berkomunikasi dengan Terlapor III
dan Terlapor VI untuk mengikuti tender Paket
Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional
Langsa Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018
sebelum dan sesudah pelelangan;-----------------
Bahwa dalam mengikuti lelang, Terlapor I
hanya berpedoman pada Dokumen Pemilihan
dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah  dimana selama mempelajari
dokumen tersebut, Terlapor I tidak
mendapatkan aturan tertulis terkait adanya

larangan  pinjam  meminjam  perusahaan
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2.1.3.

2.1.4.

sehingga Terlapor I berpendapat hal tersebut
tidak dilarang; -------------——--mmsmmm
h. Bahwa selama mengikuti proses tender,
Terlapor I telah melengkapi seluruh persyaratan
administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi
seperti yang diminta oleh Pokja sehingga
diluluskan pada setiap tahap dan ditetapkan
sebagai Pemenang tanpa ada permasalahan

yang berarti selama berlangsungnya“ proses

i. Bahwa Terlapor I telah “menyelesaikan
pelaksanaan kontrak pekerjaan paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh Sumber
Dana APBD Tahun. Anggaran 2018 sesuai
dengan perencanaan; spesifikasi teknis, dan
jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa
mengalami kendala apapun sejak mengikuti
proses lelang sampai dengan penyelesaian
pekerjaan. --------mmmm o

Bahwa atas uraian tentang Adanya Diskriminasi Dan

Atau Perlakukan Istimewa Dari Pokja Kepada Pelaku

Usaha Tertentu yang disampaikan Investigator,

Terlapor I tidak dapat memberikan tanggapan karena

seluruh proses evaluasi penawaran merupakan

kewenangan penuh oleh Pokja dan Terlapor I tidak
pernah bertemu, berinteraksi, dan mengintervensi

Pokja baik sebelum dan sesudah dilaksanakan

pelelangan;-----------—-———ommommm

Bahwa atas wuraian tentang Pemenuhan Unsur

Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor S5 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku

usaha lain dan/ atau pithak yang terkait dengan pelaku

usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan
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pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Unsur-

unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5

Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut: ------mm e

a.

Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lain----
Bahwa bila mengacu kepada subjek hukum;
maka kami sepakat yang dimaksud dengan
pelaku usaha adalah orang dan atau. badan
hukum yang dalam hal ini adalah PT Mina
Fajar Abadi, PT Sumber AlamSejahtera,
PT Betesda Mandiri, dan PT Eka Jaya Lestari; --
Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku
Usaha Lain ----------—ose s
Bahwa Terlapor I sepakat jika yang dimaksud
dengan pihak lainyang terkait dengan pelaku
usaha lain dalam-perkara ini adalah pihak yang
menyelenggarakan tender; ---------------------—--—-
Unsur Bersekongkol dan Mengatur dan/atau
Menentukan Pemenang Tender --------------------
1) Bahwa keikutsertaan Terlapor I dalam
Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS
Rujukan Regional Langsa Satker Dinas
Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018
merupakan pengalaman pertama
Direktur Cabang Terlapor [ dalam
mengikuti tender; -----------------mmmo oo
2) Bahwa kami selaku Terlapor I benar-
benar tidak mengetahui jika sistem
peminjaman perusahaan seperti yang
kami lakukan termasuk unsur
bersekongkol seperti yang dimaksud
dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 karena  tidak ada
dicantumkan dalam dokumen pengadaan

dan menganggap hal tersebut adalah hal
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yang biasa di kalangan kontraktor,
sehingga yang kami perhatikan hanya
persyaratan administrasi, teknis, harga,
dan kualifikasi yang terdapat dalam
dokumen pengadaan; ---------------------——-
3) Bahwa benar Terlapor I telah meminjam
perusahaan Terlapor II, Terlapor IV, dan
Terlapor V untuk mengikuti tender Paket
Pekerjaan Pembangunan Rs Rujukan
Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan
Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684106); -------------og-- 3o
4) Bahwa keikutsertaan Terlapor II, Terlapor
IV, dan Terlapor 'V hanya sebatas
perusahaan yang dipinjam dan Terlapor I
tidak pernah rmemberitahukan tujuan
perusahaan tersebut dipinjam;-------------
5) Bahwa,  ~ Terlapor I tidak  pernah
berhubungan dan berkomunikasi dengan
Terlapor III dan Terlapor VI selama
mengikuti  tender Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional
Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh
Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684106). ------—=——m oo
Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU
Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: persaingan
usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawan hukum atau menghambat

persaingan usahQ@.-----------==-====--=----mmmmmo

Bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di

atas, tindakan yang kami lakukan tidak
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi
murni kesalahan dan kelalaian kami karena
ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap
substansi dan konsekuensi dari Pasal 22 UU
Nomor 5 Tahun 1999 khususnya terkait pinjam
meminjam perusahaan; -----------------——cooom——-
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di
atas, kami selaku Terlapor I menyatakan menerima
sebagian dan menolak sebagian Laporan ‘Dugaan
Pelanggaran; ----------=--=-— oo
Bahwa menimbang berdasarkan fakta=fakta dan
pertimbangan tersebut di atas, kami ‘secara sadar
mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian
yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22
UU Nomor 5 Tahun 1999-dan momohon maaf yang
sebesar-sebesarnya kepadaMajelis Komisi KPPU Yang
Terhormat atas kesalahan yang kami lakukan yang
mana tindakan tersebut semata-mata kami lakukan
hanya untuk membantu rekan sejawat yang sedang
mengalami kesulitan; -----------------—cmmmmmm
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di
atas, . kami sangat memohon kehadapan yang
terhormat kepada Majelis Komisi KPPU yang
memeriksa Laporan ini untuk: ------------—-=——cmcemceo—-
a. Mengampuni dan memaafkan kesalahan yang
kami lakukan dan kami berjanji untuk
kedepannya akan taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku; --------------
b. Memberikan kesempatan kepada kami selaku
Terlapor I dan bersama Terlapor II, Terlapor IV,
dan Terlapor V untuk melakukan perubahan
agar tidak lagi melakukan pelanggaran

sebagaimana yang dituduhkan dalam perkara

C. Tidak melanjutkan ke proses persidangan

selanjutnya dengan pertimbangan pengakuan,
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2.2.

kondisi Pandemi Covid-19, dan kesulitan
ekonomi yang berdampak langsung pada
kondisi perusahaan serta dampak psikologis

bagi keluarga kami. Namun pada prinsipnya
kami siap kooperatif untuk mengikuti setiap
arahan dan permintaan dari Majelis Komisi
KPPU demi keberlangsungan hidup perusahaan

dan anggota-anggota kami; -------------------———-—-

d. Membina, membimbing, dan mengawasi kami
selama menjalankan kegiatan usaha agar tidak
melakukan kesalahan yang sama lagi sehingga

kami dapat menjadi perusahaan yang taat
hukum, berkualitas dan berdaya saing. ----------

2.1.8. Bahwa kami selaku Terlapor I tidak akan mengajukan
alat bukti karena sudah-mengakui dan menerima
Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh
Investigator.----- 54— A o oo
2.19. Demikian tanggapan ini kami buat secara sadar dan
sebenar-benarnya, semoga dapat menjadi
pertimbangan bagi Majelis KPPU dalam membuat
keputusan yang adil dan bijaksana. Atas perhatian

Majelis Komisi Yang Terhormat kami ucapkan Terima

Tanggapan Terlapor II (vide bukti T2.1) ----------=-mmcmmmmmmemm -
Bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-
hal sebagai berikut:--------=----——cmmom
22.1. Poin 16.2 —-——-—mmmmm e
a. Bahwa PT Sumber Alam Sejahtera dalam hal ini
Saudara Haryanto, ST selaku dari Direktur

Utama kami tidak mengenal Saudara Said

Faural yang mana selaku Direktur Cabang dari

PT Sumber Alam Sejahtera dan Saudara

Haryanto tidak pernah menandatangani Surat

Kuasa Cabang Nomor 0202/SAS/VIII/2018

tertanggal 06 agustus 2018, yang mana Surat
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Kuasa tersebut berisi mengenai pemberian
kuasa untuk menandatangani penawaran dari

perusahaan kami di tender tersebut. ----------—---

Dalam hal ini kami juga merasa bahwa ada
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
dalam hal ini melakukan tindakan memalsukan
tanda tangan dan surat kuasa tersebut dengan
mengatasnamakan Saudara Haryanto.:  Yang
mana dalam hal ini menyebabkan PT Sumber
Alam Sejahtera menjadi korban atas tindakan-
tindakan tidak bertanggung jawab tersebut; ----
Dalam hal tender ini juga ada oknum-oknum
yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja
meretas, meng-hack, mengambil secara diam-
diam password dan user ID kami sebelumnya
sas_sejahtera@yahoo.co.id yang mana
kemudian' kami lakukan perubahan terhadap
email perusahaan perusahaan kami yang
terdaftar di LPSE menjadi
sumberalamsejahteral 069@gmail.com. ----------
Qatatan: -
1) Mohon dapat dicek kesesuaian tanda
tangan file surat kuasa (karena kami
tidak memiliki file tersebut) oleh pihak
Komisi mengenai tanda tangan pada KTP
Saudara Haryanto dalam tanda tangan
yang ada pada surat kuasa tersebut,
karena kami dari pihak PT Sumber Alam
Sejahtera tidak pernah mengetahui
apalagi mengizinkan adanya pembuatan
Surat Kuasa tersebut;---------—--———--——————-
2) Tidak  adanya  kehadiran Saudara
Haryanto di  Provinsi Aceh atau
dihadapan penerima kuasa yang mana
hal ini Saudara Faural, dan foto pada

saat Saudara Haryanto menandatangani
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222,

2.2.3.

dan memberikan ijin dalam pembuatan

surat kuasa. -------------mmmmmmmm

Bukti KTP: ==-mmmnnnmmmmmmmmmeeeom e
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNGPINANG
NIK : 2305011007690003
Nama “MARYANTO, ST
TompatTgiiane - JANARTA, 10-07-1969
mna aiame LA LAYE Gol Darh -
Aarmat KOMP RUKO DAMAI SEJANTERA
ATAW &

KobDesa - AR RAA
Mecamatan  TANANGPINANG TRMUR

Agama KRISTEN
Status Perkawnan  KAWIN

l"';- WNI
Bartan s Hingga SEUMUR HIDUP

Poin 17.2 --------mmmmmmmm SR
Dalam hal ini kami PT Sumber Alam'Sejahtera tidak
memiliki karyawan ataupun < anggota manajemen
dengan nama ”Saiful” yang kami sampaikan bahwa
kami menduga Saiful dan Said Faural dan mungkin
juga ada oknum-oknum" lain yang dengan sengaja
menyalahgunakan secara diam-diam tanpa
sepengetahuan PT. Sumber Alam Sejahtera membuat
dokumen-dokumen tersebut. -----------------cmmmmmmo-
Poin 18- >-----—-———m- oo
Mengenai- ”“Surat Pernyataan Tunduk Kepada
Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup
Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu” kami tidak
pernah membuatnya karena surat tersebut di
tandatangani oleh Saudara Said Faural yang mana
kami tidak mengenalnya dan tidak pernah
memberikan kuasa cabang kepada Saudara Said
Faural. Dalam stempel surat tersebut terdapat
perbedaan yang signifikan antara stempel asli
perusahaan kami dengan stempel yang tertera pada

surat pernyataan tersebut. --------------mmmmmmrmme -

Bukt: stempd ©

PT_ SUMEER ALAM SEJAHTERA
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224.

2.2.5.

2.2.6.

Poin 18.3 s.d 18.4 —--———-—-m o
a. PT Sumber Alam Sejahtera tidak pernah
meminta dukungan beton ataupun surat
dukungan dari PT Sumbertri Megah, karena

ada oknum yang menyalahgunakan perusahaan

b. PT Sumber Alam Sejahtera tidak pernah
meminta waarmerking kepada Notaris Anisa
Rahmah Karim, SH.,M.Kn. sama dengan poin a
di atas, adanya oknum yang mengatasnamakan

perusahaan kami secara tidak  bertanggung

Kami dari PT Sumber Alam Sejahtera tidak mengenal
dan tidak pernah melakukan komunikasi kepada
peserta lelang lain dalam tender ini, terlebih dengan
pokja yang mengurus-tender ini. Kami PT Sumber
Alam Sejahtera tidak pernah diundang untuk
melakukan klarifikasi dokumen oleh pihak Pokja yang
mana untuk’ dapat mengetahui apakah dokumen
tersebut sesuai atau tidak dengan yang asli. -----------
Permohonan kepada Majelis Komisi ----------------------
a. Melepaskan segala tuduhan kepada PT Sumber

Alam Sejahtera yang mana dalam hal ini kami

selaku pengurus dan jajaran merasa dirugikan

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung

jawab yang mengatasnamakan perusahaan

b. Menyatakan bahwa PT Sumber Alam Sejahtera
tidak terlibat dalam Dugaan Persekongkolan
tender tersebut, karena kami tidak mengenal
peserta dari perusahaan lain yang dalam hal ini
nama dan akun LPSE kami disalahgunakan

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
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2.3.

2.4.

Tanggapan Terlapor III (vide bukti T3.2) -----------—--mmcmmemmme
Bahwa Terlapor III menyampaikan Tanggapan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-
hal sebagai berikut:-------------mmcmm
Dengan ini menanggapi atas Laporan Dugaan Pelanggaran
terkait tender Paket Pekerjan Pembangunan RS Rujukan
regional Langsa Pada Tahun Anggaran 2018 bersama ini kami
sampaikan sebagai berikut: --------------- oo
23.1. Dari data dan informasi yang disampaikan‘ kepala
cabang di Wilayah Kabupaten Aceh Timur, ‘Aceh
Tenggara dan Langsa dengan dipimpin dan diurus
oleh Saudara Qualid Azan bahwasanya keikutsertaan
kami dalam Pelelangan ini tidak ada berkompromi
dengan peserta lain;--------—s--=c-mmmr oo
2.3.2. Secara umum kepala Cabang PT Arafah Alam
Sejahtera mengikuti pelelangan ini sesuai dengan
dokumen lelang~yang-ada dan telah digugurkan
karena ada kesalahan jaminan penawaran.-------------
Tanggapan Terlapor IV (vide bukti T4.1) -------------cmmmcmmcmmm -
Bahwa Terlapor. IV menyampaikan Tanggapan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-
hal sebagai berikut:--------------mommom
2.4.10 . Bahwa PT Betesda Mandiri tidak mengenal dan tidak
pernah melakukan kerja sama dengan:----------------—-

a. Terlapor I: PT Mina Fajar Abadi; ---------------—--

b. Terlapor II: PT Sumber Alam Sejahtera; ----------
C. Terlapor III: PT Arafah Alam Sejahtera;-----------
d. Terlapor V: PT Eka Jaya Lestari; -------------------
e. Terlapor VI: PT Adhi Putra Jaya;-------------------
f. Terlapor VII: Pokja Konstruksi LXXXIX Biro

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran 2018. ----------—mmmcmmmmmmem

2.4.2. Bahwa PT Betesda Mandiri dalam mengikuti proses
tender yang dimana: ---------------—-mmmmmm oo

a. Direktur cabang PT Betesda Mandiri adalah

atas nama  Kamarullah, alamat Jalan
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24.3.

ST Mansyursyah Nomor 33, Kelurahan Peuniti
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh
berdasarkan Akta Nomor 179 tanggal 23 Juli
2018 Notaris Binsar Simanjuntak SH;------------
Bahwa seluruh dokumen tender yang membuat
adalah Saudara Kamarullah dibuktikan dengan
seluruh dokumen tender yang menandatangani
adalah Saudara Kamarullah;-----------=--—--———-—
Dapat kami jelaskan bahwa dana
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). bukan
merupakan pembayaran fee perusahaan
melainkan untuk Dbiaya .pembuatan akta
perubahan PT Betesda Mandiri dan biaya foto
copy administrasi dokumen PT Betesda Mandiri
yang dimana dana- tersebut diberikan oleh

Saudara Boy. ---s=sssc oo

Adanya kesamaan' “~metadata pada dokumen

penawaran antara peserta tender yaitu: -----------------

a.
b.

C.

Author: Saiful; ------------—-——
PDF Version: 1,5 (acrobat 6.X); ----------=----———-—
Dokumen surat penawaran yang disampaikan
oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam
Sejahtera  terdapat kesamaan  kesalahan
penulisan berupa kata 7selanjutya” yang
seharusnya ditulis ”selanjutnya”. Apakah
PT Betesda  Mandiri sama  kesalahan
penulisannya; ---------=-==-——--mmmmmmm
Dapat kami jelaskan bahwa surat kuasa kepada
Saudara Kamarullah sebagai Direktur untuk
mengikuti tender dan menandatangani semua
dokumen tender tidak pernah kami berikan dan
kami tanda tangani; ------------------mmmmmmmmmm
Dokumen surat pernyataan tunduk kepada
spesifikasi teknis dan surat pernyataan
sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

yang disampaikan PT Mina Fajar Abadi dan
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24.4.

PT Sumber Alam Sejahtera dengan kesamaan
kesalahan penulisan berupa kata ”dengan
dengan” yang seharusnya ditulis ”“dengan”.
Apakah PT Betesda Mandiri sama
penulisannya; ---------------mmmmo e
Dokumen surat pernyataan dukungan
peralatan pendukung dan bahan untuk
pekejaan beton dan surat pernyataan
kepemilikan peralatan pendukung dan bahan
untuk pekerjaan beton yang disampaikan oleh
PT Mina Fajar Abadi dan PT “Sumber Alam
Sejahtera yaitu tepat kesamaan dan/atau
kemiripan juga; -----------=c-2------mmmm e
Terdapat nomor surat yang berurutan antara
PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam
Sejahtera. Apakah PT Betesda Mandiri terdapat
kesamaan; ~=-==-====— - oo
Terdapat momor waarmerking yang berurutan,
tanggal, dan Notaris antara PT Sumber Alam
Sejahtera dan PT Mina Fajar Abadi. Dapat kami
jelaskan bahwa PT Betesda Mandiri tidak
memiliki kesamaan nomor waarmerking yang
berurutan, tanggal, dan Notaris;-------------------
Terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara
PT Sumber Alam Sejahtera dan PT Mina Fajar
Abadi. Apakah PT Betesda Mandiri terdapat
kesamaan penulisan juga; ----------------------———-
Dokumen jaminan penawaran yang
disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan
PT Adhi Putra Jaya dengan nomor berurutan.
Apakah jaminan penawaran PT Betesda Mandiri

terdapat kesamaan nomor surat berurutan.-----

Dari penjelasan kami di atas bahwa: --------------——————

PT Betesda Mandiri tidak mengenal dan tidak

pernah melakukan kerja sama dengan Terlapor
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2.5.

I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor
VI, dan Terlapor VII dalam tender tersebut; -----
b. Saudara Kamarullah adalah Direktur
PT Betesda Mandiri tidak pernah mendapatkan
kuasa atau ijin untuk mengikuti tender Paket
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh
Pemerintah Dearah Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2018;-----------—-m-mmommmm A SRS
C. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua
Majelis Komisi untuk membebaskan PT Betesda

Mandiri dari segala tuntutan. -----==----------——---

Tanggapan Terlapor V (vide bukti T5.1) ~<-2----+---------mmmmm-

Bahwa Terlapor V menyampaikan . Tanggapan terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran yang-pada pokoknya berisi hal-

hal sebagai berikut:----------—— ey ¥

2.5.1.

2.5.2.

Bahwa kami _selaku- Terlapor V memberikan
penyerahaan .tanggapan kami atas Laporan Dugaan
Pelanggaran yang tertuang di dalam Dokumen
Laporan.Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 Terkait tender Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker
Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 dimana
pada Daftar Isi diurutkan item tertulis Fakta/Temuan
Lain pada angka 16. Mengenai Keikutsertaan Para
Peserta Tender pada point 16.5. Keikutsertaan PT Eka

Jaya Lestari Dalam Tender. --------------------mmmom -

Di dalam hal di atas pada point 16.5., kami selaku
Terlapor V untuk pengurus perusahaan tidak
mengetahui dan tidak terlibat lebih lanjut di dalam
pelelangan. ---------- oo
Bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di atas,
tindakan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk
melawan hukum akan tetapi murni kesalahan dan
kelalaian kami memberikan ID dan password kepada

pihak rekan kerja. -------------------m -

- 47 -



2.5.3.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas,
kami selaku Terlapor V menyatakan menerima
Laporan Dugaan Pelanggaran:----------------—---—coceoo—
Sesuai peraturan perundang-undangan yang tertuang
berikut ini: --------------- e
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelaku wusaha di ‘Indonesia dalam menjalankan
kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan (memperhatikan keseimbangan  antara

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. --

Pasal 3

Tujuan pembentukan wundang-undang ini adalah

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat
sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah, dan

pelaku usaha kecil; -----------——-—o o
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2.54.

2.5.5.

2.5.6.

C. mencegah  praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan
oleh pelaku usaha; dan -------------——--——cmceme-

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam
kegiatan usaha.------------—-cmmcmmo

Bahwa menimbang berdasarkan fakta-fakta dan

pertimbangan tersebut di atas, kami secara sadar

mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian

yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22

UU Nomor 5 Tahun 1999 dan memohon maaf yang

sebesar-sebesarnya kepada Majelis Komisi"-KPPU Yang

Terhormat atas kesalahan yang kami lakukan yang

mana tindakan tersebut di<luar dari perhatian

sepengetahuan dari kami sesuai- dengan angka 1,

angka 2, dan angka 3; ---—==---s oo oo

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di

atas, kami sangat. mengharapkan kepada Bapak

Ketua Majelis'Komisi Perkara beserta Bapak dan Ibu

KPPU yang terkait di dalam pemeriksaan laporan

perkara,. sudi kiranya memberikan Penghapusan

Ampunan Hukum kepada kami selaku Terlapor V,

serta tidak melanjutkan ke proses persidangan

selanjutnya dengan pertimbangan adanya pengakuan
kami, kondisi Pandemi Covid-19, dan Kkesulitan
ekonomi yang berdampak langsung pada kondisi
perusahaan serta dampak psikologis bagi keluarga
kami. Namun pada prinsipnya kami siap kooperatif
untuk mengikuti setiap arahan dan permintaan dari

Majelis Komisi KPPU demi keberlangsungan hidup

perusahaan dan anggota-anggota kami; -----------------

Kami selaku Terlapor V tidak dapat mengajukan serta

menunjuk alat bukti apapun, sebagaimana yang

dibutuhkan di dalam Pemeriksaan Pendahuluaan

Perkara, sebab kami selaku Terlapor V tidak

mengetahui dan tidak memiliki bukti maupun saksi

apapun, dan kami mengakui kekhilafan dan
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2.6.

kesalahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara

yang disampaikan oleh Investigator kepada Terlapor V

karena karena ketidaktahuan dan kelalaian kami. ----

Tanggapan Terlapor VI (vide bukti T6.2) --------------mmcmmemmeee

Bahwa Terlapor VI menyampaikan Tanggapan terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-

hal sebagai berikut:-------------——cmm

2.6.1.

Bahwa Terlapor VI membantah atas tuduhan

pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang

dalam analisa dugaan pelanggaran menyebutkan

sebagai berikut: ---------------- o EEm—

a.

Bahwa  atas uraian dalam,  dokumen
pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor
VI untuk uraian Pendahuluan, Terlapor VI,
Objek Perkara dan dugaan Pelanggaran, Fakta
Pra Tender, Kronologis Tender, kalaupun tidak
dibantah oleh ~Terlapor VI, bukan berarti
Terlapor VI ~ mengakui, sepanjang dalam
pemeriksaan dan persidangan ini dibantah,
kami anggap sebagai suatu Fakta yang belum
tentu kebenarannnya; -------------=-------mmmcmmo—-
Bahwa atas Uraian tentang Fakta Tender,
Analisa Dugaan Pelanggaran, dan Kesimpulan,
Terlapor VI sangat keberatan dan akan
dituangkan dalam bantahan seperti kami
uraikan nantinya dalam bantahan ini; -----------
Bahwa Para Pelapor menuduh Terlapor VI telah
melakukan perbuatan adanya persekongkolan
tender Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa dengan uraian: -------------------
1). Adanya Kesamaan Metadata pada

Dokumen Penawaran antar Peserta

Tender ----—----—-————mm oo
a). Bahwa Terlapor VI membantah dan
sangat keberatan dengan

penjelasan yang disampaikan oleh
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2).

Para Pelapor yang menyatakan
adanya kesamaan Metadata pada
dokumen penawaran antar peserta
tender, karena adanya kesamaan
tersebut bukanlah berarti suatu
pembuktian mutlak yang dapat
menentukan adanya
persekongkolan, karena hal
tersebut harus dibuktikan“dahulu
kebenarannya dan _ juga . hal
tersebut tidaklah ~membuktikan
adanya kerja sama dimana tujuan
perusahaan mengikuti lelang
tersebut <adalah untuk menjadi
pemenang. lelang bukan untuk
menguntungkan pihak lain; ---------
Bahwa  Terlapor VI mengikuti
penawaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sehingga
keliru apa yang dituduhkan oleh

para pelapor tersebut. ---------------—-

Terdapat Kesamaan dan/atau kemiripan

dokumen antar peserta lelang --------------

a).

b).
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Bahwa Terlapor VI menganggap
adanya kesamaan dokumen dengan
Terlapor I mengenai kesamaan
dokumen Jaminan Penawaran
bukanlah suatu kesengajaan,
karena hal tersebut merupakan
suatu kebetulan dan tidak ada niat
kerja sama antara Terlapor VI dan
Terlapor I melakukan
persekongkolan; -----------------—————
Bahwa Terlapor VI adalah
perusahaan yang berdomisi di Kota

Jambi, sehingga mana mungkin
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kenal dengan Terlapor I dan juga
Terlapor VI mengikuti pelelangan
tersebut bertujuan untuk menjadi
pemenang lelang; -----------------—--—
Bahwa Terlapor VI tidak ada
menikmati keuntungan atau

mendapatkan sesuatu dari Terlapor

Bahwa apabila ditemukan“adanya
kesamaan atau kemiripan dokumen
harus dibuktikan bagaimana hal
tersebut terjadi? dan tidak
menunjukan < adanya kerja sama
antara Terlapor VI dan Terlapor I; --
Bahwa Terlapor VI juga bukanlah
salah- satu perusahaan yang
dimenangkan dalam lelang
tersebut; -------—-——————mmm
Bahwa sesuai dengan Permen PUPR
Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang
Standard dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan jasa
Konsultansi, pada Bab II IKP A.
Umum, angka 29 Evaluasi
Penawaran, sub Angka 29.13 c.
Penawaran yang memenuhi syarat
adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan antara lain
disampaikan oleh penawar yang
berhak, pada waktu yang telah
ditentukan, untuk paket pekerjaan
yang dilelangkan, memenuhi
syarat-syarat  yang  ditetapkan
meliputi syarat administrasi, syarat
teknis dalam menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan spesifikasi



j)-
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teknis yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan dan harga
wajar dapat
dipertanggungjawabkan tanpa ada
penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran
bersyarat; ---------------—mcmmcme s
Bahwa dari fakta proses tender;
terdapat 16 perusahaan. yang
memasukkan Penawaran. ~yang
berarti perusahaan tersebut serius
dan berminat .mengikuti proses
tender;-------=c-2-———sm o
Bahwa banyak perusahaan dalam
proses tender yang mencoba-coba
hanya untuk mendaftar untuk
sekedar mengganggu  jalannya
proses tender, dengan harapan
peserta yang mendaftar tersebut
hanya untuk mendapatkan sesuatu
kompensasi tertentu, baik dari
pihak peserta lain, maupun pihak
panitia lelang; ----------------=---------
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi
administrasi, evaluasi teknis, dan
evaluasi harga, dan evaluasi
kualifikasi, Pokja berkesimpulan
dan memutuskan untuk
mengusulkan peserta yang
memenuhi syarat untuk ditunjuk
sebagai calon pemenang tender; ----
Bahwa atas proses evaluasi ini
sampai dengan penunjukkan
pemenang tender, tidak ada
satupun sanggahan dari peserta

dan pendaftar yang masuk ke
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Pokja, dalam artian, bahwa dalam
hal ini, bahwa sejak proses awal
lelang tender sampai dengan
penunjukkan pemenang tender,
proses lelang dilakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku;--------
Bahwa para Terlapor VI sebagai
Peserta pelelangan yang melakukan
Penawaran dalam Paket pekerjaan
ini juga telah memenuhi
persyaratan sebagaimana di
tentukan Pasal 19, Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012
yang berbunyi sebagai berikut: -----

1). Penyedia Barang/Jasa dalam
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa wajib
memenuhi persyaratan

sebagai berikut: --------------—-

a). Memenuhi ketentuan
peraturan perundang-
undangan untuk
menjalankan
kegiatan/usaha; --------

b). Memiliki keahlian,
pengalaman,

kemampuan teknis dan

manajerial untuk
menyediakan
Barang/Jasa; -----------
C). Memperoleh paling
kurang 1 (satu)
pekerjaan sebagai

Penyedia Barang/Jasa
dalam kurun waktu

4 (empat) tahun
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g).

terakhir, baik di
lingkungan pemerintah
maupun swasta,
termasuk pengalaman
sub kontrak; ------------
Ketentuan

sebagaimana dimaksud
pada huruf C,
dikecualikan bagi
Penyedia Barang/Jasa
yang baru berdiri

kurang' dari 3 (tiga)

Memiliki sumber daya
manusia, modal,
peralatan, dan fasilitas
lain yang diperlukan
dalam Pengadaan
Barang/Jasa; -----------
Dalam hal Penyedia
Barang/Jasa akan
melakukan kemitraan,
Penyedia Barang/Jasa
harus mempunyai
perjanjian kerja sama
operasi/ kemitraan
yang memuat
persentase kemitraan
dan perusahaan yang
mewakili kemitraan
tersebut; -----------------
Memiliki kemampuan
pada bidang pekerjaan
yang sesuai untuk
usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan koperasi
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kecil serta kemampuan
pada subbidang
pekerjaan yang sesuai

untuk usaha non-kecil;

Memiliki Kemampuan
Dasar (KD) untuk
usaha non kecil,
kecuali untuk

Pengadaan Barang dan

Jasa Konsultansi; ~-----

Khusus untuk
Pelelangan dan
Pemilihan Langsung
Pengadaan  Pekerjaan
Konstruksi memiliki
dukungan  keuangan
dari bank;----------------
Khusus untuk
Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa
Lainnya, harus

memperhitungkan Sisa
Kemampuan Paket
(SKP) sebagai berikut:
SKP = KP — PKP = nilai
Kemampuan Paket,
dengan ketentuan: -----
1. Untuk Usaha
Kecil, nilai
Kemampuan
Paket (KP)
ditentukan

sebanyak 5 (lima)
paket pekerjaan;
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ii. Untuk usaha non

kecil, nilai
Kemampuan
Paket (KP)
ditentukan
sebanyak

6 (enam) atau 1,2

(satu koma  duaq)

N.P = “jumlah
paket yang
sedang

dikerjakan. N =
jumlah paket
pekerjaan

terbanyak yang
dapat ditangani

pada saat
bersamaan
selama kurun

waktu S (limq)

tahun terakhir. --
Tidak dalam
pengawasan
pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya
tidak sedang
dihentikan dan/atau
Direksi yang bertindak

untuk dan atas nama

perusahaan tidak
sedang dalam
menjalani sanksi
pidana, yang
dibuktikan dengan

surat pernyataan yang



p).
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ditandatangani

Penyedia Barang/Jasa;
Sebagai wajib pajak
sudah memiliki Nomor
Pokok  Wajib  Pajak
(NPWP) dan telah

memenuhi  kewajiban

perpajakan tahun
terakhir (PPTK
Tahunan) serta
memiliki laporan

bulanan PPh Pasal 21,
PPh Pasal 23 (bila ada
transaksi), PPh Pasal
25/Pasal 29 dan PPN
bagi Pengusaha Kena
Pajak) paling kurang 3
(tiga) bulan terakhir
dalam tahun berjalan; -
Secara hukum
mempunyai kapasitas
untuk mengikatkan diri
pada Kontrak;-----------
Tidak masuk dalam
Daftar Hitam; -----------
Memiliki alamat tetap
dan jelas serta dapat
dijangkau dengan jasa
pengiriman; dan --------
Menandatangani Pakta
Integritas: ------------—---
1. Dengan tetap
mengedepankan
prinsip—prinsip
pengadaan dan

kaidah bisnis
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ii.

iii.

iv.

yang baik,
persyaratan bagi
Penyedia
Barang/Jasa
asing
dikecualikan dari
ketentuan  ayat
(1) huruf d, huruf
j, dan hurufl;----
Persyaratan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f,
huruf h, dan
huruf i,
dikecualikan bagi
Penyedia
Barang/Jasa
orang
perorangan; ------
Pegawai K/L/D/I
dilarang menjadi
Penyedia
Barang/Jasa,
kecuali yang
bersangkutan
mengambil cuti
di luar
tanggungan
K/L/D/I; ---------
Penyedia
Barang/Jasa
yang
keikutsertaannya

menimbulkan



2.6.2.

pertentangan

kepentingan
dilarang menjadi
Penyedia Barang.
Analisa Yuridis Tuduhan Pelanggaran Pasal 22 UU
Nomor 5 Tahun 1999 ------—-----mmmmm
Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun
1999 dinyatakan bahwa ----------------mmmmmmm
“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak
lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender sehingga dapat mengakibatkan . terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.------------=z------------—-
Unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan pasal
22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mencakup: ----------------
a. Adanya pelaku usaha--==--=--------cmmcmmme -
Bila Mengacu kepada subjek Hukum, maka
kami sepakat, bahwa yang dimaksud dengan
pelaku usaha adalah orang dan atau Badan
Hukum yang dalam hal ini semua perusahaan
yang'mengikuti lelang tersebut.---------------——---
b. Adanya persekongkolan dengan pihak lain ------
Persekongkolan yang dimaksud dalam
ketentuan pasal 22 tersebut dapat mencakup 3
(tiga) bentuk persekongkolan yaitu
persekongkolan  horizontal, persekongkolan

vertikal, gabungan keduanya. ----------------------

Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999
memberikan definisi persekongkolan atau
konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pelaku wusaha lain dengan maksud untuk
menguasai pasar bersangkutan bagi

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk
kerja sama, yang mana kerja sama yang

dimaksud juga adalah bertujuan untuk
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menguntungkan satu pihak dan merugikan

pihak lain. --------—-cmmr

Bahwa fakta kronologis tender adalah sebagai

berikut:-------mo

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

Bahwa ada 16 (enam belas) perusahaan
yang memasukkan penawaran lelang
pekerjaan pembangunan Rumah Sakit
Rujukan Regional Langsa;-----------+------
Bahwa para Pelapor dan para Terlapor
adalah perusahaan yang mengikuti lelang
pekerjaan tersebut; ------=s----2commmmmmommo
Bahwa dari 16 (enam belas) perusahaan
yang lelang tersebut para Pelapor telah
melapor 6 (enam) ,perusahaan sebagai
Terlapor ke KPPU RI; -----------=--=-—=-————
Bahwa . Terlapor VI tidak pernah
menyuruh atau meminta peserta lain
yang mendaftar dalam pekerjaan ini dan
tidak ada hubungan keluarga dengan
para Terlapor; -------------mmmcmmmmmo -
Bahwa bila ada persamaan dalam
dokumen tender, perlu pembuktian
lanjutan;-----------=-————m—mm
Bahwa Terlapor VI sebagai Peserta
pelelangan yang melakukan Penawaran
dalam Paket pekerjaan ini juga telah
memenuhi peryaratan sebagaimana di
tentukan Pasal 19 Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012; --——-—--—-———————————-
Bahwa melihat fakta adanya kesamaan
metadata dokumen penawaran bukanlah
suatu pembuktian mutlak yang dapat
menentukan adanya persekongkolan,
karena hal tersebut harus dibuktikan

kebenarannya terlebih dahulu;-------------
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8).

9).

10).

11).

Bahwa Terlapor VI sebagai peserta
pelelangan yang melakukan penawaran
dalam paket pekerjaan ini juga telah
memenuhi  persyaratan  sebagaimana
ditentukan Pasal 19 Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 dan ketentuan
tender lainnya; -----------------—-cmmcmmmmmos
Bahwa Terlapor VI mengikuti proses
tender sesuai dengan apa yang termuat di
LPSE dan peraturan perundang-
undangan lainnya;----------==c===2c oo
Bahwa bila pun ada. datayang sama,
kesalahan yang sama dalam dokumen
penawaran antara. para Terlapor, bukan
juga diartikan ada indikasi
persekongkolan karena kesalahan yang
dimaksud yang sama dan kesamaan data
adalah tidak terlalu prinsip
menggugurkan suatu dokumen tender
seperti yang dimaksudkan oleh Peraturan
Presiden 54 tahun 2010 dan Peraturan
Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
Bahwa sesuai dengan Permen PUPR
Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada
Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi
Penawaran, sub Angka 29.13 vc.
Penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan
antara lain disampaikan oleh penawar
yang berhak, pada waktu yang telah
ditentukan, untuk paket pekerjaan yang
dilelangkan, memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan meliputi syarat
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12).

administrasi, syarat teknis dalam
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan dan harga wajar
dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada
penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran
bersyarat, sehingga kami berpendapat hal
ini apa yang dimaksud “sebagai

persekongkolan dengan Pokja tidak benar

Bahwa atas uraikan . kami tersebut di
atas, kami berpendapat, unsur
persekongkolan« tidak terpenuhi secara

sah dan meyakinkan. ------------=--------——-

Unsur Mengatur+, ~dan/atau  Menentukan

Pemenang Tender ----------------mmmmmmmmmemm -

1).

2).

3).

Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak
memberikan penjelasan khusus apa yang
dimaksud dengan mengatur dan atau
menentukan pemenang tender; ------------
Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia kata “mengatur berasal dari
kata atur yang berarti
mengatur/meng-a-tur/v 1 membuat

(menyusun) sesuatu menjadi teratur

Bahwa selanjutnya kata menentukan
menurut Kamus Besar bahasa Indonesia
kata menentukan berarti
“menentukan/menen-tukan/v

1 membuat menjadi tentu (pasti);
menetapkan; memastikan: pemerintah
yang akan~keputusannya;
2 memutuskan; memberi ketentuan:

hakim akan~vonisnya minggu depan;
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4).

5).

6).

7).

8).

3 memberi batasan (definisi): ahli kamus
harus dapat~makna suatu kata;
4 memastikan”; ------------———-mmmmm
Bahwa ©bila diperhatikan apa yang
dimaksud dengan unsur tersebut, adalah
Pemenang Tender yang disusun, dibuat,
menentukan agar menjadi pasti, sehingga
untuk itu diperlukan adanya kewenangan
yang absolut; --------------—mmmmf
Bahwa memperhatikan fakta . proses
tender dalam perkara ini, bahwa yang
mengatur dan atau menentukan
pemenang tender: adalah peraturan
perundang-undangan - yaitu Peraturan
Presiden 54 Tahun 2010 serta semua
peraturan perundang-undangan yang
mengatur ~tentang pelaksanaan proyek
yang menjadi objek sengketa: --------------
Bahwa sejak proses pengumuman lelang
sampai dengan penentuan pemenang
berjalan para Terlapor sesuai prosedur
yang ditentukan oleh Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa Satker Pelaksanaan
pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa; ---------------==—=——---——=——-
Bahwa proses tender dari awal sampai
akhir ditampilkan terbuka di LPSE,
sehingga para Terlapor tidak mungkin
dapat mengatur dan = menentukan
pemenang tender;---------------------------—-
Bahwa Pokja dibentuk berdasarkan Surat
Surat Penugasan Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa SETDA Pemerintah Aceh
Nomor 027/SP/149/PBJ/2018 tertanggal
21 Mei 2018, sehingga Para terlapor tidak
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9).

10).

11).

12).

terafiliasi apapun dengan Pokja, baik
personil Pokja maupun administrasinya;-
Bahwa PT Minar Fajar Abadi atau
Terlapor I yang menjadi pemenang tender
adalah berdasarkan hasil evaluasi dari
Pokja berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; ----------------------=
Bahwa antara Terlapor VI dengan Pokja
tidak mempunyai hubungan“ Kkerja,
hubungan kekeluargaan, dan' bukan
hubungan atasan dengan - bawahan,
sehingga tidak ada kewenangan apapun
yang dimiliki para Terlapor untuk
menentukan pemenang tender; ------------
Bahwa Terlapor. VI tidak ada kewenangan
apapun untuk menghambat atau
memerintahkan 16 (enam belas) peserta
tender. untuk mengikuti mundur dari
proses lelang; ---------------—-—cmmcmmmo -
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di
atas, Unsur Mengatur dan/atau
Menentukan Pemenang Tender seperti
yang dituduhkan kepada para Terlapor
secara sah dan meyakinkan tidak

terpenuhi. -----------—mmmmme

Unsur Sehingga Dapat Mengakibatkan

Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat -------

1)

2)

Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999
dalam penjelasannya juga tidak
menjelaskan secara detail maksud dari
“sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;
Bahwa bila kita uraikan makna kata-kata
“sehingga dapat mengakibatkan” adalah

adanya akibat yang belum tentu terjadi,
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2.6.3.

2.64.

akan terjadi dalam artian wunsur ini
menimbulkan multi tafsir; ------------—-—-—--
3) Bahwa persaingan usaha tidak sehat
diartikan sebagai persaingan yang tidak

fair dan ada pihak-pihak yang dirugikan;
4) Bahwa memperhatikan Fakta tuduhan
kepada Terlapor VI dalam objek sengketa
perkara ini, dari tuduhan Investigator
tidak menunjukkan pihak mana yang

dirugikan; ---------------msmmmmm i
5) Bahwa Terlapor VI tidak pernah -melarang
pihak manapun ikut serta dalam proses

tender yang menjadi objek perkara ini; ---
0) Bahwa dalam proses tender, dari awal
sampai akhir penunjukan PT Mina Fajar
Abadi dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku; -------------------——---

7) Bahwa, Terlapor VI mengikuti proses
tender ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; -----------------------
8) Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut
di atas, Unsur Sehingga Dapat
Mengakibatkan Terjadinya Persaingan
Usaha Tidak Sehat yang dituduhkan
kepada para Terlapor secara sah dan
meyakinkan tidak terpenuhi. ---------------
Kesimpulan ----------=---mmmmmmom e
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta,
penilaian, analisa, dan kesimpulan di atas, kami
selaku Terlapor VI berkesimpulan bahwa: --------------
Terlapor VI PT Adhi Putra Jaya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor
S5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------—————

Permohonan ---------=--=-——mommommm e
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2.7.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa,
dan kesimpulan di atas, kami mohonkan kehadapan
yang terhormat Majelis Komisi yang memeriksa
Laporan dan Tuduhan ini kiranya menyatakan
Tuduhan Pelanggaran ini untuk tidak dapat

dilanjutkan ke proses pemeriksaan berikutnya.--------

Tanggapan Terlapor VII (vide bukti T7.1)--------------——cmmcmmeeu=

Bahwa Terlapor VII menyampaikan Tanggapan terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-

hal sebagai berikut:------------------ -

2.7.1.

Pendahuluan -------------=—-——ommmmmmm o
Pertama-tama kami mengucapkan pujivdan syukur
atas rahmat dan hidayah Allah: SWT, Tuhan semesta
alam yang telah memberikan kesehatan kepada kita
sehingga kita dapat berhadir dalam persidangan yang
mulia ini meskipun persidangan ini dilakukan secara
online melalui aplikasi-zoom meeting. Ini semata—mata
dilakukan karena kondisi saat ini dimana negeri kita
Negara Indonesia sedang diserang oleh wabah
pandemi. Covid—19. Tak lupa kami ucapkan rasa
terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis
Hakim yang telah memberikan kesempatan kami
selaku Pokja Konstruksi—-LXXXIX (Terlapor VII) untuk

mengajukan Tanggapan Atas Dugaan Pelanggaran ini.

Proses hukum atas Dugaan Pelanggaran Tender Paket
Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional
Langsa Tahun Anggaran 2018 ini dimulai dengan
dipanggilnya kami selaku Pokja Konstruksi-LXXXIX
melalui Surat Nomor 43/Wil.I/P/VII[/2019 tanggal
26 Agustus 2019. Acara Penyelidikan dilakukan pada
hari Kamis, tanggal 05 September 2018 dengan
mengambil tempat di Ruang Rapat LKBH Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jalan
Putroe Phang Nomor 01 Kopelma Darussalam, Banda
Aceh. Penyelidikan ini menghasilkan Berita Acara

Penyelidikan Nomor 32-116/DH/KPPU-L/VIII/2018
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tanggal 05 September 2019. Pada acara penyelidikan
tersebut, Pokja Konstruksi-LXXXIX ditanya oleh
Penyelidik seputar proses tender Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Tahun
Anggaran 2018, dari sejak tahapan pengumuman
tender sampai dengan ditetapkannya pemenang
pekerjaan tersebut. Pokja Konstruksi-LXXXIX telah
memberikan keterangan sesuai dengan urutan
kejadian pada saat Dberlangsungnya -evaluasi
penawaran dan juga berdasarkan aturan—aturan

terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. ------

Pembangunan RS Rujukan / Regional Langsa
merupakan salah satu program prioritas Pemerintah
Aceh di Bidang Kesehatan. Untuk sama-sama kita
ketahui, rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang
cukup lengkap di Aceh hanyalah RSUD Zainal Abidin
(RSUDZA) yang berlokasi di Banda Aceh. Sedangkan
rumah sakit lainnya yang tersebar di seluruh Aceh
mempunyai~ keterbatasan pelayanan baik dari sisi
infrastrukturnya maupun dari sisi medisnya. Hal ini
membuat banyak pasien dari daerah—-daerah di Aceh
yang perawatan pasiennya dirujuk ke RSUDZA. Hal
ini membuat terjadinya overload penanganan pasien
di RSUDZA sehingga membuat pelayanan kesehatan
tersebut menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat
pelayanan negara khususnya Pemerintah Aceh
terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan belum
sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi
persoalan tersebut di atas, selanjutnya Pemerintah
Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh mengambil
langkah strategis dengan cara memprogramkan
Pembangunan RS Rujukan yang tersebar di seluruh
wilayah Aceh. Dengan terbangunnya RS Rujukan ini
diharapkan pasien yang penanganannya selama ini

dirujuk ke RSUDZA dapat berkurang bebannya,
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sehingga RSUDZA  sendiri dapat melakukan

pelayanan kesehatan secara maksimal. ---------------—-

Dapat kami sampaikan dalam Tanggapan Atas
Dugaan Pelanggaran ini, bahwasanya pelaksanaan
pengadaan Pembangunan RS Rujukan Regional
Langsa ini pada tahun 2018 dilakukan pada saat
terjadinya transisi regulasi yang mengatur tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan juga
terjadinya perubahan versi aplikasi SPSE .dari. versi
3.0 menjadi versi 4.0. Seperti sama-sama kita
ketahui, pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden
Republik Indonesia, Bapak [Ir.. Joko Widodo,
menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 yang terakhir kali- diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 04 Tahun 2015. Merujuk pada Pasal
89, Peraturan. Presiden Nomor 16 Tahun 2018,
“Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan
pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018
dapat - dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Pokja
Konstruksi-LXXXIX menyesuaikan kembali Dokumen
Pengadaan dengan merujuk pada Peraturan Presiden

tersebut. -------------- oo oo oo

Dokumen Pengadaan pada aplikasi SPSE versi 4.0
sudah berbentuk format template yang sudah ada di
dalam aplikasi SPSE, dimana bentuk template ini
belum sepenuhnya mengakomodir aturan-aturan

pengadaan yang terdapat dalam Peraturan Presiden
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Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 dan aplikasi SPSE versi 4.0 menjadi
sesuatu hal yang baru bagi Pokja, tetapi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden
tersebut, dengan segala keterbatasan yang ada pada
Pokja, Pokja berusaha untuk belajar dan
menyesuaikan kembali Dokumen Pengadaan yang
berbentuk template tersebut sehingga memenuhi
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018. Hal substansial yang
membedakan antara Peraturan Presiden~Nomor 54
Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dengan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah tentang
penetapan Jaminan Penawaran pada saat
dilakukannya  pengadaan. Menurut Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 109 Ayat 7,
“Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut: a. tidak diperlukan
Jaminan Penawaran, b. ......... dst”. Sedangkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ketentuan
ini diubah melalui Pasal 30 Ayat 1, dimana bunyi
pasal tersebut adalah “(1) Jaminan Pengadaan
Barang/Jasa terdiri atas: a. Jaminan Penawaran;
b, dst”. Selanjutnya pada Pasal 31 Ayat 1
disebutkan “Jaminan Penawaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan
untuk nilai total HPS paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). ---------

Pada Tahun Anggaran 2018, Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Aceh melalui Pokja Konstruksi-
LXXXIX mengadakan pelelangan Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa dengan
nilai pagu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh
milyar rupiah), Setelah melalui serangkaian proses

evaluasi, Pokja Konstruksi-LXXXIX menetapkan
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2.7.2.

PT Mina Fajar Abadi yang beralamat di Aceh Timur
sebagai pemenang paket pekerjaan ini dengan nilai
penawaran sebesar Rp38.300.000.000,00 (tiga puluh
delapan milyar tiga ratus juta rupiah). Dapat kami
sampaikan pada persidangan ini, dengan tidak
mengabaikan fakta-fakta yang telah dituangkan
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Pokja
Konstruksi-LXXXIX dalam melakukan proses evaluasi
telah mengacu pada aturan-aturan terkait Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah baik itu melalui
Peraturan Presiden, Permen PUPR, dan aturan-aturan
yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).-+-------------------
Dalam Eksepsi ------------—-—sc - st
Bahwa kami Pokja Konstruksi LXXXIX Biro
Pengadaan Barang dan-Jasa Setda Aceh, dengan ini
menolak seluruh-dalil-dalil dari Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, terkecuali terhadap apa yang

secara tegas diakui kebenarannya. -----------------------

Bahwa ‘kami, Pokja Konstruksi LXXXIX Biro
Pengadaan Barang dan Jasa tidak pernah melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat apalagi melakukan
diskriminasi dan/atau perlakuan yang istimewa
terhadap pelaku usaha tertentu seperti yang diduga
kepada kami. Perlu kami tegaskan bahwa dalam
melaksanakan proses tender khususnya terhadap
Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional
Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh tahun Anggaran
2018 (Kode Lelang 17684106), kami selalu
berpedoman pada Peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan setiap tahap proses selalu
berdasarkan pada aturan. Jadi apa yang dituduhkan

kepada kami tidak beralasan dan patut ditolak. -------
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2.7.3.

2.74.

Dalam Pokok Perkara -------------------mmommm -
a. Menerima Eksepsi Terlapor VII dalam hal ini
Pokja Konstruksi VII Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Aceh;-----—-—-——-————m
b. Menolak Pernyataan yang menyatakan bahwa
Pokja Konstruksi VII telah  melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
serta menolak adanya dugaan bahwa Pokja
melakukan diskriminasi dan/atauPerlakukan
Istimewa dari Pokja kepada ' Pelaku Usaha
Tertentu. ----——--—--————————-Ng-— P -
Pernyataan Singkat Eksepsi dan Bantahan Dalam
Pokok Perkara Fakta/Temuan Lain -----------------—--—-
Bahwa dalam hal ini perlu-kami sampaikan kembali
fakta—fakta yang- tercantum dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran. . Kronologis Tender terhadap Paket
Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional
Langsa'tidak kami uraikan kembali, karena menurut
hemat kami sudah diuraikan secara lengkap dalam

Laporan Dugaan Pelanggaran itu sendiri. ---------------

Bahwa Pokja telah melakukan tahap demi tahap
proses tender dan didalam Pembukaan penawaran
untuk pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa
dilakukan oleh Pokja Konstruksi-LXXXIX pada
tanggal 13 Agustus 2018 sesuai dengan tentative
pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE.
Pembukaan Penawaran dilakukan dengan mengacu
pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2015
tentang E-Tendering, angka 2 Pelaksanaan Pemilihan.
Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP
mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file
penawaran dengan menggunakan

Apendo/Spamkodok. Adapun file Dokumen

72 -



Penawaran yang di-download oleh Pokja Konstruksi—

LXXXIX dapat dirincikan sebagai berikut:---------------

Penawaran

Tanggal
Nama Peserta Nama File Kirim Hash Key
PT. ARAFAH {7629064106}-{17684106}- 12 Agustus 08d6184509b682a432df4847330d05
ALAM SEJAHTERA  (harga}.rhs 2018 23:32
PT. ARAFAH {762064106}-{17684 106} 12 Agustus b8e2f2a3aabfbd1aed307d7eb818044e
ALAM SEJAHTERA ini i-d. is}.rhs 2018 23:38
PT. SUMBER {761879106}-{17684106}- 12 Agustus f20b891b3b0864dc523M000f3fe5a204
ALAM SEJAHTERA  { ini i-dan-teknis}.rhs 2018 18:08
PT. SUMBER {781879106}-{17684 106}~ 12 Agustus bB90e5fc7fob58b5df47e3082¢ccfalcd
ALAM SEJAHTERA  (harga}.rhs 2018 18:05
PT SUMBER {761860106}-{17684106}- 13 Agustus 102344359b57edc1c3addb3bf0838022
CIPTA YOENANDA  {harga}.rhs 2018 06:08
PT SUMBER {781860106}-{17684 106}~ 13 Agustus 320b1dbBf0c090e43d8e0e88243db7c3
CIPTA YOENANDA  {admini i-d. knis}.rhs 2018 06:07
FT EKA JAYA (743007108 {17884 108)- 13 Agustus MadiShalsftteeldlT423 101188147
LESTARI harga) ms 2018 0130
PT. EKA JAYA (703007 100){ 17084 100)- 13 Agustus E300724450a303M4000 104280370047
LESTAMN { <. v} rhw 2078 0130
FT ADHI PUTRA (702504100} 17084 100} 12 Agustus Tho6422¢3 14000330472 10005 16744
JAYA {hargas) s 2018 2247
P ADMI PUTRA {(7T82563100){ 17884 108)- 12 Agustus 14550008805 PasSeh 3aBAS M AT I Jeca
JAYA (a0 - raan is).ms 2018 22200
PT. MIRTADA (702388 100)-{ 17064 10O} 12 Agustus §0 107 1430210 0220800e 57 a40T 48700
SEJAMTERA harga) e 2018 2029
PT. MIRTADA (792382 100) {17084 100)- 12 Agustus 0102de H4 040540 2d20LLND 2270 206
SEJANTERA e dar 3) s 2018 20020
PT. SEPAKAT {73460 100)-{ 17084 100)- 13 Agustus eecOUILT 1400008077 1122 ted 72111
JAYA NUSANTARA harga) rha 2018 0247
PT. SEPAKAY {783408108) {17884 108)- 13 Agustus Tedclidctialf7e548a5000eb0 1 2508
JAYA NUSANTARA  [administras.dan. wohns) s 2018 0247
PT.TANJIONG {763420100)-{17084 100)- 13 Agusius O5ME5230cdTOT AN 1 2be03bdcdaTa
HARAPAN - o ko) s 2018 0340
PT TANIONG (TE3430108)-{17884108)- 13 Agustus 0186780015 106807 cIbSe b0 2022851
HARAPAN harga) s 2018 0340
PT.SAS 763150 100)-{17084100)- 13 Agustus A210036 TRA00 114340 1120ded 1 00we 1
BUNAIYYA harga) rhs. 2018 0227
INNOVATION
PT. SAS (783152108 {17884 108)- 13 Agusius 750 14550 canc M0 5cdec OO 00culeTE
BUNAIYYA {xdministras-dan- teknis) ms 2018 0328
INNOVATION
PTEXKMHA NADI {762329108)-{ 17684108} 12 Agustus A852007 £29cd4 Adbalid | SchBciSaach
PRATAMA harga) s 20180033
PT. EXHA NADI (702320 100)-{ 17084 100)- 12 Aguswus 2110200000 S0 OMOUrZ7 Satabod 27
PRATAMA {ncim dan- ") e 2018 0037
T Mna Far {TO1A7E08)-{17684108)- 2 Chéfe 1 Ja 14208 1 Saldtad / tafikite D
Abadi harga) s 2018 1638
PT. Mina Fajar (791278108)-{17884108)- 12 Agusius 5304000800 1 TcOII558 207 4088
Abaadl {acdministras-dan-tedns) s 2018 1038
PT. PUTRA (783433 100) {17084 100)- 13 Agustus 174330783c40805800062 1 2012084 2%
ANANOA {oche dar ) e 2018 0258
PT PUTRA (7634208 108)-{ 1 7684 108)- 13 Agustus béce 1358500 dcbaa 1 I TO044Eb4ccctad
ANANDA arga) e 2018 0250
PT. PENTAS {7O1683900)- {17064 100} 13 Agustus 00030 1025302000 3eM3ITA254004
MENARA Tharga) rhw 2018 0005
KOMINDO
PT.PENTAS (791083 100)-{175584 108)- 13 Agustus 15404 BAL 30T 0268 42 2202 Dubs 304
MENARA e dar 5) ™S 2018 0000
KOMINDO
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PT. PULAU 12 Agustus 5ff8d22c65f0428a0fabaacD0d8ceecbd
BINTAN BESTAR 2018 18:58

FT. PULAU 12 Agustus 43eT0Mc154343dd8a50a4 587 55101
BINTAN BESTAR 2018 18:43

PT. SINATRIA INT 12 Agustus ad8elbPelnd3345305da24000dd03e7
SURYA 2013 00:26

PT. SINATRIA INT {7829751068}{17684108)- 13 Agustus 8258760 17efo 551847 afodlebbsd
SURYA {harga).rhs 2018 00:23

PT.BETESDA {782198108)-{17684108}- 12 Agustus 3abc8084554da303ebobi2d020da30da
MANDIR {harga).rhs 2018 21:42

PT. BETESDA {762198108)-{17684106)- 12 Agustus 6bef6 20045305687 126fcdb407a0edal
MANDIRI {administrasi-dan-teknis}.rhs 2018 21:50

2.7.5.

Selanjutnya Pokja Konstruksi-LXXXIX " melakukan
evaluasi penawaran terhadap perusahaan-
perusahaan yang memasukan dokumen penawaran
dengan mengacu pada ketentuan..yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan ‘dan juga Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018. -------------cmmccmmeee
Poin Nomor 16 Mengenai Keikutsertaan Para Peserta
Tender ——-------—=m =z oo
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018, tender adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya. Bahwa tender merupakan
proses penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi,
mendapatkan menetapkan, serta menunjuk
perusahaan yang layak untuk mengemban suatu
proyek atau penyedia barang/jasa. Bahwa di dalam
proses lelang sengaja dibuat pengumuman lelang
untuk mengundang sebanyak-banyaknya peserta
lelang hal ini dilakukan agar semua pelaku usaha
yang memenuhi syarat bisa ikut dalam tender ini, dan
mengenai keikutsertaan para pelaku usaha tersebut
bukan wilayah Pokja untuk membatasi mereka
termasuk dalam soal kuasa maupun bukan kuasa
yang mengikuti tender tersebut. Pokja hanya
mengevaluasi sesuai kriteria yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, terkait masalah

perusahaan dipinjam atau dikuasakan oleh yang lain
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2.7.6.

bukan merupakan hal yang harus dievaluasi. Pokja
hanya mengevaluasi penawaran tetapi terkait kalau
perusahaan dipinjam atau dikuasakan orang lain itu
bukan wewenang Pokja tetapi itu urusan masing-
masing perusahaan. Hal ini adalah di luar
pengetahuan Pokja dan merupakan kewenangan
masing-masing peserta tender. Pokja hanya melihat
data perusahaan yang masuk tanpa harus melihat
siapa yang pakai perusahaan tersebut, yang penting
perusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan yang

telah dibuat dan memenuhi syarat sebagai peserta

Poin Nomor 17 Adanya Kesamaan Metadata Pada
Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender-------------
Hal ini adalah di luar pengetahuan Pokja karena pada
saat melakukan Pembukaan Penawaran informasi
yang Pokja dapatkan- adalah sebagaimana yang
tertera pada tabel di‘atas yaitu hanya informasi Nama
Peserta, Nama File, Tanggal Kirim, dan Hash Key.
Kami dapat.-sampaikan bahwa tahap awal dalam
melakukan evaluasi dengan cara melihat kelengkapan
dokumen penawaran, apabila pada tahap ini
dokumen penawaran yang memenuhi syarat
dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan

Seterusnya. —--------mmmmmm e

Pada tahap pembukaan penawaran para peserta
tender yang pada sidang ini sebagai Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak
menyerahkan jaminan penawaran asli, sehingga
Pokja tidak melanjutkan mengevaluasi dengan
meneliti mendalam dokumen penawaran peserta
tersebut dikarenakan kelengkapan dan waktu
evaluasi yang terbatas. Sesuai dengan BAB III
Instruksi kepada peserta (IKP) Pasal 26.3 ayat (3)
Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai

berikut: penawaran yang memenuhi syarat adalah
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penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-
syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan
yang Dbersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat. Kami berpendapat bahwasanya penawaran
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI
penawaran yang tidak memenuhi syarat, dikarenakan
tidak menyerahkan jaminan penawaran asli, sehingga
evaluasi tidak dilanjutkan untuk para peserta tender

tersebut. ---------mmmm

Pokja melakukan evaluasi penawaran berdasarkan
Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi Kepada Peserta
(IKP) poin nomor 26 Evaluasi Penawaran yaitu terdiri
dari tahapan-tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi

Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi. -----

Berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak ada suatu
aturan pun yang menginstruksikan Pokja untuk
mengevaluasi© metadata, sehingga Pokja tidak

melakukan evaluasi metadata seperti tersebut. --------

Menanggapi LDP, Pokja berpendapat kesamaan
metadata pada beberapa file peserta tender atau
bukan semua file tidak bisa dianggap sebagai
persekongkolan karena terbukti dari para peserta
yang sama metadatanya tersebut juga mengajukan

Sanggahan Hasil Lelang, yaitu PT Adhi Putra Jaya. ---

Setelah mendapatkan LDP dari KPPU ini, Pokja
meneliti kembali berkas-berkas dokumen, ternyata
file-file yang Pokja terima dari CD yang diserahkan
KPA via ULP juga terjadi kesamaan metadata dengan
beberapa perusahaan tersebut, author-nya juga atas
nama Saiful. Tidak ada keterkaitan antara kesamaan

metadata file tersebut dengan Pokja Konstruksi



2.7.7.

Poin Nomor 18 Adanya Kesamaan Dan/Atau
Kemiripan Pada Dokumen Penawaran Antar Peserta
Tender -----------——-—mmm o
Sesuai Dokumen Pengadaan Pokja melakukan
evaluasi berdasarkan tahapan-tahapan yang telah
ditentukan terhadap dokumen-dokumen yang dapat
dilihat pada Informasi Tambahan Bab III IKP yaitu;,

sebagai berikut: -----------—-- o

a. Surat penawaran yang didalamnya
mencantumkan; ——------=--—-mmmmmmmmh
1). tanggal; -~——----——————- - —_____
2).  masa berlaku penawaran; dan--------------
3). harga penawaran. -=c-=----s----=--=-=-------—-
b. Jaminan Penawaran dengan ketentuan: ---------
1).  Softcopy Jaminan Penawaran

disampaikan~, ~sebagai  bagian  dari
dokumen administrasi; --------------—-———---

2). Jaminan Penawaran asli disampaikan
secara langsung atau melalui pos/jasa
pengiriman dan diterima Biro PBJ
Pemerintah Aceh 1 (satu) hari kerja
sebelum batas akhir penyampaian
penawaran dan paling lambat 1 (satu) jam
sebelum batas akhir penyampaian
penawaran ke alamat seperti tercantum
dalam BAB IV LDP Ketentuan Tambahan
Lainnya; ----------=---mm oo

3). Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak
diterima Biro PBJ Pemerintah Aceh
sampai dengan batas waktu yang
ditentukan, maka penawaran dinyatakan
gugur. Segala resiko keterlambatan dan
kerusakan pengiriman Jaminan
Penawaran asli menjadi resiko peserta.---

C. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga; -------

d. Daftar Kuantitas dan Harga; -------------------—---
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e. Analisa Harga Satuan Pekerjaan;---------------—--

f. Daftar Upah, Bahan, dan Peralatan; --------------

g. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi

(apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO); ---

h. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: --
1). Metode pelaksanaan; -------------------—--——-
2).  Analisa teknik;--------------mmmmr
3). Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serah' terima
pertama pekerjaan (PHO); ---------2-----——--
4).  Jenis, kapasitas, komposisi, ‘dan jumlah
peralatan; ------------—-—c--m-mtmee
5).  Spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu
apabila ada); ---<--=c--==--mmmmmm o
6). Daftar Personil'lnti;-------------------comceuv
7). Rencana ‘Keselamatan dan Kesehatan
Kerja-Kontrak; -----------------mcmmmmmem
8).  Struktur Organisasi Pelaksanaan
Pekerjaan; ---------------—-mmmmmmo o
9)... Bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan (apabila ada bagian
pekerjaan yang akan disubkontrakkan; --
10). Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
(apabila  memenuhi  syarat untuk
diberikan preferensi harga);-----------------
11). Data Kualifikasi; ------------=—--——-mmommmm o
12). Dokumen lain yang dipersyaratkan,

a). Memiliki  Batching Plant atau
Dukungan Beton Ready Mix dari
Batching Plant; --------------=-—--———-—

b). Surat-surat lainnya sesuai dengan
yang tercantum dalam BAB XIV

huruf B Dokumen Pengadaan. ------

Maksud yang ingin kami sampaikan pada poin nomor

18 ini adalah begitu banyak dokumen yang telah
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Pokja evaluasi sehingga mendapatkan pemenang
lelang, tetapi saat mengevaluasi kami tidak
menemukan kesamaan antara dokumen penawaran
pemenang lelang dengan dokumen peserta lainnya
yang bersifat kesamaan kreatifitas masing-masing
peserta, sebagai contoh dokumen yang kami evaluasi
dari peserta PT Mina Fajar Abadi menyampaikan
Analisa Teknis 109 halaman, Metode Pelaksanaan
318 halaman dan ratusan halaman dokumen‘lainnya
yang merupakan kreatifitas peserta yang ‘berbeda
dengan peserta lainnya. Berdasarkan . evaluasi
tersebut kami berpendapat Dokumen, Penawaran
Pemenang Lelang Dberbeda« dengan Dokumen

Penawaran peserta lainnya. <--==---=-------mmccmmmmme—-

Menanggapi poin 18.1,18.2, dan 18.3 LDP mengenai
dugaan adanya kesamaan dan/atau kemiripan pada
dokumen penawaran peserta PT Mina Fajar Abadi
dengan PT Sumber Alam Sejahtera adalah di luar
pengetahuan Pokja, Pokja tidak melakukan Evaluasi
Teknis terhadap PT Sumber Alam Sejahtera karena
peserta tersebut telah gugur pada tahapan Evaluasi
Administrasi karena Jaminan Penawaran Asli tidak
disampaikan, sehingga tidak dilakukan Evaluasi

TeknNis. ——---—= - oo

Menanggapi poin 18.4 LDP mengenai bahwa PT Mina
Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya menyampaikan
dokumen jaminan penawaran yang diterbitkan oleh
perusahaan asuransi yang sama yaitu: PT Asuransi
Rama Satria Wibawa Cabang Banda Aceh, menurut
Pokja bukanlah suatu tindakan persengkongkolan,
karena hal ini adalah lumrah terjadi apabila suatu
perusahaan asuransi menerbitkan Jaminan

Penawaran kepada beberapa peserta pelelangan yang
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2.7.8.

Poin Nomor 19 Adanya Diskriminasi Dan Atau
Perlakuan Istimewa Dari Pokja Kepada Pelaku Usaha
Tertentu -------------—-—m— o
Pokja tidak lalai dalam melakukan evaluasi, Pokja
telah melakukan evaluasi sesuai dengan aturan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Adanya
kesamaan kesalahan penulisan, nomor surat yang
berurutan, dan dukungan peralatan merupakan hal-
hal yang tidak dievaluasi pada salah satu-“peserta
karena peserta tersebut telah gugur pada tahapan

Evaluasi Administrasi. --------------—--———mocsmea

Adanya dugaan dalam Dokumen Pengadaan tidak
mensyaratkan kebenaran profesi tenaga ahli harus
sesuai dengan yang tercantum,di KTP, dapat kami
jelaskan bahwa sesuai-Dokumen Pengadaan Bab III
IKP poin Nomor 26°.5 Evaluasi Teknis ayat 7 personil
inti yang akan. ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta
posisinya ‘dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan,
tidak “mungkin seorang Dosen dapat ditempatkan
secara penuh pada pekerjaan ini karena dosen terikat
dengan pekerjaannya sebagai dosen. Ir. Asmardi pada
KTP yang diajukan pada penawaran tercantum
pekerjaannya sebagai Dosen, dan telah dilakukan
pengecekan pada website Dikti memang benar
pekerjaannya adalah Dosen, sesuai Dokumen
Pengadaan Pokja telah benar menggugurkan

penawaran tersebut. ------------—mmmmmmmmmm
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2.79.

2.7.10.

Pemenuhan Unsur Pelanggaran---------------------———-—
a. Bahwa  Pokja  Konstruksi LXXXIX  Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh dengan
tegas menolak dan tidak menyetujui dianggap
sebagai tindakan menyetujui persekongkolan
atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan
dan pemberian kesempatan eksklusif oleh
penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung maupun tidak langsung “kepada
pelaku usaha yang mengikuti tender. secara
melawan hukum;-------—--—-————-——-occmen
b. Bahwa pihak Pokja Konstruksi LXXXIX tidak
pernah mengenal apalagi' berjumpa ataupun
mengadakan perjanjian Kkerja sama dalam hal
tender atau persekongkolan dengan para
Terlapor tersebut:~Dan Pokja Konstruksi juga
tidak pernah:/ “mengetahui adanya pinjam
meminjam perusahaan yang dilakukan oleh
para Terlapor. Dengan demikian kami menolak
dalil tersebut yang menyatakan terpenuhinya
unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja; -
C. Dan menolak dengan tegas terkait point 19.9
Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku
Usaha Lain. Perlu ditegaskan bahwa Pokja tidak
pernah bersekongkol dengan pelaku usaha dan
tidak pernah memberikan kesempatan atau
menjadi fasilitas penyebab persekongkolan yang
terjadi. Pokja hanya melaksanakan proses
tender sesuai dengan aturan yang berlaku. -----
Terkait Point 19.10 Unsur Mengatur dan/atau
Menentukan Pemenang Tender-------------------—-——————
Dalam hal ini Pokja dalam melakukan evaluasi tahap
demi tahap dalam proses tender sesuai dengan
aturan yang berlaku. PT Mina Fajar Abadi selaku
pemenang lelang sudah dilakukan evaluasi sesuai

dengan sepengetahuan Pokja dan aturan yang
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berlaku, tanpa mengetahui tentang metadata, karena
itu di luar batas kewenangan pokja dan tidak ada

kemampuan pokja untuk mengetahui sampai kesitu.

Jadi terkait Point 19.10 harus ditolak karena tidak

beralasan. Dengan demikian Pokja menolak bahwa

ikut atau mengakibatkan terjadinya Persaingan

Usaha Tidak Sehat dalam perkara tersebut. ------------

2.7.11. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut

di atas, maka Terlapor VII memohon kepada Majelis

Hakim pada KPPU yang memeriksa/mengadili

perkara ini untuk memutuskan: -----==----2c -

a. Menerima Tanggapan Terlapor VII dalam hal ini

Pokja Konstruksi LXXXIX; --=--===mmmmmmmmmmmo oo

b. Menolak dalil yang menyatakan bahwa Terlapor

VII ikut terlibat -dalam melakukan Persaingan

Usaha Yang: Tidak Sehat serta dugaan
melakukan‘pelanggaran;---------------------------——-

c. Memohon kepada Hakim KPPU yang memeriksa

perkaraini untuk memberikan putusan yang

seadil-adilnya. ---------—-—-mmmm

Menimbang bahwa.pada tanggal 08 Desember 2020, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat
Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak
Investigator Penuntutan maupun pihak Terlapor (vide bukti B27).------
Menimbang bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian
Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan
baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B28). -
Menimbang bahwa Investigator Penuntutan menyerahkan Simpulan
Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya
memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I5): -------------cmmmmmmcmmeo
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat (selanjutnya disebut Perkom Nomor 1 Tahun 2019) sebagai



Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis komisi
memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor untuk
menyampaikan Kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada
Majelis KOMiSi. —------=mmmmmm oo oo

Atas dasar ketentuan tersebut, maka tim Investigator dengan ini

menyampaikan Simpulan terhadap hasil persidangan Majelis Komisi
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020, yang pada pokoknya sebagai
berikut:----------mm e

a.

5.1.

Bahwa dalam perkara a quo, Tim Investigator tetap berpegang
pada Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP)
yang telah disampaikan dan/atau dibacakan ..pada Sidang
Majelis Majelis Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga secara
mutatis-mutandis menjadi satu kesatuan dengan Simpulan ini,
kecuali terdapat fakta dan/atau analisis..yang secara tegas
dimuat dalam Simpulan ini; ---------==—---2--Fmmmm
Bahwa Simpulan Tim Investigator atas Tanggapan Para Terlapor

terhadap LDP dan hasil pemeriksaan lanjutan adalah sebagai

Tentang Pokok Perkara ---------------comommmmmmm oo
S5.1.1. Bahwa para Terlapor dalam Tanggapannya mendalilkan
sebagaitberikut: ------------m
a. wBahwa Terlapor I dalam Tanggapannya atas LDP

menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti

1). Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya
menyampaikan dalam dokumen Laporan
Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan oleh
Investigator kepada para Terlapor yaitu Terlapor
I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor
V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk uraian
Terlapor, Objek Perkara, dan Dugaan
Pelanggaran dan Kronologis Tender tidak
dibantah dan sudah merupakan sebenarnya;---

2). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya
menyampaikan keikutsertaan dalam tender

tersebut awalnya merupakan inisiatif dari
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3).

4).

5).

Terlapor I dengan pertimbangan dan latar
belakang dengan niat untuk membantu teman-
teman yang memiliki latar belakang mantan
kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang
sudah kembali ke NKRI yang mengalami
kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan
namun memiliki keinginan kuat untuk dapat
bangkit dari keterpurukan yang dengan
sukarela bersedia mengumpulkan dana demi
mendapatkan pekerjaan tersebut;-------=---2--—--
Bahwa Terlapor I dalam “Tanggapannya
menyampaikan untuk kelancaran tersebut,
Terlapor I meminta bantuan dari teman-teman
untuk meminjam perusahaan dari Terlapor II,
Terlapor IV dan Terlapor V dengan imbalan
peminjaman seperti~ yang sudah dijelaskan
dalam fakta. ~Dugaan Pelanggaran yang
bertujuan, memperbanyak perusahaan yang
mendaftar -dengan harapan dapat mengurangi
minat. perusahaan lain untuk mendaftar dan
memasukkan penawaran; --------------------------
Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya
menyampaikan keikutsertaan Terlapor I,
Terlapor IV, dan Terlapor V murni hanya
sebatas pada peminjaman perusahaan dan di
bawah kendali Terlapor [ sehingga pemilik
perusahaan Terlapor II, Terlapor IV, dan
Terlapor V tidak ikut secara aktif selama proses
tender berlangsung;-----------------—-———-m—ommm——-
Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya
menyampaikan Terlapor I tidak pernah
menjanjikan apapun secara materi kepada
Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V apabila
paket tersebut dimenangkan oleh pihak
Terlapor I melainkan hanya pembayaran atas

peminjaman perusahaan tersebut;----------------
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6). Bahwa Terlapor [ dalam Tanggapannya
menyampaikan berdasarkan fakta-fakta dan
pertimbangan tersebut di atas, secara sadar
mengakui telah melakukan kesalahan dan
kelalaian yang berakibat pada pelanggaran
terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan
momohon maaf yang sebesar-sebesarnya
kepada Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat
atas kesalahan yang dilakukan yang mana
tindakan tersebut semata-mata hanya untuk
membantu rekan sejawat ‘yang. sedang
mengalami kesulitan; ------------=—==sm- oo

7). Bahwa Terlapor I dalam & Tanggapannya
menyampaikan  Terlapor - I  tidak akan
mengajukan alat bukti karena sudah mengakui
dan menerima ‘Laporan Dugaan Pelanggaran
yang disampaikan oleh Investigator. --------------

Bahwa Terlapor Il dalam Tanggapannya atas LDP

menyampaikan- hal-hal sebagai berikut (vide bukti

Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya
menyampaikan ada oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab meretas, meng-hack, mengambil
secara diam-diam password dan user id Terlapor II
dari LPSE dan secara tidak bertanggung jawab
memiliki akses ke email perusahaan Terlapor II. -----
Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya atas LDP

menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti

Bahwa Terlapor I11 dalam tanggapannya
menyampaikan kepala cabang Terlapor III yakni
Qualid Azan mengikuti pelelangan sesuai dengan
dokumen lelang yang ada dan telah digugurkan

karena ada kesalahan jaminan penawaran.-----------
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Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya atas LDP

menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti

2).

Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya
menyampaikan Saudara Kamarullah yang
mengikuti proses tender perkara a quo sebagai
direktur cabang;----------------- oo
Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya
menyampaikan dalam = pembuatan‘ akta
perubahan PT Betesda Mandiri Nomor 179
tanggal 23 Juli 2018 dengan Notaris Binsar
Simanjuntak, S.H. dilakukan “ pembayaran

Rp6.000.000 (enam juta rupiah).-------------------

Bahwa Terlapor V dalam«<Tanggapannya atas LDP

menyampaikan hal-hal ‘sebagai berikut (vide bukti

2).

3).

Bahwa Terlapor- V dalam Tanggapannya
menyampaikan tindakan yang dilakukan tidak
bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi
murni.- kesalahan dan  kelalaian dalam
memberikan id dan password kepada pihak
rekan kerja; --------------—mmmmmm
Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya
menyampaikan berdasarkan fakta-fakta dan
pertimbangan di atas, Terlapor V menyatakan
menerima Laporan Dugaan Pelanggaran; --------
Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya
menyampaikan secara sadar mengakui telah
melakukan kesalahan dan kelalaian yang
berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22
UU Nomor 5 Tahun 1999. -------mmmommmmmmemeo -

Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapannya atas LDP

menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti

- 86 -



Bahwa  Terlapor VI dalam  Tanggapannya
menyampaikan mengikuti tender sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. ---------------cmmommemm
Bahwa Terlapor VII dalam Tanggapannya atas LDP

menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti

1). Bahwa Terlapor VII dalam Tanggapannya
menyampaikan dalam melaksanakan proses
tender khususnya terhadap Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional' Langsa
SATKER Dinas Kesehatan Aceh tahun Anggaran
2018 (Kode Lelang 17684106), “Terlapor VII
selalu berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan setiap tahap proses
selalu berdasarkan pada aturan; ------------------

2). Bahwa Terlapor++VI dalam Tanggapannya
menyampaikan “~menolak pernyataan yang
menyatakan. ~ bahwa  Terlapor VII  telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU
Nomor. - 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, serta menolak adanya dugaan bahwa
Pokja melakukan diskriminasi dan/atau
Perlakukan Istimewa dari Pokja kepada Pelaku
Usaha Tertentu. ----------———=-—ommmmmm o

Tentang pemenuhan unsur Pasal 22 UU Nomor 5

Tahun 1999 dalil Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII

dalam Tanggapan terhadap LDP pada pokoknya

adalah sebagai berikut: -------------—--mcmo

1). Unsur Pelaku Usaha---------------——-—— oo
Bahwa para Terlapor dalam Tanggapannya
menyampaikan Pelaku usaha yang dimaksud
bila mengacu kepada subjek hukum, maka
sepakat yang dimaksud dengan pelaku usaha

adalah orang dan atau badan hukum yang
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2).

3).

4).

dalam hal ini adalah PT Mina Fajar Abadi,
PT Sumber Alam Sejahtera, PT Betesda Mandiri,
dan PT Eka Jaya Lestari (vide bukti T1.2, TS5.1,
dan T6.2); -------mmmmm o
Unsur persekongkolan dengan pihak lain--------
a). Bahwa Terlapor 1 tidak mengetahui jika
sistem peminjaman perusahaan seperti
yang dilakukannya termasuk unsur
bersekongkol seperti yang dimaksud dalam
Pedoman Pasal 22 UU Nomor S. Tahun
1999 karena tidak dicantumkan dalam
dokumen pengadaan dan menganggap hal
tersebut adalah hal yang biasa di kalangan
kontraktor, sehingga yang diperhatikan
hanya persyaratan administrasi, teknis,
harga dan kualifikasi yang terdapat dalam
dokumen pengadaan (vide bukti T1.2); -----
b). Bahwa Terlapor VI menyampaikan melihat
fakta adanya kesamaan metadata dokumen
penawaran bukanlah suatu pembuktian
mutlak yang dapat menentukan adanya
persekongkolan, karena hal tersebut harus
dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu
(vide bukti T6.2). --------=---—cm oo
Unsur Pihak Lain------------------mmommmmm -
Bahwa Terlapor dalam Tanggapannya
menyampaikan sepakat jika yang dimaksud
dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku
usaha lain dalam perkara ini adalah pihak yang
menyelenggarakan tender (Pokja dan/atau
Terlapor VII) (vide bukti T1.2 dan T5.1). ----------
Unsur Mengatur Dan/Atau  Menentukan
Pemenang Tender -------------—--—mmmmmmmmme -
a). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya
menyampaikan benar Terlapor I telah

meminjam perusahaan Terlapor II, Terlapor
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IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender
Paket Pekerjaan Pembangunan Rs Rujukan
Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan
Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684106) (vide bukti T1.2);---------------——-

b). Bahwa Terlapor VI dalam tanggapannya
menyampaikan Proses tender dari awal
sampai akhir ditampilkan terbuka di LPSE;
sehingga para Terlapor tidak mungkin
dapat mengatur dan menentukan
pemenang tender (vide bukti T6:2);----------

c). Bahwa Terlapor VII dalam tanggapannya
menyampaikan Pokja' dalam melakukan
evaluasi tahap demi tahap dalam proses
tender sesuai dengan aturan yang berlaku.

PT Mina Fajar Abadi selaku pemenang
lelang ~sudah dilakukan evaluasi sesuai
dengan ' sepengetahuan Pokja dan aturan
yang berlaku, tanpa mengetahui tentang
metadata, karena itu di luar batas
kewenangan Pokja dan tidak ada
kemampuan Pokja untuk mengetahui
sampai ke situ (vide bukti T7.1); -------------

d). Bahwa Terlapor VII dalam tanggapannya
menyampaikan setelah Pokja meneliti
kembali berkas-berkas dokumen, ternyata
file-file yang Pokja terima dari CD yang
diserahkan KPA via ULP juga terjadi
kesamaan metadata dengan beberapa
perusahaan tersebut, author-nya juga atas
nama Saiful. Tidak ada keterkaitan antara
kesamaan metadata file tersebut dengan
Pokja (vide bukti T7.1); -----------=—-cmmmmmmm-

5). Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ------------
a). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya

menyampaikan tindakan yang dilakukan
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5.1.2.

tidak bermaksud untuk melawan hukum
akan tetapi murni kesalahan dan kelalaian
karena ketidaktahuan dan
ketidakpahaman terhadap substansi dan
konsekuensi dari Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 khususnya terkait pinjam
meminjam perusahaan (vide bukti T1.2);---
b). Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapannya
dalam Objek Sengketa Perkara ini, dari
tuduhan Investigator tidak menunjukkan

pihak mana yang dirugikan “(vide bukti

c). Bahwa Terlapor VIl<dalam Tanggapannya
menolak bahwa ikut atau mengakibatkan
terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat
dalam perkara tersebut (vide bukti T7.1); --

Bahwa Simpulan Tim Investigator terhadap Tanggapan

Para Terlapor ~dan ~hasil Sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan~Lanjutan dalam pokok perkara adalah

sebagai berikut----------------mmm

a.

Bahwa dalam perkara a quo, Tim Investigator tetap
berpegang pada Laporan Dugaan Pelanggaran
terkait indikasi dugaan persekongkolan tender
dalam tender a quo kecuali terdapat fakta dan/atau
analisis yang secara tegas dimuat dalam
Kesimpulan ini; ---------==-=-=-mmmmmmmm o
Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa
atau tender pengumuman tender yang dibuka untuk
umum oleh panitia tender tidak dapat menjadi
parameter satu-satunya yang dapat menjustifikasi
dan menjadikan seluruh proses tender a quo
tersebut secara otomatis telah sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang dan jasa dan tidak

terdapat persekongkolan tender. --------------------———-
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5.1.3.

Tentang Keikutsertaan Para Peserta Tender ------------—---

a.

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui
bahwa keikutsertaan PT Mina Fajar Abadi dalam
tender ini dikuasakan kepada Saudara Ichwan
selaku Direktur Cabang yang diangkat melalui Surat
Kuasa Nomor 1877/MFA/VIII/2018 tertanggal
06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh
Muhammad Yusuf selaku Direktur Utama PT Mina
Fajar Abadi. Berdasarkan surat kuasa tersebut,
Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang diberikan
kuasa untuk menandatangani Surat ‘Penawaran,
Pakta Integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan
dan Surat Sanggahan Banding (vide bukti Dokumen
Surat Kuasa Nomor 1877 /MFA/VIII/2018 tertanggal
06 Agustus 2018 pada C20); -==----------=--mmmcmmmmem
Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor I, terdapat
pengakuan yakni‘ “keikutsertaan dalam tender
tersebut awalnya merupakan inisiatif dari Terlapor I
dengan pertimbangan dan latar belakang dengan
niat untuk membantu teman-teman yang memiliki
latar. belakang mantan kombatan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) yang sudah kembali ke NKRI yang
mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki
pekerjaan namun memiliki keinginan kuat untuk
dapat bangkit dari keterpurukan yang dengan
sukarela bersedia mengumpulkan dana demi
mendapatkan pekerjaan tersebut (vide bukti T1.2);--
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam
persidangan, Terlapor I meminta bantuan Saudara
Hen alias Hendrik untuk mencarikan perusahaan
untuk mengikuti tender a quo (vide bukti B20); ------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam
persidangan, Terlapor 1 mengikuti dan mengerjakan
tender dibantu oleh tim dan/ataupun rekan-

rekannya (vide bukti B20); ---------------mmcmmommem -
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Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
keikutsertaan Terlapor II dalam tender ini
dikuasakan kepada Saudara Said Faural selaku
Direktur Cabang yang diangkat melalui Surat Kuasa
Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus
2018 yang ditandatangani oleh Haryanto, ST selaku
Direktur PT Sumber Alam Sejahtera. Berdasarkan
surat kuasa tersebut, Saudara Said Faural selaku
Direktur Cabang diberikan kuasa ~ untuk
menandatangani Surat Penawaran, Pakta Integritas,
Surat Perjanjian, Surat Sanggahan, “dan Surat
Sanggahan Banding (vide bukti Dokumen Surat
Kuasa Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal
06 Agustus 2018 pada C22); ~=---=--------mmmmmmmmemmo
Bahwa  berdasarkan ‘Tanggapan Terlapor II
menyatakan ada oknum yang sengaja meretas,
meng-hack, mengambil secara diam-diam password
dan user id Terlapor II di LPSE dan secara tidak
bertanggung jawab memiliki akses ke email
perusahaan-(vide bukti T2.1);------------=——=——cmmmeev
Bahwa \berdasarkan keterangan Terlapor II dalam
persidangan, Saudara Hariyanto yang merupakan
Direktur Utama aktif di Asosiasi dan Ketua Asosiasi
Tenaga Ahli dan memiliki banyak rekanan, mungkin
yang bersangkutan ada memberitahu user id dan
password tersebut (vide bukti B21); -----------------——-
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam
persidangan, telah mengetahui ada penggunaan
user id dan password perusahaannya di sistem
LPSE untuk ikut tender a quo sejak awal, namun
tidak ada tindakan pencegahan (vide bukti B21); ----
Bahwa hingga dilaksanakannya pemeriksaan alat
bukti dokumen, Terlapor II tidak ada menyerahkan
dokumen alat bukti berupa log in akses user id dan

password dalam sistem LPSE dan bukti email

-92 -



perusahaan yang bersangkutan telah diretas ke
persidangan; —-----------m oo s oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Terlapor III
diketahui keikutsertaan PT Arafah Alam Sejahtera
dalam tender ini dilakukan oleh Kantor Cabang
PT Arafah Alam Sejahtera yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 07 Juni 2018,
yang dibuat Oleh Yuliarni, SH, Notaris di Padang:
Berdasarkan akta tersebut, sejak tanggal 07 Juni
2018 telah didirikan cabang di wilayah Kabupaten
Aceh Timur, Aceh Tenggaran, dan Langsa dengan
dipimpin dan diurus oleh Saudara Qualid Azan (vide
bukti C38); ~------mmm ot
Bahwa berdasarkan alat: bukti diketahui bahwa
keikutsertaan PT Betesda.Mandiri dalam tender ini
dilakukan oleh Saudara Kamarullah selaku Direktur
Cabang PT Betesda Mandiri dan pengurus
perusahaan PT ‘Betesda Mandiri tidak ikut serta
dalam proses tender sehingga seluruh dokumen
penawaran.- Terlapor IV disiapkan oleh Saudara
Kamarullah (vide bukti C32); ---------------mmmcmmceme-
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam
persidangan, tender a quo tahap pertama diketahui
dari LPSE Pemprov Aceh kemudian diikuti sendiri.
Untuk tender ulang dikuasakan kepada Saudara
Kamarullah dan itu tetap dipantau dari LPSE
Pemprov Aceh (vide bukti B23);-----------—--——--comeo -
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, telah
diterima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai
pembayaran untuk pengurusan akta perubahan
Saudara Kamarullah menjadi Direktur di PT Betesda
Mandiri (vide bukti B23); --------------mmmmmmme -
Bahwa berdasarkan keterangan Saudara
Kamarullah selaku Saksi dalam persidangan
menyatakan, pernah diajak ke Medan untuk tanda

tangan akta di kedai kopi tetapi tidak mengetahui isi
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akta tersebut karena hanya disuruh tanda tangan
dibagian yangsudah ditandai saja (vide bukti B12); -
Bahwa berdasarkan keterangan Saudara
Kamarullah selaku Saksi di persidangan, yang
bersangkutan tidak pernah membuat maupun
menyusun dan menandatangani dokumen tender
a quo milik PT Betesda Mandiri (vide bukti B12); ----
Bahwa Dberdasarkan keterangan Terlapor IV;
terdapat perjanjian dengan Saudara Boy yakni user
id dan password LPSE PT Betesda Mandiri diberikan
pada Saudara Kamarullah namun sebelum upload
harus dievaluasi dahulu oleh Terlapor IV, namun
perjanjian tersebut diingkari (vide bukti B23);--------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam
persidangan, Saudara Kamarullah juga tidak tahu
apa isi dokumen penawaran PT Betesda Mandiri,
hanya disuruh tandatangan saja oleh Saudara Boy,

yang merupakan ‘dalang sebenarnya (vide bukti

Bahwa. hingga dilakukan proses pemeriksaan alat
bukti, Terlapor IV tidak menyerahkan alat bukti
dokumen berupa nama lengkap Saudara Boy dalam
bukti transfer yang pernah dilakukan;-----------------
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
keikutsertaan Terlapor V dalam tender ini
diserahkan kepada Saudara Mahyudin alias Bobos
dimana Terlapor V hanya memberikan user id dan
password LPSE kepada Saudara Mahyudin alias
Bobos untuk dilanjutkan prosesnya tanpa
keterlibatan lebih lanjut dari pengurus perusahaan
PT Eka Jaya Lestari (vide bukti IB9 dan IB12); -------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam
persidangan, user id dan password PT Eka Jaya
Lestari diserahkan kerekannya yakni Bobos dan
Mack alias Mahyudin untuk ikut tender a quo
dengan imbalan fee (vide bukti B24); ------------——---
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aa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di
persidangan, yang bersangkutan tidak ada menysun
ataupun membuat dokumen penawaran untuk
mengikuti tender a quo (vide bukti B24); ----------—---
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa
keikutsertaan Terlapor VI dalam tender ini
dikuasakan kepada Saudara Saiful untuk mengikuti
tender ini. Terlapor VI hanya memberikan ID dan
password LPSE kepada Saudara Saiful dan Saudara
Saifuddin  berikut salinan dokumen-dokumen
perusahaan (vide bukti IB19); --------—==c=ssacmc oo
Bahwa berdasarkan keterangan ‘Saksi Saudara
Saifufin pada persidangan menyatakan Saudara
Saiful meminta bantuannya mencarikan
perusahaan untuk dipinjam dan berikutnya
Saudara Saiful berhubungan dengan Terlapor VI
(vide bukti B10);--=-mmmen oo
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI dalam
persidangan, Saudara Jumhadi yang merupakan
Direktur dari PT Adhi Putra Jaya sebelumnya
merupakan karyawan di PT Eka Jaya Lestari
(Terlapor V) (vide bukti B25);------------=——=——cocmee -
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI dalam
persidangan, yang bersangkutan merupakan
anggota asosiasi dan politikus partai politik dan
mengenal Saudara Saiful, Saudara Saifudin dan
Saudara Samsul karena memiliki jejaring dari
Medan maupun Aceh (vide bukti B25);-------------—---
Bahwa Dberdasarkan keterangan Terlapor VI,
kenalannya tersebut menghubungi untuk
meminjam perusahaan dalam mengikuti tender
a quo dengan imbalan akan dibuka kantor cabang
Terlapor VI di Aceh (vide bukti B25);-----------------—--
Bahwa penjelasan dan Tanggapan Tim Investigator

atas dalil Para Terlapor adalah sebagai berikut: ------
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1).

2).

3).

Bahwa indikasi persekongkolan tender antar
Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Penjelasan
Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (duq)
indikasi di bawah ini:----------------------m -
a). Terdapat kesamaan dokumen teknis,
antara lain: metode kerja, bahan, alat;
analisa pendekatan teknis, harga satuan,
dan/atau spesifkasi barang yang
ditawarkan (merk/tipe/jenis)dan/atau
dukungan teknis; --------=--=-===mc oo
b). seluruh penawaran dari Penyedia
mendekati HPS; -=—-=-———2-————cmmmemee
c). adanya keikutsertaan beberapa Penyedia
Barang/Jasa-yang berada dalam 1 (satu)
kendali; -==-===----- oo
d). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
penawaran, antara lain
kesamaan/kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penulisan; -------------
e). jaminan penawaran dikeluarkan dari
penjamin yang sama dengan nomor seri
yang berurutan. ----------------mmmmmomme
Bahwa berdasarkan pengakuan pada
Tanggapan Terlapor I, yang bersangkutan
meminjam perusahaan para Terlapor untuk
memenangkan tender a quo; -----------------------
Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI
dan pengakuan Terlapor I dalam
Tanggapannya, dalam mengikuti tender a quo,
perusahaan para Terlapor didapatkan dari
transaksi pinjam meminjam dan dikendalikan

oleh orang lain; ---------=-=——-——c oo
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4).

5).

6).

7).

8).

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan
Terlapor VI dalam persidangan, ditemukan
fakta keikutsertaan para Terlapor karena
memberikan dan/ataupun meminjamkan user
id dan password perusahaannya pada orang
lain dengan imbalan fee maupun janji;----------<
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum
Saudara Mahmul Siregar menyatakan“adanya
keikutsertaan dari beberapa peserta. tender
yang berada dalam satu kendali;~kemudian
adanya kesamaan kesalahan' isi dokumen,
jaminan penawaran yang sama dan lain-lain
merupakan suatu indikator adanya
persekongkolan; ----===---sm-mmmmm oo
Bahwa berdasarkan- keterangan Ahli LKPP
Saudara Nosin~menyatakan persekongkolan
dilarang ‘dengan tujuan untuk menghindari
terjadinya pengaturan dalam satu kendali yang
berdampak pada kompetisi antar penyedia; -----
Bahwa  berdasarkan  Prinsip  Pengadaan
Barang/Jasa pada Pasal 6 dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/dan Jasa menyatakan:------

Pasal 6
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip
sebagai berikut: -----===--=====--m-mmmmmmmmm

b.

C  transSparamn; --------——--=====-mmm e mm oo
d terbukQ; -----------m e
e bersaing; -------------mmmmmm o
[ oadil; dan----------—-- s
g

akuntabel.----------— -
Bahwa keikutsertaan para Terlapor pada tender
a quo Dbertentangan dengan prinsip yang

disebutkan pada huruf e yakni bersaing,
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dikarenakan Terlapor I yang mengendalikan
keikutsertaan para peserta tender tersebut;-----
9). Bahwa berdasarkan Tanggapan dan keterangan
para Terlapor dalam persidangan, keterangan
Ahli dalam persidangan, pembuktian dari alat
bukti dokumen, dan ketentuan dari peraturan
yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa
maka terkait dengan keikutsertaan | para
Terlapor dalam mengikuti tender a quo‘dengan
tindakan  pinjam

meminjam _perusahaan

membuktikan adanya bentuk < komunikasi,
koordinasi, dan kerja sama di“antara para
Terlapor dalam rangka menciptakan persaingan
semu yang mengakibatkan  persaingan usaha
tidak sehat dan menghambat para pelaku
usaha

lain untuk  dapat bersaing secara

kompetitif dalam-tender a quo.------------------—--

5.14. Tentang Adanya Kesamaan Metadata Pada Dokumen
Penawaran Antar Peserta Tender -----------------—--coccee-
a. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa
terdapat kesamaan metadata pada dokumen
penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V
dan Terlapor VI (vide bukti C30);-----------=----=--=———-
1). Dokumen Penawaran PT Mina Fajar Abadi ------
. s .- PDF . . .
Nama File Author | Aplication PDF Version | Created |Modification
Producer
0. Rekapitulasi saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Daftar Kuantitas Office Office (acrobat 6.x) |2:28:24 PM | 2:28:24 PM
dan Harga Excel®2007 |Excel®2007
0.1 Daftar Kuantitas saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
dan Harga Office Office (acrobat 2:31:01 PM| 2:31:01 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
0.2 Analisa Harga saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Satuan Office Excel® Office (acrobat 2:32:04 PM | 2:32:04 PM
2007 Excel® 2007 6.x)
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Nama File Author | Aplication FDE PDF Version | Created |Modification
Producer
0.3 Daftar Upah dan saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Bahan Office Office (acrobat 2:32:44 PM | 2:32:44 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
1. Bagian Pekerjaan saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Subkontrakkan Office Office (acrobat 1:45:19 PM | 1:45:19 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
5. Analisa Teknik saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018;
Office Office (acrobat 2:12:49 PM | 2:12:49 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
4. Daftar Peralatan saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,(-8/11/2018,
Utama Office Office (acrobat 2:09:17 PM | 2:09:17 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
9. Daftar Personil saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Inti Office Office (acrobat 2:20:40 PM | 2:20:40 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
11. Jadwal Waktu saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Pelaksanaan Office Office (acrobat 2:24:17 PM | 2:24:17 PM
Excel®2007 |Excel®2007 6.x)
12. Struktur saiful Microsoft® Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Organisasi Office Office (acrobat 2:26:29 PM | 2:26:29 PM
Pelaksanaan Excel®2007.  |Excel®2007 6.x)
Pekerjaan
2). Dokumen Penawaran PT Sumber Alam
Sejahtera-----------------—cmmm
q Yl PDF q q q
Nama File Author | Aplication PDF Version| Created | Modification
Producer
Daftar Harga Upah saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Bahan dan'Peralatan Office Office (acrobat 6.x) | 5:48:30 PM | 5:48:30 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Daftar Kuantitas dan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Harga Office Office (acrobat 6.x) |5:48:01 PM| 5:48:01 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Rekapitulasi Daftar saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Kuantitas dan Harga Office Office (acrobat 6.x) |5:46:47 PM | 5:46:47 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Analisa Harga Satuan | saiful Office Office (acrobat 6.x) |5:48:53 PM | 5:48:53 PM
Excel®2007 |Excel®2007

- 99 -




PDF

Nama File Author | Aplication PDF Version| Created | Modification
Producer
1. Bagian Pekerjaan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
yang Disubkontrakan Office Office (acrobat 6.x) |5:42:03 PM | 5:42:03 PM
dari Isian LDK Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/10/2018,| 8/10/2018,
S. Analisa Teknik saiful Office Office (acrobat 6.x) |8:03:48 PM | 8:03:48 PM
Excel®2007 |Excel®2007
4. Daftar Peralatan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018;
Utama Minimal Office Office (acrobat 6.x) |12:31:14 PM| 12:31:14 PM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018;{-8/11/2018,
9. Daftar Personil Inti | saiful Office Office (acrobat 6.x) | 1:17:08 PM.| 1:17:08 PM
Excel®2007 |Excel®2007
11. Jadwal Waktu saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Pelaksanaan Office Office (acrobat6.x). | 5:49:37 PM | 5:49:37 PM
Excel®2007 |Excel®2007
12. Struktur saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
Organisasi Office Office (acrobat 6.x) |2:11:02 PM | 2:11:02 PM
Pelaksanaan Excel®2007 |Excel®2007
Lapangan
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/10/2018,| 8/10/2018,
2. Tenaga Teknis saiful Office Office (acrobat 6.x) |6:06:13 PM | 6:06:13 PM
Excel®2007+ |Excel®2007
3). 'Dokumen Penawaran PT Arafah Alam Sejahtera
q Yl PDF q q q
Nama File Author | Aplication PDF Version| Created | Modification
Producer
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
1. REKAP DAN BOQ saiful Office Office (acrobat 6.x) (10:27:45 PM| 10:27:45 PM
Excel®2010 |Excel®2010
2.'/ANALISA DAN Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
BAHAN saiful Office Office (acrobat 6.x) [10:28:36 PM| 10:28:36 PM
Excel®2010 |Excel®2010
1. Bagian Pekerjaan Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
yang saiful Office Office (acrobat 6.x) [10:32:59 PM| 10:32:59 PM
Disubkontrakkan Excel®2010 |Excel®2010
dari Isian LDK OK
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
TKDN saiful Office Office (acrobat 6.x) |10:33:14 PM| 10:33:14 PM
Excel®2010 |Excel®2010
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5. Analisa Teknik saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

OKE Office Office (acrobat 6.x) [10:29:40 PM| 10:29:40 PM
Excel®2010 |Excel®2010

11. Jadwal Waktu saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,

Pelaksanaan OK Office Office (acrobat 6.x) [10:30:53 PM| 10:30:53 PM
Excel®2010 |Excel®2010

4). Dokumen Penawaran PT Betesda Mandifti -------

) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
1. REKAP DAN BOQ | saiful Office Office  |(acrobat 6.x). |9:12:00 PM | 9:12:00 PM
Excel®2010 |Excel®2010
2. ANALISA DAAN saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
BAHAN Office Office (acrobat 6.x) |9:12:32 PM | 9:12:32 PM
Excel®2010 [Excel®2010
1. Bagian Pekerjaan saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/11/2018,| 8/11/2018,
yang Office Office (acrobat 6.x) {11:58:04 PM| 11:58:04 PM
Disubkontrakkan Excel®2010 , |Excel®2010
dari Isian LDK
) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
TKDN saiful Office Office (acrobat 6.x) [12:01:46 AM| 12:01:46 AM
Excel®2010 |Excel®2010
) ) ] Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
5. Analisa Teknik saiful Office Office  |(acrobat 6.x) |9:11:19 PM| 9:11:19 PM
Excel®2010 |Excel®2010
11. Jadwal Waktu saiful Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
Pelaksanaan Office Office (acrobat 6.x) |9:09:10 PM | 9:09:10 PM
Excel®2010 |Excel®2010

5). Dokumen Penawaran PT Eka Jaya Lestari-------

Daftar Kuantitas

saiful

Microsoft®
Office
Excel®2007 |Excel®2007

Microsoft®
Office

1.5
(acrobat 6.x)

8/13/2018,| 8/13/2018,

1:11:55 AM

1:11:55 AM
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Nama File Author | Aplication FDF PDF Version| Created | Modification
Producer
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/13/2018,| 8/13/2018,
Analisa Harga saiful Office Office (acrobat 6.x) | 1:12:24 AM | 1:12:24 AM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/13/2018,| 8/13/2018,
Subkon saiful Office Office (acrobat 6.x) [12:52:36 AM| 12:52:36 AM
Excel®2007 |Excel®2007
Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/13/2018,| 8/13/2018,
Analisa Teknis saiful Office Office (acrobat 6.x) | 1:04:13 AM | 1:04:13 AM
Excel®2007 |Excel®2007
6). Dokumen Penawaran PT Adhi Putra Jaya--------
q ] PDF q q q
Nama File Author| Aplication PDF Version| Created | Modification
Producer
DAFTAR HARGA UPAH ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
DAN BAHAN saiful | Office Office (dorobat 6.x) | 2:34:19 PM | 2:34:19 PM
Excel®2010 |Excel®2010
) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
RAB LANGSA saiful Office Office (acrobat 6.x) |2:30:57 PM | 2:30:57 PM
Excel®2010 |Excel®2010
REKAPITULASI . Microsoft® Microsoft® 1.5 8/ 12/2018, 8/ 12/2018,
TOTAL saiful | Office Office (acrobat 6.x) |2:32:24 PM | 2:32:24 PM
Excel®2010 |Excel®2010
ANALISA HARGA . Microsoft® Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
SATUAN PEKERJAAN Salful Office Office (acrobat 6X) 2:33:47 PM 2:33:47 PM
Excel®2010 |Excel®2010
DISUBKONTRAKKAN ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
saiful | Office Office (acrobat 6.x) | 2:00:45 AM | 2:00:45 AM
Excel®2010 |Excel®2010
ANALISA TEKNIS ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
PEKERJAAN saiful | Office Office (acrobat 6.x) |2:33:09 PM | 2:33:09 PM
Excel®2010 |Excel®2010
DAFTAR PERALATAN ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
saiful | Office Office (acrobat 6.x) | 1:56:34 AM | 1:56:34 AM
Excel®2010 |Excel®2010
DAFTAR PERSONIL ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
INTI saiful | Office Office (acrobat 6.x) |2:00:22 AM| 2:00:22 AM
Excel®2010 |Excel®2010
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Nama File Author| Aplication P FDF PDF Version| Created | Modification

roducer
JADWAL ) Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
PELAKSANAAN saiful Office Office (acrobat 6.x) | 2:30:18 PM | 2:30:18 PM
PEKERJAAN Excel®2010 |Excel®2010
STRUKTUR ] Microsoft® | Microsoft® 1.5 8/12/2018,| 8/12/2018,
ORGANISASI saiful | Office Office (acrobat 6.x) | 1:57:20 AM| 1:57:20 AM
LAPANGAN Excel®2010 |Excel®2010

b. Bahwa berdasarkan metadata dari Dokumen

Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor-VI terbukti
keseluruhan author dokumen adalah. sama yakni
Saiful; -------- ol
metadata dari Dokumen

Bahwa berdasarkan

Penawaran Terlapor I,-Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor. .V, dan Terlapor VI terbukti
sekuen created dokumen awal mula yakni Terlapor I
dan kemudian diikuti oleh Terlapor lainnya;----------
metadata dari Dokumen

Bahwa _berdasarkan

Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti
waktu created dan modify dokumen penawaran para
Terlapor berdekatan yang menunjukan dokumen
penawaran para Terlapor adalah hasil copy paste;---
Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara
Safri Lubis dalam persidangan menyatakan
metadata atau properties ini seperti informasi umum
dari sebuah dokumen atau file antara lain informasi
yang kita dapatkan sumber dokumen itu dibuat,
perangkat pembuatnya, waktu, aplikasi pertama
kali dibuat, kapan terakhir dimodifikasi dan
menggunakan perangkat dan aplikasi apa. Mungkin
secara fisik bisa mengetahui bahwa jenis-jenis dari
tipikal dokumen tersebut itu beberapa hal umum
yang bisa didapatkan dari metadata. Metadata itu
semacam informasi  khusus

spesifik  yang
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berhubungan dengan dokumen yang dibuat (vide
bukti B14); —---mmmmmm oo
Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara
Safri Lubis dalam persidangan menyatakan Author
itu secara khusus adalah menyampaikan informasi
dimana file tersebut dibuat pertama kali yang
berhubungan dengan perangkatnya bukan
aplikasinya. Misanya saya menyimpan file di
komputer saya dan komputer saya beri nama Adi
jadi nanti yang keluar author-nya adalah Adi (vide
bukti B14); --------— oS
Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara
Safri Lubis dalam persidangan menyatakan Created
itu adalah ketika file pertama kali disimpan (save).
Sepanjang belum disimpan dengan nama tertentu
tidak akan membentuk  created, ketika sudah
disimpan dengan mama tertentu akan membentuk
created (vide bukti B14); ---------——=-—--mmmmmmmme
Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara
Safri Lubis dalam persidangan menyatakan modify
itu adalah ketika file terakhir kali dimodifikasi atau
berarti disimpan kembali (save as). Jadi kita selalu
membuka file tidak mungkin hanya sekali apalagi
kalau untuk menyiapkan dokumen tender pasti
berulang kali kita menyimpannya khawatir adanya
perubahan karena mati lampu atau gangguan
lainnya (vide bukti B14);-------------cmmmmmmmmme -
Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara
Safri Lubis dalam persidangan menyatakan
application adalah aplikasi awal yang digunakan,
kemudian nanti yang akan dikonversi menjadi pdf.
Jadi aplikasi itu misalnya kita membuat dokumen
dalam bentuk excel atau word terlebih dahulu
sebelum dikonversi menjadi pdf (vide bukti B14); ----
Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara

Safri Lubis dalam persidangan menyatakan
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biasanya yang menang dibuat dulu filenya
kemudian yang mau diarahkan kalah baru
dikurang-kurangi itu sub bab, halaman, gambarnya
dan sebagainya itu biasanya dibuat belakangan
(vide bukti B14);------—-mmm oo
k. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli LKPP Saudara
Nosin dalam persidangan menyatakan apabila
melihat pada pasal 51, Pasal 78, dan dokumen
pengadaan barang dan jasa menyebutkan‘dengan
tegas bahwa salah satu indikasi persekongkolan
adalah adanya  kesamaan  pada - dokumen
penawaran. Itu sebabnya pada .saat mengevaluasi
dokumen penawaran Pokja ' harus melakukan
pemeriksaan untuk mencari. apakah ada indikasi-
indikasi tersebut. Apabila ada kesamaan dalam
pengetikan dan dilakukan oleh satu orang dengan
user ID atau IP-Addres komputer yang sama maka

itu merupakan indikasi persekongkolan (vide bukti

l. Bahwa._ berdasarkan Keterangan Ahli Hukum
Saudara Mahmul Siregar dalam persidangan
menyatakan  semakin banyak  ditemukannya
indikasi kesamaan maka semakin tidak bisa terima
akal sehat apabila kesemua terjadi secara kebetulan

dan para pihak bekerja secara mandiri (vide bukti

m. Bahwa berdasarkan keterangan alat bukti metadata,
keterangan Ahli IT, Keterangan Ahli LKPP, dan
Keterangan Ahli Hukum maka metadata yang
merupakan identitas suatu dokumen menunjukan
dokumen penawaran para Terlapor untuk mengikuti
tender a quo didapatkan dengan adanya
persekongkolan antar peserta melalui koordinasi
dan/ataupun komunikasi antar Terlapor. -------------

5.1.5. Tentang Kesamaan Dan/Atau Kemiripan Pada Dokumen

Penawaran Antar Peserta Tender ---------------—-comcmceeuv
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Surat Kuasa yang disampaikan oleh PT Mina Fajar
Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera------------------
Bahwa dalam dokumen surat kuasa kedua peserta
tender tersebut terdapat kesamaan kesalahan
penulisan  berupa kata  “selanjutya” yang
seharusnya ditulis “selanjutnya” (vide bukti C20

dan C22): ———mmmmmm s

Memberi Kuasa kepada :

Nama : ICHWAN
Alamat : Jurong Pande Kec, Glumpang Tiga Kab, Pidie
Jaba Direktur Cabang

Yang selanjutya flisebut sebagai Penerima Kuasa

Memberi Kuasa kepada .

Nama Said Faural
Alamat Dusun Aron Kel. Tanoh Manyang Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya
Jabatan Direktur Cabang

Yang selanjutya (disebut sebagai Penerima Kuasa

Dokumen Surat- Pernyataan Tunduk Kepada
Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup
Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu yang
disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan
PT Sumber Alam Sejahtera. -------------------ocememe-

Bahwa dalam dokumen Surat Pernyataan Tunduk
Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan
Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu
kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan
kesalahan penulisan berupa kata “dengan dengan”
yang seharusnya ditulis “dengan” (vide bukti C20

dan C22): —m-mmmm o

1| sebenarnya untuk  dapat

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa , 1 P
PT. MINA FAJAR ABADI

RAE TERAN L
TENPEL M:\ y

13 Agustus 2018

BEF8aAEFO 17300422 /”////7
- e AT
000 WE ABADI
ICHW AN
Direktur Cabang

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat|dengan dengan thpnarnyn untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya

Langsa 13 Agustus 2018
PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA

/
i s
ke Al \5\ [ ‘/

5000

ERTRRY Fasu T Ab

SAID FAURAL

Direktur Cabang
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Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan
Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan
Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung
dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang
disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan
PT Sumber Alam Sejahtera. --------------=—-co—cmcemee

Bahwa dalam  dokumen  Surat Pernyataan
Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk
Pekerjaan Beton kedua peserta tender: tersebut
terdapat kesamaan dan/atau kemiripan sebagai

berikut (vide bukti C20 dan C22):--===---2commmmmmmmmemm

Pemohon Nomor Surat Tanggal Surat

PT

Sumber Alam 022 /SDA- 06 Agustus

Sejahtera B/SM.BS/VIIL/2018 2018

PT Mina Fajar Abadi 023 /SDA- 07 Agustus

B/SM:BS/VIII/2018 2018

Kesalahan Penulisan Seharusnya

Dalam dokumen penawaran | Dalam dokumen pengadaan
tertulis “Persusahaan” tertulis “Perusahaan”

Dalam dokumen penawaran | Dalam dokumen pengadaan
tertulis “mensupplay” tertulis “mensupllay”

Pemohon Nomor Tanggal Notaris

Waarmerking

PT Sumber Alam| 337 /W/VIII/ 10/08/18 Anisa Rahmah
Sejahtera 2018 Karim, SH, M.Kn

PT Mina Fajar | 338/W/VIII/ 10/08/18 Anisa Rahmah

Abadi

2018 Karim, SH, M.Kn

YPK PT. PLN (Persero) | YPK PT. PLN (Persero)
PT. SUMBETRI MEGAH | PT.SUMBETRI MEGAH

)
y

W] Lol
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Selanjutnya dalam dokumen Surat Pernyataan
Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan
Untuk Pekerjaan Beton kedua peserta tender
tersebut terdapat kesamaan dan/atau kemiripan

sebagai berikut: ----------——cmm

Pemohon Nomor Surat Tanggal Surat|
PT Sumber  Alam 022 /SDA- 06 Agustus
Sejahtera B/SM.BS/VIII/2018 2018
. . . 023/SDA- 07 Agustus
PT Mina Fajar Abadi | b o\ 5g v 2018 2018
Kesalahan Penulisan Seharusnya
Dalam dokumen penawaran | Dalam dokumen pengadaan
tertulis “Blac List” tertulis“Black List””
NomorbWaar .
Pemohon merking Tanggal Notaris
PT Sumber 340/W/VIIl/ 10/08/18 Ar1.1sa Rahmah
Alam Sejahtera 2018 Karim, SH, M.Kn
PT M%na Fajar | 341/W/VIIl/ 10/08/18 An.13a Rahmah
Abadi 2018 Karim, SH, M.Kn

YPK PT. PLN (Persero)

YPK PT. PLN (Persero)
PT. SUMBETRI MEGAH

PT. SUMBETRI MEGAH

Berkaitan dengan kedua fakta terkait Dokumen
Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung
dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat
Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan
Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan
PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera
tersebut, diperoleh bukti keterangan Saksi yang
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pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide
bukti B7):--mmmm oo
1). Bahwa PT Sumbetri Megah menerbitkan surat
dukungan peralatan tersebut hanya kepada
PT Mina Fajar Abadi; ----------------——=—mcmmmmm
2). Bahwa format Surat Pernyataan Dukungan
Peralatan Pendukung dan Bahan diperoleh dari
Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang
PT Mina Fajar Abadi; ----------------—--——-st-oco—o-
3). Bahwa peralatan milik PT Sumbetri. Megah
tidak pernah digunakan sama “sekali oleh
PT Mina Fajar Abadi pada. saat pelaksanaan
pekerjaan. ---------mmmmmmemt
Selanjutnya berkaitan .dengan fakta tersebut
diperoleh bukti pengakuan PT Sumber Alam
Sejahtera yang pada-pokoknya menyatakan bahwa
PT Sumber Alam Sejahtera tidak mengetahui orang
yang mengerjakan dokumen penawaran termasuk
surat dukungan peralatan milik PT Sumber Alam
Sejahtera (vide bukti B19); -----------=-mmcmmmmmme -
Dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan
oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya. --
Bahwa PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya
menyampaikan dokumen jaminan penawaran yang
diterbitkan oleh pihak yang sama yaitu PT Asuransi
Rama Satria Wibawa Cabang Banda Aceh dan
diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal
08 Agustus 2018 dengan nomor surat berurutan
yaitu (vide bukti C20, C26, C33, dan C34): --------—--
1). Nomor Jaminan PT Mina Fajar Abadi adalah
34.1101.08.18.00241; ------—=————mmmmmmmmmo e
2). Nomor Jaminan PT Adhi Putra Jaya adalah
34.1101.08.18.00242. ~----——-—mmmmmmmmom e
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..........................................................................................................................................................................................

JAMINAN PENAWARAN

.............................................................................................................................

g. Bahwa terkait dengan kesamaan kesalahan
penulisan dari Dokumen Surat Kuasa yang
disampaikan oleh Terlapor 1 dan Terlapor II
berdasarkan keterangan Terlapor I dalam tanggapan
atas LDP Investigator menyatakan meminjam
perusahaan Terlapor II (vide bukti T1.2); --------------

h. Bahwa terkait ~“dengan kesamaan kesalahan
penulisan..dari Dokumen Surat Kuasa yang
disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II
berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan
tidak ada membuat dokumen penawaran untuk
mengikuti tender a quo dikarenakan user id dan
password LSPE miliknya diretas (vide bukti B21); ---

i. Bahwa terkait dengan kesamaan kesalahan
penulisan dari Dokumen Surat Pernyataan Tunduk
kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan
Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu
yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II
berdasarkan  keterangan  Terlapor [ dalam
Tanggapan atas LDP Investigator menyatakan
meminjam perusahaan Terlapor II (vide bukti T1.2);

j.  Bahwa terkait dengan kesamaan kesalahan
penulisan dari Dokumen Surat Pernyataan Tunduk
kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan

Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu
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yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II
berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan
tidak ada membuat dokumen penawaran untuk
mengikuti tender a quo dikarenakan user id dan
password LSPE miliknya diretas (vide bukti B21); ---
Bahwa terkait dengan Nomor Surat yang berurut
untuk Surat Pernyataan Dukungan Peralatan
Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang
disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor  II
berdasarkan keterangan Terlapor I dalam tanggapan
atas LDP menyatakan meminjam perusahaan
Terlapor II (vide bukti T1.2);-------c--=c==mmmmmmmemmee
Bahwa terkait dengan Nomor Surat yang berurut
untuk Surat Pernyataan  Dukungan Peralatan
Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang
disampaikan oleh ‘Terlapor I dan Terlapor II
berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan
tidak ada membuat dokumen penawaran untuk
mengikuti- tender a quo dikarenakan user id dan
password LSPE miliknya diretas (vide bukti B21); ---
Bahwa \terkait dengan Nomor Surat yang berurut
untuk Surat Pernyataan Dukungan Peralatan
Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang
disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II
berdasarkan keterangan Saksi dari PT Sumbetri
Megah menyatakan hanya Saudara Ichwan yang
merupakan Direktur Terlapor I yang meminta surat
dukungan beton keperusahaannya (vide bukti B7); -
Bahwa terkait dengan Nomor Surat yang berurut
untuk Surat Pernyataan Dukungan Peralatan
Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang
disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II
berdasarkan keterangan Saksi dari PT Sumbetri
Megah menyatakan Terlapor II tidak ada meminta

surat dukungan beton keperusahaannya (vide bukti



Bahwa  terkait dengan Dokumen Jaminan
Penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I dan
Terlapor VI berdasarkan keterangan Terlapor VI
yang menyatakan Jaminan Perusahaan diurus oleh
Saudara Saifuddin selaku orang yang meminjam
perusahaan di Aceh (vide bukti B25); --------------—---
Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Saudara
Saifudin dalam persidangan menyatakan
pengurusan surat jaaminan penawaran Terlapor VI
adalah arahan dari Saudara Saiful yang meminjam
perusahaan Terlapor VI (vide bukti B10);===-----------
Bahwa berdasarkan keterangan ' Ahli Hukum
Saudara Mahmul Siregar <« dalam persidangan
menyatakan maka apabila satu peserta tersebut
telah dinyatakan gagal di~tahap awal tetapi indikasi
kesamaannya ada ~maka hal tersebut dapat
dipergunakan sebagai-indikasi bahwa memang ada
persamaan (vide bukti B16); ---------------—cmmmcmmeo-
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara
Nosinw.dalam persidangan menyatakan apabila
melihat, pada pasal 51, Pasal 78, dan dokumen
pengadaan barang dan jasa menyebutkan dengan
tegas bahwa salah satu indikasi persekongkolan
adalah adanya  kesamaan pada  dokumen
penawaran. Itu sebabnya pada saat mengevaluasi
dokumen penawaran Pokja harus melakukan
pemeriksaan untuk mencari apakah ada indikasi-
indikasi tersebut (vide bukti B13); --------------=-—=———-
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara
Nosin dalam persidangan menyatakan Pokja pada
saat melakukan evaluasi dengan tujuan untuk
memastikan semua dokumen yang disampaikan
oleh Penyedia termasuk surat dukungan. Salah satu
indikasi persekongkolan adalah kesamaan dokumen
penawaran seperti surat dukungan yang diterbitkan

oleh distributor atau prinsipal yang ternyata sama
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dan atau nomornya berurutan merupakan indikasi
persekongkolan (vide bukti B13); -------------------———-
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara
Nosin dalam persidangan menyatakan dalam
melakukan evaluasi, Pokja harus melakukan
pemeriksaan dokumen terhadap seluruhnya, hingga
membuktikan keabsahannya dengan klarifikasi.
Dengan demikian Pokja dapat membandingkan
antara dokumen yang satu dengan dokumen yang
lain apakah ada kiranya kesamaan dokumen.
Evaluasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh
Pokja. Misalnya pada dokumen-dokumen yang tadi
ditampilkan apabila ada indikasi persekongkolan
dan itu ditemukan pada tahap evaluasi maka
Penyedia akan digugurkan dan dikenai sanksi (vide
bukti B13); ---------—-Smsmm e
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara
Nosin dalam, persidangan menyatakan terkait
mengapa - kesamaan dokumen dan kesamaan
kesalahan . dalam pengetikan menjadi indikasi
persekongkolan. Apabila dikaitkan dengan
bagaimana pembuktian tentang adanya
persekongkolan dalam aturan menyebutkan adalah
hal-hal yang mengindikasikan, salah satunya
adalah kesamaan dokumen dan kesamaan
kesalahan dalam pengetikan dalam dokumen yang
sama maka dapat dipastikan dilakukan oleh satu
orang yang sebelumnya dilakukan melalui adanya
pengaturan. Sementara terkait pengaturan inilah
yang dihindari guna menciptakan persaingan yang
sehat (vide bukti B13); ----------—-=——= oo~
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara
Nosin dalam persidangan menyatakan logikanya
adalah apabila dikerjakan oleh masing-masing
penawar maka tidak mungkin ada kesalahan

pengetikan yang sama kemudian kesamaan pada
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aa.

dokumen penawaran dan format-format yang sama
(vide bukti B13);------—-----mmm o
Bahwa berdasarkan Fighting Bid Rigging on Public
Procurement, Report on implementing the OECD
Recommendation (2016) menyatakan indikasi dari
adanya persekongkolan antar peserta tender
ditandai dengan: -------------—mmmmmmmm

1). Identical mistakes in the bid documents or letters
submitted by different companies, such..as
spelling errors; —--------=--mmmm oo i

2). Bids from different companies contain. similar
handwriting or typeface or use identical forms or
StatioNery; —---------===— - oo

3). Bid documents submitted by different companies
contain less detail than would. be necessary or
expected, or give other indications of not being
GENUINE. === === = oo e

Bahwa berdasarkan literatur resmi dari OECD
tersebut menyatakan.adanya kesamaan kesalahan
yang identik dari dokumen penawaran yang dibuat
oleh para peserta tender adalah indikasi adanya
persekongkolan antar peserta;----------------—--—-—————-
Bahwa. berdasarkan literatur resmi dari OECD
tersebut menyatakan adanya kesamaan format atas
isi “dokumen penawaran antar peserta tender
menunjukan adanya persekongkolan antar peserta
tender; -—-————--—mmmmmmm
Bahwa berdasarkan literatur resmi dari OECD
tersebut menyatakan adanya isi dokumen yang
dimasukkan palsu juga merupakan adanya
persekongkolan antar peserta;-----------------------———-
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, keterangan
saksi-saksi, pengakuan Terlapor I dalam Tanggapan
atas LDP Investigator, pengakuan Terlapor VI dalam
persidangan, Keterangan Terlapor II, Keterangan
Ahli Hukum, dan Keterangan Ahli LKPP dalam
persidangan maka terbukti adanya kerja sama oleh
para peserta tender dalam hal menyiapkan

dokumen penawaran untuk tender a quo;-------------
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bb. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, keterangan

saksi-saksi, pengakuan Terlapor I dalam tanggapan
atas LDP Investigator, pengakuan Terlapor VI dalam
persidangan, Keterangan Terlapor II, Keterangan
Ahli Hukum, dan Keterangan Ahli LKPP dalam
persidangan maka adanya kesamaan dan/atau
kemiripan pada dokumen penawaran antar peserta
tender merupakan bukti adanya persekongkolan
antar peserta yang dilakukan dengan koordinasi
dan/ataupun komunikasi dalam membuat dokumen

penawaran tender a quo;----------------==s===ao—o oo

5.1.6. Tentang Personil Inti PT Mina Fajar Utama Dan Evaluasi

Oleh Pokja -------mmmmmm oot

a.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada Bab III
Instruksi Kepada Peserta, Dokumen Penawaran
Teknik salah satunyaadalah daftar personil inti
(vide bukti C2, €29, C53); -------------—==——mmmmmmmmmm -
Bahwa di dalam  dokumen pengadaan termuat
persyaratan personil yang terdiri dari Personil Inti
dengan. ketentuan sebagai berikut (vide bukti C2,
C29, dan C53): ——-——-mmmmmmmm oo

DAFTAR PERSONIL INTI

Nama Pekerjaan  : Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa
Lokasi . Kota Langsa
Tahun Anggaran  : 2018
Pengalaman
Pekerjaan Jumnlak
No. | Jabatan Dalam Pekerjaan Pendidikan Minimal ity | Persanil Sertifikat
(rahun) | (Orane)
1 |Project Manager §1 - T. Sipil 7 SKA Ahli Manajemen Proyek - Madya
1 SKA Ahli K3 - Konstruksi - Madya
SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya
2 |Pelaksana Lapangan S1-T.sipil 5 SKA ABli Teknik Bangunan Gedung - Madya
1
SKA Ahli K3 - Konstruksi - Madya
3 |site Manager §1-T. Sipil 10 1 SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya
'SKA Ahli K3 - Konstruksi - Madya
4 |Ahli Arsitektur 51 - Arsitektur 5 1 SKA ARl Arsitek
SKA ARli K3 - Konstruksi
Juru Ukur / Surveyor SMK Bangunan
1 SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung
- 1T Sipil 3
6 Juru Gambar SMK Bangunan 5
1 SKT Juru Gambar /Draftman Arsiteltur
- 11T Sipil 3
7 |Mandor SMA/SMK Sederajat 3 1
8  |Tukang SMA/SMK Sederajat 3 1
9 |Logistik SMA/SMK Sederajat 3 1
10 |Administrasi 51 - Ekonomi 3 1
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Bahwa dalam dokumen pengadaan persyaratan
personil inti untuk posisi Site Manager adalah
memiliki sertifikat sebagai berikut: -----------------———-
1). SKA Teknik Bangunan Gedung Madya; ----------
2). SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya. -------------------
Bahwa personil inti Terlapor I yang dimuat dalam
Dokumen penawaran berdasarkan kualifikasi yang
dipersyaratkan adalah sebagai berikut (vide bukti
C20, dan C53): —----—m—mmmmmm oo

DAFTAR PERSONIL INTI

Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I hanya
menawarkan personil inti Saudara Zarli Yanto ST
untuk posisi Site Manager yang hanya memiliki
sertifikat SKA Teknik Bangunan Gedung Madya
(vide bukti C20 dan C53); ------------==mmmmmmmmmmemmm -
Bahwa dalam jawaban sanggahan Terlapor VII
kepada PT SAS Bunaiyya Innovation terkait posisi
personil inti site manager adalah sebagai berikut: ---

2. Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar Abadi
yang ditempatkan pada posisi Site Manager, yang
menurut saudara tidak memenuhi persyaratan,
dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3
personil inti tersebut sudah kami lihat bukti
fisik aslinya pada saat pembuktian
kualifikasi. Hasil pembuktian memperlihatkan
bahwa sertifikat personil tersebut benar adanya
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dimana sertifikat tersebut diterbitkan pada
tanggal 24 Juli 2018, sehingga secara teknis
personil inti pada posisi Site Manager
memenuhi persyaratan teknis seperti yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.------------

Bahwa dalam jawaban sanggahan Terlapor VII
kepada PT Sinatria Inti Surya terkait posisi personil

inti site manager adalah sebagai berikut: -------------=

........................................................................

4. Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar.Abadi
yang ditempatkan pada posisi Site Manager; yang
menurut saudara tidak memenuhi ‘persyaratan,
dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3 personil
inti tersebut sudah kami lihat bukti fisik aslinya
pada saat pembuktian | kualifikasi.  Hasil
pembuktian memperlihatkan ~.bahwa sertifikat
personil tersebut benar‘adanya dimana sertifikat
tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018,
sehingga secara teknis personil inti pada posisi
Site Manager~ - memenuhi persyaratan teknis
seperti yang . ditetapkan dalam  Dokumen
Pengadaam,—==--=---=======mm oo

Bahwa dalam - jawaban sanggahan Terlapor VII
kepada. PT Pentas Menara Komindo terkait posisi

personil inti site manager adalah sebagai berikut: ---

5. Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar Abadi
yang ditempatkan pada posisi Site Manager, yang
menurut saudara tidak memenuhi persyaratan,
dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3 personil
inti tersebut sudah kami lihat bukti fisik aslinya
pada saat pembuktian  kualifikasi.  Hasil
pembuktian memperlihatkan bahwa sertifikat
personil tersebut benar adanya dimana sertifikat
tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018,
sehingga secara teknis personil inti pada posisi
Site Manager memenuhi persyaratan teknis
seperti yang ditetapkan dalam  Dokumen
Pengadaan. ------======= = - oo

Bahwa dalam Dokumen Pengadaan pada angka 26.5
mengenai evaluasi teknis, pada A angka 3

menyatakan sebagai berikut (vide bukti C2 dan



3. Evaluasi teknis dilakukan dengan system gugur
dengan ketentuan:------------==--=-——-mmcmmmmmm -
1). Pokja ULP menilai persyaratan teknis

monimal yang harus dipenuhi dengan
membandingkan pemenuhan persyaratan
teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;---
2). Penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan teknis apabila: ---------------------
1. metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan menggambarkan
penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan; -----------------mmmmmo N npd

2. jangka waktu pelaksanaan peékerjaan
sampai dengan serah térima. pertama
Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktw. yang ditetapkan
dalam LDP; -------=2c—2g-—f-——m—mmmmmmmme -

3. Jjenis, kapasitas, komposisi dan jumlah
peralatan 'minimal yang disediakan
sesuai dengan 'yang ditetapkan dalam

4. spesifikasi teknis memenuhi persyaratan
yang. ) ditetapkan dalam Bab XII
Spesifikasi Teknis dan Gambar; ----------

S5..personil inti yang akan ditempatkan
secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam

LDP serta posisinya dalam
manajemen pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan;-----------
6. bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam LDP;
7. sertifikat garansi khususnya untuk
pekerjaan Enginering Procurement and
Construction/ EPC (apabila
dipersyaratkan). ----------==--==-----------—-

Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan pada
angka 26.3 tentang Ketentuan Umum Dalam
Melakukan Evaluasi, pada poin 2 memuat
ketentuan larangan bagi Pokja ULP dan/atau
perserta terkait dengan dokumen penawaran yang

berbunyi sebagai berikut (vide bukti C2 dan C29): --
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“2. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi
Dokumen,” —=----==-— oo

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah---------------—---
Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur
evaluasi penawaran sebagai berikut: -----------4-—-———-

(1). Dalam  melakukan  evaluasi  penawaran,
ULP/Pejabat Pengadaan harus “berpedoman
pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan. ------------=-==z—==-——cmmuooo-

(2). Dalam  evaluasi penawaran,, ULP/Pejabat
Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang
melakukan tindakan pest-bidding. -----------------

Bahwa persyaratan personil inti untuk posisi Site
Manager adalah .memiliki sertifikat SKA Teknik
Bangunan Gedung Madya dan SKA Ahli K3-
Konstruksi-Madya (vide bukti C2 dan C29);-----------
Bahwa (Terlapor I dalam dokumen penawaran
menawarkan daftar personil inti dengan Saudara
Zarli\ Yanto ST untuk posisi Site Manager yang
memiliki sertifikat SKA Teknik Bangunan Gedung
Madya dan namun tidak menawarkan kualifikasi
sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya
sebagaimana persyaratan dalam dokumen
pengadaan (vide bukti C20 dan C53); ------------------
Bahwa dalam ketentuan evaluasi teknis terhadap
personil inti dalam dokumen pengadaan
menyatakan personil inti yang akan ditempatkan
secara penuh sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam
manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan (vide bukti
C2, C29, dan CS53); -------------=-m——mmmmmm oo
Bahwa hasil evaluasi Terlapor VII terhadap

dokumen penawaran Terlapor I pada tahap evaluasi
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teknis adalah sebagai berikut (vide bukti C11 dan

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT SUMBER CIPTA YOENANDA Tidak 1. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan
Lulus penguasaan penawar dalam menyelesaikan

pekerjaan di lapangan 2. Metode pelaksanaan
tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan 3. Analisa teknik tidak
sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan 4. Bahagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang
dipersyatkan dalam Dokumen Pengadaan

PT. Mina Fajar Abadi Lulus

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis Terlapor
VII meluluskan Terlapor I pada tahap evaluasi
teknis, walaupun salah satu bagian yang dievaluasi
yaitu personil inti Terlapor. I pada posisi Site
Manager tidak memenuhi persyaratan dalam
dokumen pengadaan; ---z--------------mmmmmmmmmom-
Bahwa  Indikasi . Persekongkolan pada saat
penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak
penawaran.. tender/lelang berdasarkan Perkom
2 Tahun-2010 yaitu adanya dokumen yang diterima
setelah batas waktu;----------=-—-————— o
Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait evaluasi
penawaran adalah sebagai sebagai berikut: -----------

(1). Dalam  melakukan  evaluasi  penawaran,
ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman
pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan. ------=--==-======-==-——cmmmuuo--

(2). Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat
Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa
dilarang melakukan tindakan post bidding.

Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan Terlapor VII
kepada PT Pentas Menara Komindo, PT Sinatria Inti
Surya dan PT SAS Bunaiya Innovation menyatakan
(vide bukti C51, C53, dan C65): ---------—-———--—omm———

“Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar Abadi
yang ditempatkan pada posisi Site Manager, yang
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menurut saudara tidak memenuhi persyaratan,
dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3 personil
inti tersebut sudah kami lihat bukti fisik
aslinya pada saat pembuktian kualifikasi. Hasil
pembuktian  memperlihatkan  bahwa  sertifikat
personil tersebut benar adanya dimana sertifikat
tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018,
sehingga secara teknis personil inti pada posisi Site
Manager memenuhi persyaratan teknis seperti yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”; -------------=

Bahwa  aturan atau  ketentuan  mengenai
pembuktian kualifikasi diatur dalam Dokumen
Pengadaan pada angka 29 terkait ~Pembuktian
Kualifikasi menyatakan sebagai berikut (vide bukti
C2, C29, dan C53): —-------mmmommmmm i m

29. Pembuktian kualifikasi-----===---=--==--==-—comcumu--
29.1. Pembuktian . kualifikasi terhadap calon
pemenang- serta  calon  pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada). ----------

29.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar
aplikasi SPSE (offline). -------------------——--

29.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan
cara melihat dokumen asli atau dokumen

yang dilegalisir oleh pihak yang
berwenang, dan meminta dokumennya. --

29.4. Pokja ULP  melakukan  klarifikasi
dan/atau verifikasi kepada penerbit
dokumen, apabila diperlukan.--------------

29.5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi
ditemukan pemalsuan data, peserta
digugurkan, badan usaha atau peserta
perorangan dimasukkan dalam Daftar

Hitam, serta dilaporkan kepada
Kepolisian atas perbuatan pemalsuan
tersebut. ------------mm-mmmm o

29.6. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh
dokumen kualifikasi apabila penyedia
barang/jasa sudah pernah
melaksanakan pekerjaan yang sejenis
dan/atau data kualifikasi penyedia
sudah  terverifikasi dalam  Sistem
Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). -------

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII pada

saat sidang pemeriksaan menyatakan dalam proses
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pembuktian kualifikasi Personil inti yang dievaluasi
adalah pesonel inti berdasarkan evaluasi teknis
yang akan ditempatkan secara penuh sebagaimana
telah disyaratkan dalam LDP, dalam hal ini personel
inti tersebut adalah yang sesuai dengan persyaratan
baik pendidikan, posisi yang diajukan dan
pengalamannya  sebagaimana LDP  dokumen
pemilihan. Bahwa Terlapor VII menyatakan Pokja
meminta dua sertifikat dan PT Mina Fajar Abadi
saat melakukan pembuktian membawa dua (vide
bukti B26); ------------m oo S
Bahwa Dberdasarkan jawaban. sanggahan dan
keterangan Terlapor VII pada sidang pemeriksaan
tersebut maka pada pokoknya Pokja menerima atau
ditunjukkan sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-
Madya pada saat pembuktian kualifikasi; -------------
Bahwa berdasarkan-keterangan Saudara Nosin,
S.Sos, MAP, Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP).. menyatakan, terkait evaluasi dokumen
penawaran harus dilakukan sesuai dengan yang
termuat dalam dokumen pemilihan, karena
dokumen pemilihan merupakan landasan hukum di
dalam proses pengadaan barang dan jasa yang
harus dipatuhi oleh para pihak baik oleh Pokja
maupun Penyedia. Evaluasi yang dilaksanakan oleh
Pokja pada dokumen teknis maka Pokja harus
melihat dokumen  penawaran  teknis yang
disampaikan oleh Penyedia, kemudian
mempersandingkan dengan apa yang menjadi
persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan.
Apabila ternyata tidak sesuai maka harus
digugurkan, di samping itu Pokja dapat melakukan
klarifikasi  terhadap dokumen  teknis yang
disampaikan oleh Penyedia. Namun demikian

klarifikasi tidak boleh merubah dokumen
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penawaran, klarifikasi sifatnya hanya memastikan
dan meyakinkan Pokja apakah dokumen teknis
tersebut sesuai atau tidak (vide bukti B13);-----------
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Mirtada
Sejahtera Saudara Imandasyah menyatakan bahwa
Personel inti merupakan personel yang diwajibkan
dan ada di dalam pelaksanaan pekerjaan. Bahwa
fungsi personil inti sesuai dengan sertifikat atas
keterampilan yang mereka miliki masing-masing.
Deskripsi pekerjaan tertulis pada belakang sertifikat
masing-masing personel. Dalam mengikuti proses
tender perusahaan juga mempertimbangkan
persyaratan kualifikasi berupa personel inti. Bahwa
dalam hal perusahaan tidak memenuhi persyaratan
personel inti maka akibat hukumnya bagi
perusahaan yang mengikuti tender adalah tidak
memenuhi kualifikasi-dan semestinya gugur; --------
Bahwa seharusnya Terlapor VII dalam pembuktian
klarifikasi berdasarkan angka 29 terkait
pembuktian  kualifikasi dalam dokumen pengadaan
dan ' keterangan ahli LKPP adalah hanya
memastikan dan meyakinkan Pokja apakah
dokumen teknis dari dokumen penawaran peserta
tersebut sesuai atau tidak; --------—--—-—--—- -~
Bahwa dengan diterimanya sertifikat SKA Ahli K3-
Konstruksi-Madya oleh Terlapor VII pada saat
pembuktian kualifikasi maka Terlapor VII sengaja
menambah dokumen sertifikat SKA Ahli K3-
Konstruksi-Madya sebagaimana persyaratan dalam
dokumen pengadaan yang tidak dimuat dan
ditawarkan dalam dokumen penawaran Terlapor I
ke dalam tahap pembuktian kualifikasi agar
dokumen penawaran Terlapor I sebagai pemenang
tender memenuhi persyaratan dalam dokumen

pengadaan lelang a quo; --------------=--—--—cmmmmmmeo -
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5.2.

z. Bahwa tindakan terlapor VII yang memasukkan
dokumen tambahan (post bidding) pada tahap
pembuktian kualifikasi berupa sertifikat SKA Ahli
K3-Konstruksi-Madya untuk memenuhi persyaratan
personil inti pada posisi Site Manager sehingga
mengubah isi dokumen penawaran Terlapor I
merupakan tindakan yang dilarang dalam Dokumen
Pengadaan lelang a quo pada tahap evaluasi, dan
melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 79
Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang-dilakukan
dalam rangka untuk mengatur dan memenangkan
peserta lelang tertentu dalam perkara a quo. ---------

Pemenuhan Unsur Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para Terlapor
diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU
Nomor S Tahun 1999, ---=s-—am o f o

Bahwa ketentuan “Pasal 22 UU Nomor S5 Tahun 1999
sebagaimana telah'diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -------------—-———comommee—

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak
SERAL. -
Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut: --------mmmmm
5.2.1. Unsur Pelaku Usaha ---------=--=-——mcmmommom e
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor

5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian

pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -------

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
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hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi. ----------==--==-—=———cmmcmmo—-

b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara
a quo adalah PT Mina Fajar Abadi selaku Terlapor 1
yang merupakan badan usaha sebagaimana telah
diuraikan pada Identitas Terlapor dalam Laporan
Dugaan Pelanggaran sehingga secara . mutatis
mutandis menjadi bagian yang tidak-terpisahkan
dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;-------------

c. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I telah menjadi
peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek
perkara a quo; ---------—-S=mm o mm

d. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha dalam
perkara a quo terpenuhi.-------—----- oo

5.2.2. Unsur Bersekongkol =-----------cmcocece e oo oo

a. Bahwa yang dimaksud dengan berskongkol adalah:-

Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan
dengan cara apapun dalam upaya memenangkan
peserta tender tertentu. ----------=---==---mmmmmmm——-

b:s. ‘Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU
Nomor S5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa

unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat

1). Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---------
2). Secara terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dokumen
dengan peserta lainnya; ---------------=------mmmo—
3). Membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan; -----------—=-————mmmmmmmm
4). Menciptakan persaingan semu; --------------------
5). Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya

persekongkolan; ------------=——-m—mmmmmm
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6). Tidak menolak melakukan suatu tindakan
meskipun  mengetahui  atau sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan
peserta tender tertentu; ---------------——-——cmm—-

7). Pemberian kesempatan eksklusif oleh
penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung maupun tidak langsung kepada
pelaku usaha yang mengikuti tender“dengan
cara melawan hukum.---------------cceeeo -

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terkait

dengan fakta adanya pinjam meminjam perusahaan

dalam keikutsertaan tender, adanya kesamaan
metadata dan kesamaan ~dan/atau kemiripan
sebagaimana diuraikan-dapat dikategorikan sebagai
tindakan kerja sama-antara dua pihak atau lebih,
secara  terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan
peserta. lainnya, membandingkan dokumen tender
sebelum penyerahan, menciptakan persaingan
semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan dan tidak menolak melakukan
suatu tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut
dilakukan  untuk  mengatur dalam  rangka
memenangkan peserta tender tertentu; ----------------
Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta
mengenai keikutsertaan para peserta tender
sebagaimana diuraikan pada keikutsertaan para
terlapor dalam tender a quo dapat dikategorikan
sebagai tindakan pinjam meminjam perusahaan
untuk mengikuti tender yang merupakan tindakan
tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
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tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam
rangka memenangkan peserta tender tertentu;-------
Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor VII terkait
dengan adanya kesamaan dan/atau kemiripan
dokumen tender Terlapor I, Terlapor II juga Terlapor
VI sebagaimana telah diuraikan dan adanya post
bidding atas personil inti Terlapor [ dapat
dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau
memfasilitasi  terjadinya  persekongkolan — dan
pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara
tender atau pihak terkait secara langsung maupun
tidak langsung kepada pelaku ‘usaha yang
mengikuti tender dengan carasmelawan hukum;-----
Bahwa oleh karena itu tindakan tersebut dapat
dikategorikan  sebagai . tindakan bersekongkol
sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan Ahli;-
Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dalam

perkara a quo terpenuhi.-------—----—oommo

5.2.3. Unsur Pelaku Usaha Lain -------------------mommmmmme -

a.

Bahwa. yang dimaksud dengan pengertian pelaku
usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku
usaha sebagaimana telah diuraikan, dimana dalam
prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan
pelaku usaha yang turut aktif melakukan
persekongkolan dan/atau mendapat/menerima
perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau
menerima manfaat dari tindakan bersekongkol
tersebut; -----—- -
Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam
perkara a quo adalah Terlapor II, Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI
yang merupakan badan usaha sebagaimana telah
diuraikan, sehingga secara mutatis mutandis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

penjelasan pemenuhan unsur ini; ------------------—---
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c. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI
telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek
perkara a quO; ---------—--mmmm o

d. Bahwa Terlapor II, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor
IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan pelaku
usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5
UU Nomor 5 Tahun 1999; ~—-——-————— e

e. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain
dalam perkara a quo terpenuhi. ---------——-—-2————-———-

5.2.4. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha

a. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang
terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara
a quo adalah Terlapor VII yang merupakan pihak
yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah
diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan
pemenuhan unsur ini; ---------------=--—-mmmmmmmmm——-
b. Berdasarkan alat bukti, Terlapor VII terbukti telah
melakukan tindakan yang dapat dikategorikan
sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi
terjadinya persekongkolan dan pemberian
kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender
atau pihak terkait secara langsung maupun tidak
langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti
tender dengan cara melawan hukum; --------------—---
c. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain Yang
Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara
a quo terpenuhi, -- -

5.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang

a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender adalah: ------------—---

Suatu perbuatan para pithak yang terlibat dalam
proses tender secara bersekongkol yang bertujuan
untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai
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pesaingnya dan/atau untuk memenangkan
peserta tender tertentu dengan berbagai cara.-----

b. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang
tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan
perusahaan pendamping dalam proses tender
dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama
atau setidak-tidaknya disusun oleh pihak yang
sama sebagaimana telah diuraikan sehingga secara
mutatis mutandis menjadi bagian yang . tidak

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur

c. Bahwa tindakan para Terlapor ‘dalam proses
pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai
tindakan  mengarahkan, ““mengatur dan/atau
menentukan pemenang;i=----==--------=--------—-mm—o——-

d. Bahwa dengan demikian unsur Mengatur dan/atau
Menentukan Pemenang Tender dalam perkara a quo
terpenuhbi, ----\-'"--2--i oo b?p i e e ;o oo o o

5.2.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ---------------—--————-

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor

5 Tahun 1999 disebutkan:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan

b. Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh
para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum
dan/atau menghambat persaingan usaha;------------

c. Bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara a quo

terpenubi, --------------- - -- - ::. . . . . b e e i i b i e i

Atas dasar fakta dan analisis tersebut di atas, maka disimpulkan
bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

telah terpenuhbi.----------------- - - -0 .l e : b b b i i i i i o



Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII menyerahkan Simpulan

Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan (vide bukti T1.4, T2.2,
T3.4, T4.2, T5.2, T6.3, dan T7.3). ------mmmmmmmr oo

6.1.

Bahwa Terlapor I memberikan Simpulan Tertulis dan/atau

Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-

hal sebagai berikut (vide bukti T1.4): -----------—mmmmcmmome

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Bahwa kami selaku Terlapor I sebagai pemenang
dalam tender paket pekerjaan Pembangunan‘Rumah
Sakit Rujukan Regional Langsa pada Satker Dinas
Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah “Provinsi Aceh
Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106), tidak
melakukan perbuatan sebagaimana telah dilarang
dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak-Sehat. ---------------—-cccceeo-
Bahwa dalam proses- tender sebagaimana pada
kegiatan yang dimaksud dalam perkara a quo, kami
telah mengikuti seluruh ketentuan dan aturan-aturan
yang ditetapkan oleh panitia tender dan tidak
melakukan persekongkolan atau konspirasi usaha
atau bentuk kerja sama untuk memenangkan tender
sebagaimana dalam perkara a quo.-----------------——--—
Bahwa Terlapor VII, Pokja Konstruksi LXXXIX Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun
2018 telah melaksanakan tahapan sesuai aturan
yang berlaku, dimana pada saat evaluasi administrasi
peserta yang tidak lulus karena alasan tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh panitia
tender sebagaimana terlampir dalam dokumen hasil
evaluasi administrasi yang diikuti oleh 16
perusahaan. ——--------mmmmmmmm
Bahwa Terlapor VII telah melakukan evaluasi teknis
sesuai dengan aturan, dari 7 perusahaan yang lulus
administrasi kemudian Terlapor VII melakukan

evaluasi teknis dan dari evaluasi tersebut Terlapor I
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

merupakan peserta yang memenuhi persyaratan
sebagai pemenang, sedangkan 6 perusahaan lain
gugur karena berbagai hal sebagaimana telah
disampaikan dalam dokumen hasil penawaran yang
disampaikan oleh Terlapor VII. ------------mmmmmmme -
Bahwa Terlapor VII juga telah melakukan evaluasi
harga dengan koreksi aritmatik terhadap peserta yang
lulus evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga
menetapkan Terlapor I lulus sebagai pemenang. -------
Bahwa terkait dengan adanya kesamaan metadata
pada dokumen penawaran antar peserta tender,
Terlapor I tidak mengetahui waktu 'dan tanggalnya
dengan peserta lain, karena« Terlapor VII hanya
mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Terlapor
VII karena Terlapor I hanya mengikuti aturan yang
telah ditetapkan oleh--Terlapor VII. Proses tender
paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh
Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran
2018 (Kode Lelang 17684106), tidak memenuhi unsur
pelanggaran. -----------m oo oo
Bahwa untuk menentukan pelanggaran terhadap UU
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu

memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam UU

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha
adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan

usaha dalam bidang ekonomi, Terlapor I adalah
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Badan Hukum yang berbentuk Perseroan
Terbatas dan juga melakukan kegiatan perseroan

sebagaimana mestinya. -----------------mmcmmemmmm—o

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka
unsur pelaku usaha dalam perkara a quo
TERPENUHI. —----mmmm oo
Unsur Bersekongkol ---------=--mmcmmmmmmmmm
Bahwa  yang  dimaksud dengan unsur
persekongkolan atau konspirasi usaha adalah
bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku
usaha dengan pelaku usaha lain.dengan maksud
untuk menguasai pasar (bersangkutan bagi
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
Dalam hal ini Terlapor I tidak melakukan kerja
sama dengan pelaku usaha lain, karena selama
proses tender yang dilakukan oleh Terlapor VII,
Terlapor [ “mengikuti semua prosesnya sesuai

dengan aturan yang ditentukan. ---------------—----

Atas. dasar fakta dan analisis tersebut maka
unsur bersekongkol dalam perkara a quo TIDAK
TERPENUHI. —-------m e
Unsur Pelaku Usaha Lain------------------------oo---
Bahwa pelaku usaha lain adalah pelaku usaha
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf e
UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melakukan
sebuah tender terbuka dan transparan tentu
akan melibatkan para pelaku usaha lain, kecuali
tender tersebut adalah Penunjukan Langsung.
Dari tender pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Terlapor VII telah diikuti oleh banyak pelaku
usaha lain selain Terlapor I dan dalam mengikuti
proses tender tersebut Terlapor I tidak
melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain
dengan maksud untuk melakukan

persekongkolan guna memenangkan tender dari
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Terlapor VII, kemenangan Terlapor I dalam
tender tersebut adalah hasil evaluasi berjenjang

sebagaimana telah dilaksanakan oleh Terlapor

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka
unsur pelaku usaha lain dalam perkara a quo
TIDAK TERPENUHI. -------mmommmm oo
Unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku
Usaha Lain ----------------mmmmm e
Bahwa pihak lain yang terkait dengan pelaku
usaha sebagaimana disampaikan.dalam Laporan
Dugaan Pelanggaran paket pekerjaan
Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional
Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh
Pemerintah  Daerah ' Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106) adalah
Terlapor VII 'dengan memfasilitasi Terlapor I
sebagai pemenang, dalam hal ini Terlapor I
berpendapat bahwa jika Terlapor 1 tidak
melakukan tender maka seluruh pelaku usaha
tidak akan ikut dalam tender terbuka tersebut,
tender yang dilakukan oleh Terlapor VII
merupakan tugasnya sebagai Pokja pada Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh,
jika tender tidak difasilitasi oleh Terlapor VII
maka tidak akan ada tender tersebut dan tentu
jika tidak dilaksanakan tender tersebut maka
Terlapor VII telah mengabaikan tugas yang
diberikan padanya selaku panitia yang bertugas
melakukan tender tersebut sebagai bentuk kerja
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
dengan menggunakan uang negara. Dan proses
tender Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa merupakan kebutuhan bagi
masyarakat Aceh, tidak melakukan tender

pembangunan rumah sakit tersebut sama juga
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dengan menghambat pembangunan di Aceh dan
membatasi hak masyarakat Aceh mendapatkan
hak layanan kesehatan yang merupakan hak
asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD
1945. Terlapor VII dalam melaksanakan tender
tersebut juga telah melakukannya secara
profesional berdasarkan aturan yang berlaku dan
tidak  melakukan  persekongkolan dengan

Terlapor I. ----—-----mmmomm e

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka
unsur pihak lain yang terkait.dengan pelaku
usaha lain dalam perkara« a quo TIDAK
TERPENUHI. -------mm oo st
Unsur Mengatur dan/atau Menentukan
Pemenang Tender, <=---<--=--—-mmmmmmmmmm
Bahwa dalam @ penentuan pemenang dalam
pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa Terlapor VII telah melakukan
tugas—dan kewajibannya sesuai dengan tugas
pokokidan fungsinya, dan Terlapor I juga telah
mengikuti berbagai persyaratan yang ditentukan
dalam proses tersebut, dimana setelah dilakukan
evaluasi berjenjang oleh Terlapor VII ditentukan
bahwa Terlapor I memenuhi persyaratan untuk
menjadi pemenang dan itu semua dilakukan
dengan transparan dan sesuai dengan aturan,
sehingga dugaan adanya persekongkolan antara

Terlapor 1 dengan Terlapor VII adalah tidak

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka
unsur mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender dalam perkara a quo TIDAK
TERPENUHI. --------m oo
Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat --------------
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6.1.8.

Bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah
persaingan usaha antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha, dalam hal
ini Terlapor I selalu menjalankan usaha dengan
baik dan tidak melawan hukum, usaha Terlapor 1
dalam mengikuti tender yang dilaksanakan oleh
Terlapor VII dilakukan secara terbuka dan
evaluasi berjenjang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, dan seluruh '‘kegiatan yang
Terlapor laksanakan dalam mengikuti tender
tersebut mengacu pada aturan dan ini dapat
dilihat dalam dokumen. tender dan hasil evaluasi
berjenjang yang dilakukan oleh Terlapor VII, dan
Terlapor I menegaskan bahwa tidak melakukan
perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak
melakukan persekongkolan baik dengan Terlapor
VII.. maupun dengan pelaku usaha lain,
kemenangan Terlapor I dalam tender tersebut
merupakan hasil seleksi yang ketat dari Terlapor

VII dalam menentukan pemenang.------------------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka
unsur persaingan usaha tidak sehat dalam

perkara a quo TIDAK TERPENUHI. --------------———-

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini

kami mohon agar Majelis Komisi Perkara Nomor

04 /KPPU-L/2020 memberikan putusan: ---------------—-

a.

Menyatakan Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi,
tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pekerjaan
Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional

Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh
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6.2.

6.3.

6.4.

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun

Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106); ----------

b. Memulihkan nama baik Terlapor I dalam Perkara

Nomor 04/KPPU-L/2020; atau -------------------—--

c. Jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan

yang seadil-adilnya.------------—--mmmmmm -

Bahwa Terlapor Il sampai batas akhir waktu penyerahan hari
Selasa, tanggal 29 Desember 2020, tidak memberikan
Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan.-------
Bahwa Terlapor III memberikan Simpulan Tertulis dan/atau
Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-
hal sebagai berikut (vide bukti T3.4): -------—c--——==mm e
Dengan ini menanggapi atas Laporan: Dugaan Pelanggaran
terkait tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
Rujukan Regional Langsa pada- Tahun Anggaran 2018
bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: ------------------—-
6.3.1. Bahwa dari data dan-informasi yang disampaikan
Kepala Cabang di wilayah Kabupaten Aceh Timur,

Aceh Tenggaran, dan Langsa dengan dipimpin dan

diurus oleh ~ Saudara Qualid Azan, bahwasanya
keikutsertaan kami dalam pelelangan ini tidak ada
berkompromi dengan peserta lain.------------------——--—-

6.3.2. . Bahwa secara umum Kepala Cabang PT Arafah Alam
Sejahtera mengikuti pelelangan ini sesuai dengan
dokumen lelang yang ada dan telah digugurkan
karena ada kesalahan jaminan penawaran.-------------

6.3.3. Bahwa pada waktu sidang melalui Zoom, kami
bertanya langsung dengan Terlapor VII (Pokja)
menurut pendapat beliau pelelangan ini tidak ada
terindikasi KKN dan sah. -------------—mmmmmmmm -

6.3.4. Bahwa untuk itu secara umum kami menyatakan
bahwa kami tidak ada terlibat atau terindikasi KKN

dalam pelelangan ini. -----------=—-———— oo

Bahwa Terlapor IV sampai batas akhir waktu penyerahan hari
Selasa, tanggal 29 Desember 2020, tidak memberikan

Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan -------
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6.5.

Bahwa Terlapor V memberikan Simpulan Simpulan Tertulis
dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya
memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T5.2): ----------—--—-
Sehubungan dengan dalam dokumen Laporan Dugaan
Pelanggaran adanya Indikasi Persekongkolan persaingan yang
tidak sehat sesuai BAB IV Bagian ke tiga pada Pasal 22 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang terkait pelelangan pada Paket
Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker
Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode“Lelang:
17684106) Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini kami
untuk dan atas nama sebagai Terlapor V' menyatakan
simpulan yang sebenar-benarnya dan = sejujur-jujurnya
sebagai berikut: -----------cmmm e
6.5.1. Bahwa kami selaku Terlapor V memberikan
penyerahaan Tanggapan kami atas Laporan Dugaan
Pelanggaran yang tertuang di dalam Dokumen
Laporan Dugaan-Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 Terkait tender Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker
Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 dimana
pada Daftar Isi diurutkan item tertulis Fakta/Temuan
Lain pada angka 16. Mengenai Keikutsertaan Para
Peserta Tender pada point 16.5. Keikutsertaan PT Eka

Jaya Lestari Dalam Tender. --------------———=—ocmmcmmem

Di dalam hal di atas pada point 16.5. ini, kami selaku
Terlapor V untuk pengurus perusahaan tidak
megetahui dan tidak terlibat lebih lanjut di dalam
pelelangan. ------------mmmmmmme
6.5.2. Bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di atas,
tindakan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk
melawan hukum akan tetapi murni kesalahan dan
kelalaian kami memberikan id dan password kepada
pihak rekan kerja. ------------——-—m oo
6.5.3. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas,
kami selaku Terlapor V menyatakan menerima

Laporan Dugaan Pelanggaran;---------------=------o-ooo—
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6.5.4.

6.5.5.

Berdasarkan dari surat kesimpulan yang kami lihat
masih ada kekurangan dalam sistem pelelangan yang
tidak efisien, efektif, dan transparan di dalam
pengadaan pelelangan sistem era globalisasi yang

mana bisa membatasi ataupun mengurangi terjadinya

Dan di dalam hal Pelelangan Paket Pembangunan RS
Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan
Aceh Tahun Anggaran 2018 ini PT Eka Jaya“Lestari,
tidak mengetahui kelanjutan di dalam pelelangan
serta tidak mengikuti di dalam pelelangan
sepenuhnya. ---------=---m— oo e
Sesuai peraturan perundang-undangan yang tertuang
berikut ini: ---------mmmm e

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan
kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan memperhatikan  keseimbangan  antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. --

Pasal 3
Tujuan pembentukan wundang-undang ini adalah

a). menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat; --------mmm

b). mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat
sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah, dan
pelaku usaha kecil; -----------——---- oo
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6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

c). mencegah praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku
usaha; dan ---------—--mmmm

d). terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam
kegiatan usaha. -----------———cmmcmmo

Bahwa menimbang berdasarkan fakta-fakta dan

pertimbangan tersebut diatas, kami secara sadar
mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian
yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan momohon
maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Komisi
KPPU Yang Terhormat atas kesalahan.yang kami
lakukan yang mana tindakan tersebut di luar dari
perhatian sepengetahuan dari. kami sesuai dengan
angka 1, 2, dan 3; ---—------—mmmmm e
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di
atas, kami sangat mengharapkan kepada Ketua
Majelis Komisi Perkara beserta Bapak dan Ibu KPPU
yang terkait di.dalam pemeriksaan laporan perkara,
sudi kiranya memberikan Penghapusan Ampunan
Hukum kepada kami selaku terlapor V, serta Tidak
melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya
dengan pertimbangan adanya pengakuan kami,
kondisi Pandemi Covid-19 dan kesulitan ekonomi
yang berdampak langsung pada kondisi perusahaan
serta dampak psikologis bagi keluarga kami. Namun
pada prinsipnya kami siap kooperatif untuk
mengikuti setiap arahan dan permintaan dari Majelis
Komisi KPPU demi  keberlangsungan  hidup
perusahaan dan anggota-anggota kami; Untuk
membina, membimbing, dan mengawasi kami selama
menjalankan kegiatan usaha agar tidak melakukan
kesalahan yang sama lagi sehingga kami dapat
menjadi perusahaan yang taat hukum, berkualitas,
dan berdaya saing; ----------------mmmmmmmm e
Kami selaku Terlapor V tidak dapat mengajukan serta

menujuk alat bukti apapun, sebagaimana yang
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6.6.

dibutuhkan di dalam Pemeriksaan Pendahuluaan
Perkara, sebab kami selaku Terlapor V tidak
megetahui dan tidak memiliki bukti maupun Saksi
apapun, dan kami mengakui kekhilafan dan
kesalahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara
yang disampaikan oleh Investigator kepada karena

karena ketidaktahuan dan kelalaian kami. ------------=

Bahwa Terlapor VI memberikan Simpulan Simpulan Tertulis

dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T6.3): -----=--------—-

Dengan ini perkenankan kami selaku Direktur PT-Adhi Putra

Jaya mengajukan Simpulan dalam perkara' a quo, sebagai

berikut:
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

Bahwa Terlapor VI membantah dan menolak seluruh
tuduhan para Pelapor; ----===---==-=——- oo
Bahwa tidak ada perbuatan Terlapor VI yang
melanggar Pasal 22 UU-Nomor 5 Tahun 1999; ---------
Bahwa tidak benar tuduhan para Pelapor yang
menuduh Terlapor VI telah melakukan perbuatan
adanya'persekongkolan tender Pembangunan Rumah
Sakit Rujukan Regional Langsa; --------------=-------———-
Bahwa Terlapor VI membantah dan sangat keberatan
dengan penjelasan yang disampaikan oleh para
Pelapor yang menyatakan adanya kesamaan Metadata
pada dokumen penawaran antar peserta tender,
karena adanya kesamaan tersebut bukanlah berarti
suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan
adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus
dibuktikan dahulu kebenarannya dan juga hal
tersebut tidaklah membuktikan adanya kerja sama
dimana tujuan perusahaan mengikuti lelang tersebut
adalah untuk menjadi pemenang bukan untuk
menguntungkan pihak lain; --------------———=—c e
Bahwa Terlapor VI mengikuti penawaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sehingga keliru apa

yang dituduhkan oleh para Pelapor tersebut;-----------
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6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

6.6.9.

6.6.10.

6.6.11.

Bahwa Terlapor VI menganggap adanya kesaman
dokumen dengan Terlapor I mengenai kesamaan
dokumen Jaminan penawaran bukanlah suatu
kesengajaan, karena hal tersebut merupakan suatu
kebetulan dan tidak ada niat kerja sama antara
Terlapor VI dan Terlapor I melakukan
persekongkolan;--------------mmmmmmm
Bahwa Terlapor VI adalah perusahaan yang
berdomisili di Kota Jambi, sehingga mana mungkin
kenal dengan Terlapor I dan juga Terlapor mengikuti
pelelangan tersebut Dbertujuan untuk . menjadi
pemenang lelang; --------------------—c oo Sme
Bahwa Terlapor VI tidak ada menikmati keuntungan
atau mendapatkan sesuatu dari Terlapor I;-------------
Bahwa Terlapor VI juga. bukanlah salah satu
perusahaan yang dimenangkan dalam lelang tersebut;
Bahwa sesuai ~ dengan Permen PUPR Nomor
31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman
Pengadaan™ Pekerjaan  Konstuksi dan  Jasa
Konsultansi,pada Bab II IKP A. Umum, angka 29
Evaluasi \Penawaran, sub angka 29.13 c, Penawaran
yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh
penawar yang berhak, pada waktu yang telah
ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan,
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi
syarat administasi, syarat teknis dalam
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi
teknis yang ditetapkan dalam Dokurnen Pengadaan
dan harga wajar dapat dipertanggungjawabkan tanpa
ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat; ---------------mmmmmmmmm
Bahwa dari fakta proses tender, terdapat 16
perusahaan yang memasukkan penawaran yang
berarti perusahaan tersebut serius dan berminat

mengikuti proses tender; ----------------------mmmmmm -
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6.6.12.

6.6.13.

6.6.14.

6.6.15.

Bahwa banyak perusahaan dalam proses tender yang
mencoba-coba hanya untuk mendaftar untuk sekedar
mengganggu jalannya proses tender, dengan harapan
peserta yang mendaftar tersebut hanya untuk
mendapatkan sesuatu kompensasi tertentu, baik dari
pihak peserta lain rnaupun pihak panitia lelang; ------
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi,
evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi
kualifikasi, Pokja berkesimpulan dan memutuskan
untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat
untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender;-------
Bahwa atas proses evaluasi ini sampai dengan
penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun
sanggahan dari peserta dan<pendaftar yang masuk ke
Pokja, dalam artian, bahwa dalam hal ini, bahwa
sejak proses awal lelang tender sampai dengan
penunjukkan pemenang tender, proses lelang
dilakukan sesuai dengan atumn yang berlaku; --------
Bahwa Terlapor VI sebagai peserta pelelangan yang
melakukan - penawaran dalam paket pekerjaan ini
juga. telah memenuhi persyaratan sebagaimana di
tentukan Pasal 19 Perpres Nomor 70 Tahun 2012
yang berbunyi sebagai berikut:-----------------ooccmmeo-

(1). Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut: -----------------------

a. memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan /usaha; -------------——-———mmmmmm -

b. memiliki keahlian, pengalaman,

kemampuan teknis dan manajerial untuk
menyediakan Barang/Jasa;-------------------
c. mernperoleh paling kurang 1 (saty)
pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
sub kontrak;--------=-=----mmm
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, dikecualikan bagi Penyedia
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Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari
3 (tiga) tahun; ------------—-———mmmommmmme
memiliki sumber daya manusia, modal,
peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan
dalam Pengadaan Barang/Jasa; -------------
dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan
melakukan kemitraan, Penyedia
Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian
kerja ~sama  operasi/kemitraan yang
memuat  persentase kemitraan  dan
perusahaan yang mewakili kemitraan
tersebut;-----------mm oo e
memiliki kemampuan = pada - bidang
pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta
kemampuan pada subbidang pekerjaan
yang sesuai untuk usaha non-kecil;---------
memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk
usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan
Barang dan-Jasa Konsultansi; ---------------
khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan
Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
memiliki dukungan keuangan dari bank; --
khusus = untuk Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus
memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket
(SKP) sebagai berikut:------------------o -
SKP = KP - PKP = nilai Kemampuan Paket,
dengan ketentuan:--------------———-—cmem——-
a). untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan

Paket (KP) ditentukan sebanyak

S (lima) paket pekerjaan; dan ---------
b). untuk usaha non kecil, nilai

Kemampuan Paket (KP) ditentukan

sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu

koma dua) N. P = jumlah paket yang

sedang dikerjakan. N = jumlah paket

pekerjaan terbanyak yang dapat

ditangani pada saat bersamaan

selama kurun waktu 5 (lima) tahun

terakhir. -------—-———-mm
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau Direksi yang
bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana, yang dibuktikan dengan
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6.7.

6.6.16.

6.6.17.

surat pernyataan yang ditandatangani
Penyedia Barang/Jasa;

l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki
laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal
23m (bila ada transaksi), PPh Pasal
25/Pasal 29 dan PPN bagi Pengusaha Kena
Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir
dalam tahun berjalan; -----------------2-—-——--

m. secara hukum mempunyai .kapasitas
untuk mengikatkan diri pada Kontrak; -----

n. tidak masuk dalam Daffar Hitam; -----------

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat
dijangkau dengan jasa pengiriman; dan ----

p. menandatangani Pakta Integitas.

(2). Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip
pengadaan dan kaidah  bisnis yang baik,
persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing
dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d,
huruf j, dan hurufl; --------------———- -

(3). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
() huruf ¢, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf
i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa
Oorang Perorangan;-----------------==-----------—————-

(4).«. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia
Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan
mengambil cuti di luar tanggungan K/D/L/I;

(3). Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya
menimbulkan pertentangan kepentingan
dilarang menjadi Penyedia Barang. ---------------

Bahwa Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. -----—-=—————mmmmmmmmo e
Bahwa untuk selanjutnya Terlapor VI dalam
Simpulan ini tetap berpegang kepada Tanggapan yang
diajukan oleh Terlapor VI.---------—-cmmommmme

Bahwa Terlapor VII memberikan Simpulan Simpulan Tertulis

dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T7.3): ---------------

6.7.1.

Pendahuluan -------------——————cmmmmmm
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6.7.2.

Pada Tahun Anggaran 2018, Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Aceh melalui Pokja Konstruksi-
LXXXIX mengadakan pelelangan Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa dengan
nilai pagu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh
milyar Rupiah), Setelah melalui serangkaian proses
evaluasi, Pokja Konstruksi-LXXXIX menetapkan
PT Mina Fajar Abadi yang beralamat di Aceh Timur
sebagai pemenang paket pekerjaan ini dengan nilai
penawaran sebesar Rp38.300.000.000,00 (tiga puluh
delapan milyar tiga ratus juta Rupiah). Pokja
Konstruksi-LXXXIX dalam melakukan proses evaluasi
telah mengacu pada aturan-aturan terkait Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah baik itu melalui
Peraturan Presiden, Permen. PUPR dan aturan-aturan
yang dikeluarkan oleh-Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).---------------------
Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Tanggapan
Terlapor VIT ----—s- oo
Bahwa dalam-Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang
disampaikan oleh Investigator Penuntutan dalam
persidangan  menyampaikan dalam = pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker
Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode
Lelang: 17684106) ada dugaan pelanggaran terhadap
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) yang
salah satu Terlapornya adalah Pokja Konstruksi-

LXXXIX (Terlapor VII).------=-—-mmmmmm oo

Bahwa secara spesifik dugaan pelanggaran yang
dilakukan Terlapor VII termuat pada angka 19
halaman 27 Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP)
Investigator Penuntutan yaitu “Adanya Diskriminasi
Dan Atau Perlakukan Istimewa Dari Pokja Kepada

Pelaku Usaha Tertentu”.------------—--——cmmmmmmmome -
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6.7.3.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran ini, Terlapor VII
telah memberikan Tanggapannya terhadap LDP tim
Investigator bahwa Terlapor VII telah melaksanakan
proses tender khususnya terhadap Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker
Dinas Kesehatan Aceh tahun Anggaran 2018 (Kode
Lelang: 17684106) dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan
sesuai dengan yang diatur dalam dokumen pemilihan.
Pembuktian Saksi, Ahli dan Surat ---=s----=c--—-—-—-————-
Bahwa di dalam persidangan Investigator Penuntutan
telah menghadirkan 8 (delapan) orang Saksi dan
3 (tiga)

orang Ahli yang 'di, dalam persidangan

memberi keterangan di‘bawah sumpah. -----------------

Bahwa Terlapor~ VII “di dalam persidangan telah
menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Saudara
Ferry Anggriawan dan Saudara M. Jamal dan 1 (satw)
orang Ahli yaitu Saudara Jimmi Zikria beserta 12 (dua

belas) bukti surat yaitu: -----------—-=——-—mmme

No

Kode

Jenis Bukti Tertulis

Pembuktian Keterangan

TVII-01

Surat
Kesehatan

Telah di
nazagelen

dari  Dinas |Adanya pelimpahan

dokumen RPP dari

Nomor139/DINKES-
APBA/IV/2018
tanggal 19 April 2018
Hal: Pelimpahan
Dokumen RPP yang
ditujukan ke Kepala
Biro Pengadaan
Barang dan Jasa
Setda Aceh

Dinas Kesehatan kepada
Biro Pengadaan Barang
dan Jasa untuk dapat
diproses lelang

dan diberi
materai
secukupnya

TVII-02

Lembar Pemeriksaaan
Dokumen RPP SKPA
dan Berita Acara Hasil
Pemeriksaan tanggal
27 April 2018

Adanya dokumen RPP
SKPA yang diserahkan
oleh Dinas Kesehatan
telah  diperiksa dan
dokumennya telah
lengkap berdasarkan
berita acara hasil
pemeriksaan

Telah di
nazagelen dan
diberi materai
secukupnya

- 146 -




No | Kode | Jenis Bukti Tertulis Pembuktian Keterangan
3 | TVII-03 Daftar Nama Tim/ Bahwa tahun 2018 tim [Telah di
Penerima Dokumen| penerima tidak di SK- |nazagelen dan
(TPD) RPP SKPA T.A|kan tetapi hanya dibuat [diberi materai
2018 daftar nama tim saja secukupnya
4 | TVII-04 |Surat Penugasan |Adanya penugasan dari [Telah di
Nomor Kepala Biro Pengadaan [nazagelen dan
027/SP/149/PBJ/20 |Barang dan Jasa Setda |diberi materai
18 kepada  Pokja |Aceh kepada Pokja [secukupnya
Konstruksi  LXXXIX | Kontruksi LXXXIX
tanggal 21 Mei 2018 untuk melaksanakan
proses pelelangan
terhadap paket
pekerjaan Pembangunan
RS Rujukan Regional
Langsa
S | TVII-0S | Softcopy Dokumen | e Bahwa menunjukan [Telah di
Rencana Pelaksanaan dokumen RPP [nazagelen dan
Pengadaan (RPP) dari tersebut menjadi |diberi materai
SKPA dasar penyusunan [secukupnya
Pokja dalam
membuat. dokumen
pengadaan.
e Bahwa dalam
dokumen RPP dari
SKPA author-nya juga
Saiful dan
membuktikan  tidak
ada hubungan Pokja
dengan author Saiful
dalam dokumen
penawaran peserta
tender.
6 |TVII-06 |Jadwal Pelelangan |Bahwa Pokja LXXXIX Telah di
Pokja LXXXIX telah menayangkan |nazagelen dan
tahapan dan  jadwal [diberi materai
pelelangan melalui secukupnya
lpse.acehprov.go.id
7 | TVII-07 |Sertifikat K3 atas |Bahwa membuktikan [Telah di
nama Saudara Zarli |adanya Sertifikat |nazagelen dan
Yanto keahlian K3 untuk |diberi materai
posisi  Site  Manager [secukupnya
PT Mina Fajar Abadi
sebagaimana yang
dipersyaratkan
di dalam dokumen
pengadaan
8 | TVII-08 | Summary Report | Adanya ringkasan [Telah di
Pelelangan Paket | proses pengadaan Paket |nazagelen dan
Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan diberi materai
Pembangunan RS |RS Rujukan Regional |secukupnya
Rujukan Regional | Langsa yang
Langsa menjelaskan proses dari
informasi tender
sampai sanggahan
lelang
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No | Kode | Jenis Bukti Tertulis Pembuktian Keterangan

9 | TVII-09 | Softcopy Dokumen |Untuk menjelaskan dan [Telah di
Pengadaan memberi informasi [nazagelen dan

tentang pelaksanaan diberi materai
tender secukupnya

10 | TVII-10 |Surat Sanggah dan |Untuk menjelaskan [Telah di
Jawaban Sanggah beberapa peserta tender |nazagelen dan

mengajukan sanggah |diberi materai
dan Pokja LXXXIX telah [secukupnya
menjawab sanggah

tersebut berdasarkan

ketentuan persyaratan

yang tertuang dalam

Dokumen Pengadaan

11 | TVII-11 |Personil inti | Untuk menjelaskan [Telah di
PT Sinatria Inti Surya | personil inti yang [nazagelen dan
(posisi ahli arsitektur |diajukan PT Sinatria Inti|diberi materai
atas nama Ir. Asmardi | Surya  tidak sesuai [secukupnya
berprofesi sebagai |dengan Dokumen
dosen) yang diajukan |Pengadaan Bab III IKP
dalam dokumen |Poin Nomor 26.5
penawaran tidak | Evaluasi Teknis ayat 7
sesuai dengan |karena . profesi’ dosen
dokumen pengadaan. |terikat dengan

pekerjaannya sehingga
tidak mungkin dapat
ditempatkan secara
penuh pada pekerjaan
ini:

12 | TVII-12 |Berita Acara ~Hasil |Untuk menjelaskan [Telah di
Pelelangan Nomor |bahwa Pokja LXXXIX |nazagelen dan
01/POKJA- telah melakukan |diberi materai
LXXXIX/05- 10/2018 |pelelangan berdasarkan [secukupnya

ketentuan peraturan
perundang-undangan
6.7.4. “Analisis Hukum ---------=--—— oo

a. Bahwa di dalam LDP Investigator Penuntutan

menyatakan Para Terlapor diduga melakukan

pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU

Nomor S5 Tahun 19997).

b. Bahwa terkait dengan angka 17 LDP yang

menyebutkan Adanya Kesamaan Metadata Pada

Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender dapat

kami simpulkan berdasarkan fakta-fakta pada

saat persidangan sebagai berikut:

Bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan

1).

telah terjadi persekongkolan antar peserta
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2).

apalagi dikaitkan dengan persekongkolan
vertikal yang melibatkan Terlapor VII
kedalamnya. Dari kesamaan metadata yang
disampaikan oleh tim Investigator hanya
author saja yang memiliki kesamaan semua
Terlapor (I s.d VI) sementara metadata yang
lain tidak semuanya memiliki kesamaan
seperti application, created, dan
modification. Kesamaan metadata —~yang
hanya pada author saja tidak bisa dijadikan
indikasi telah terjadi persekongkolan antar
peserta tender. Hal ini ditegaskan oleh Ahli
IT, Saudara Muhammad Safri Lubis dalam
keterangannnya sebagai berikut: -------------

“Secara umum- kita tidak bisa langsung
memastikan _dan menyimpulkan file-file
tersebut mempunyai keterhubungan yang
erat. . atau kalau dalam  bahasa
investigasinya berasal dari sumber yang
sama dan sejenisnya. Kita harus
melakukan pengecekan secara
keseluruhan, jadi beberapa yang bisa
dilakukan dalam digital forensic khusus
untuk proses tender yang menggunakan
system SPSE itu kadang kala bisa saling
mendukung. ---------=-=====-—mmmmmmmeme

Mungkin beberapa data atau informasi
yang diambil dari pemeriksaan secara
fisik isi dokumen tersebut, kadang kala
kita tidak bisa melakukan hanya 1 model
pemeriksaan mungkin bisa 2 model atau
bahkan 3 model untuk memastikan apakah
memang tuduhan atau sangkaan dengan
proses yang ada itu benar atau tidaknya”;-
Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT di

atas, kesamaan metadata tidak bisa serta
merta menyimpulkan berasal dari sumber
yang sama atau mempunyai keterhubungan
yang erat namun perlu dilakukan

pemeriksaan secara fisik isi dokumen
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3).

4).

5).

masing-masing file yang ada untuk
memastikan dugaan pelanggaran itu terjadi.
Terlebih lagi para peserta yang metadatanya
memiliki kesamaan juga mengajukan
sanggahan hasil lelang seperti PT Adhi Putra
Jaya. Hal ini membuktikan jika kesamaan
metadata pada file peserta tender tidak bisa
disimpulkan telah terjadinya
persekongkolan; -----------------mmmmmosloco o
Bahwa setelah mendapatkan LDP dari KPPU
ini, Terlapor VII meneliti kembali berkas-
berkas dokumen, ternyata file-file yang
Terlapor VII terima dari CD yang diserahkan
KPA via ULP juga ‘terjadi kesamaan
metadata dengan_beberapa perusahaan
tersebut, author-nya juga atas nama Saiful
sehingga ‘tidak ada keterkaitan antara
kesamaan metadata file tersebut dengan
Pokja Konstruksi LXXXIX; --------------mmmomov
Bahwa adanya kesamaan metadata tersebut
di luar pengetahuan Terlapor VII karena
pada saat melakukan pembukaan
penawaran informasi yang Terlapor VII
dapatkan adalah hanya informasi Nama
Peserta, Nama File, Tanggal Kirim, dan
Hash Key. Kami dapat sampaikan bahwa
tahap awal dalam melakukan evaluasi
dengan cara melihat kelengkapan dokumen
penawaran, apabila pada tahap ini
dokumen penawaran yang memenuhi syarat
dilanjutkan dengan evaluasi administrasi
dan seterusnya; ----------=--=----mmmmmmmmm
Bahwa secara aturan, Terlapor VII tidak
berkonsentrasi untuk mengecek sumber file
apakah sama atau tidak. Terlapor VII hanya

melakukan evaluasi terhadap dokumen atau
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6).

file yang diterimanya dan sesuai dengan

keterangan Ahli IT, Muhammad Sabri Lubis

”Biasanya pokja tidak konsentrasi kesitu.
Pokja lebih kepada pemenuhan
persyaratan yang ada, karena memang
secara aturan setahu saya mungkin Pokja
tidak ada pasal untuk mengecek sumber
apakah sama atau tidak. Mereka menerima
file yang ada kemudian melakukan
tugasnya sesuai file yang diberikan. Saya
rasa seperti itu, jadi memang setahu . Saya,
syarat untuk menjadi pokja-tidak harus
dari orang IT; ---------————-Sm———sem
Bahwa  dengan  demikian  kesamaan

metadata ini tidak bisa menarik Terlapor VII
ke dalam persekongkolan vertikal karena
ketentuan tentang pengadaan barang dan
jasa tidak' mengatur sumber file peserta

tender sebagai unsur evaluasi penawaran.--

Bahwa dalam LDP tim Investigator pada angka

18 halaman 21 tentang Adanya Kesamaan

Dan/Atau Kemiripan Pada Dokumen Penawaran

Antar Peserta Tender, dapat kami simpulkan

berdasarkan fakta-fakta pada saat persidangan

sebagai berikut: -------------—mo

1).

2).

Bahwa tim Investigator dalam LDP-nya
menyebutkan ada 2 (dua) perusahaan
peserta tender yang memiliki kesamaan dan
kemiripan pada dokumen penawaran yaitu
PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam
Sejahtera terkait dengan dokumen surat
kuasa dan beberapa dokumen lainnya,
kemudian antara PT Mina Fajar Abadi dan
PT Adhi Putra Jaya terkait dengan dokumen
jaminan penawaran; --------------------=---—-—-
Bahwa dalam tahapan evaluasi yang
dilakukan Terlapor VII, PT Sumber Alam
Sejahtera dan PT Adhi Putra Jaya telah
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3).

gugur pada tahapan evaluasi administrasi
karena tidak menyampaikan jaminan
penawaran asli kepada Terlapor VII hingga
batas waktu yang telah ditentukan sehingga
dokumen penawaran PT Sumber Alam
Sejahtera dan PT Adhi Putra Jaya tidak
dievaluasi lagi dan dokumen tersebut tidak
lagi bersanding dengan dokumen PT Mina
Fajar Abadi pada tahapan evaluasi teknis
karena telah gugur pada ‘tahapan
sebelumnya. Hal ini sesuai. dengan
keterangan: ---------------—s - Smec
a). Ahli Jimmi Zikria (Ahli Pengadaan)
yang menyatakan- “Dalam evaluasi
system gugur, apabila suatu peserta
telah dinyatakan gugur pada satu
tahapan-maka peserta tersebut tidak
dapat ikut dalam tahapan berikutnya”;
b). Ahli Nosin (Ahli Pengadaan) yang
menyatakaan “Tahapan evaluasi
dilakukan sesuai dengan tahapan
dokumen dan evaluasi dilaksanakan
secara bertahap. Apabila pada tiap
tahapan Penyedia tidak lulus maka
Penyedia dinyatakan gugur. Misalnya
penyedia tidak memenuhi persyaratan
administrasi maka perusahaan
tersebut secara otomatis dinyatakan
gugur sehingga tidak perlu dilanjutkan
ke tahap evaluasi teknis”;----------------
Bahwa terkait adanya kesamaaan atau
kemiripan dokumen diantara Terlapor I
dengan Terlapor II dan Terlapor I dengan
Terlapor VI, Terlapor VII tidak mungkin
dapat mengetahui indikasi persekongkolan

tersebut pada saat evaluasi teknis karena
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4).

dokumen Terlapor II dan Terlapor VI telah
gugur ditahapan evaluasi administrasi
karena tidak menyampaikan jaminan
penawaran asli. Sesuai dengan dokumen
pemilihan BAB III point 15.1 angka 2,
sebagai berikut: -----------—-- o

2. Jaminan Penawaran dengan
ketentuan: ---------------------m----———--ug
1. Softcopy Jaminan  Penawaran

disampaikan sebagai bagian dari
dokumen administrasi;-----=--~-----

2.  Jaminan Penawaran asli
disampaikan  secara, langsung
atau melalui pos/jasa pengiriman
dan diterima Biro  PBJ Pemerintah
Aceh 1 (satu) hari kerja sebelum
batas akhir penyampaian
penawaran dan paling lambat

1 (satu) jam sebelum batas akhir
penyampaian  penawaran ke
alamat seperti tercantum dalam
BAB IV LDP Ketentuan Tambahan
Lainnya; -------------=-====——=———--———-

3. Dalam hal Jaminan Penawaran
asli tidak diterima Biro PBJ
Pemerintah Aceh sampai dengan
batas waktu yang ditentukan,
maka penawaran  dinyatakan
gugur. Segala resiko
keterlambatan dan kerusakan
pengiriman Jaminan Penawaran
asli menjadi resiko peserta; --------
Bahwa mengenai PT Mina Fajar Abadi dan

PT Adhi Putra Jaya menyampaikan
dokumen  jaminan penawaran yang
diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang
sama yaitu PT Asuransi Rama Satria
Wibawa Cabang Banda Aceh, menurut
Terlapor VII bukanlah suatu tindakan
persengkongkolan, karena hal ini adalah
sangat mungkin terjadi apabila suatu

perusahaan asuransi menerbitkan Jaminan
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5).

Penawaran kepada beberapa peserta
pelelangan yang sama. Hal ini juga telah
diakui oleh Saksi Surep, Pimpinan Cabang
PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dalam
persidangan sebagai berikut: ----------------—-

- Untuk tender RSUD langsa tahun 2018
perusahaan yang meminta dukungan
jaminan penawaran ke asuransi Rama
hanya dua yaitu PT Mina Fajar Abadi
dengan Nomor Register
34.1101.08.18.00241 dengan nilai
jaminan 1,2 Milyar, dan PT Adhi Putra
Jaya dengan Nomor Register 34.1101.
08.18.00242 dengan- nilai jaminan 1,2
Milyar; --------—-==or o8 o

- Nomor registernya . berurutan karena
kebetulan hari itu sepi tidak ada orang
lain yang. membuat jaminan seperti hart
biasanya,~tapi karena persyaratannya
pembuatan jaminan itu di atas 10 Milyar
maka menjadi sepi maka masuk langsung
ada maka dengan tidak disengaja nomor
reg” berurutan yang bawanya lain-lain
OTANGNYQ;--==-=============mm o mmmom oo

-7 Yang meminta jaminan penawaran dari PT
Mina Fajar Abadi orangnya meninggal,
anak buahnya Saudara Edi yang datang
ke kantor saya sementara dari PT Adhi
Putra Jaya yang memohon adalah
Saudara Saifuddin; ------------=-------————-

Bahwa benar sebagaimana yang

disampaikan oleh Ahli Nosin yang
menyatakan bahwa Pokja harus
mengevaluasi semua dokumen penawaran
berdasarkan dokumen pemilihan dan
melihat indikasi-indikasi kesamaan
dokumen antar peserta tender. Terlapor VII
telah melaksanakan evaluasi dokumen
peserta dengan mengacu pada dokumen
pemilihan dan telah menggugurkan peserta
tender yang tidak memenuhi persyaratan

pemilihan termasuk Terlapor II dan Terlapor
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VI pada tahapan evaluasi administrasi
sehingga jikapun antara Terlapor I, Terlapor
II, dan Terlapor VI ada indikasi
persekongkolan maka mata rantai
persekongkolan horizontal tersebut telah
terputus pada tahapan evaluasi;--------------
6). Bahwa Pokja sama sekali tidak terlibat
dalam persekongkolan dengan peserta
tender. Terlapor VIl melaksanakan
pekerjaan tender tersebut berdasarkan
dokumen pemilihan dan ketentuan
pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Terlapor VII  tidak ' pernah menjalin
komunikasi dan berhubungan dengan para
peserta tender dan tidak mengenal semua
peserta yang-mengajukan penawaran dalam
tender ~pekerjaan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa. Hal ini dibuktikan dengan
keterangan Terlapor I hingga Terlapor VI
yang di bawah sumpah mereka menyatakan
tidak pernah berhubungan atau
berkomunikasi dengan Terlapor VII terkait
dengan pelaksanaan tender pekerjaan ini. --
Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pasar 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, tim Investigator di dalam
Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) pada
halaman 25 angka 19 menyatakan Adanya
Diskriminasi Dan Atau Perlakukan Istimewa Dari
Pokja Kepada Pelaku Usaha Tertentu dengan
Uraian: —-------—--mmmm oo
1). Bahwa dalam proses tender terdapat
kelalaian dari Pokja yang tidak melakukan
pengecekan dokumen peserta dengan

seksama dan memperhatikan check Ilist
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terkait indikasi persekongkolan dalam
tender. Hal tersebut dapat dilihat dari
adanya kesamaan kesalahan penulisan
dokumen, nomor surat yang berurutan baik
itu jaminan penawaran dari bank maupun
asuransi, juga surat dukungan peralatan; --
2). Bahwa adanya sanggah, terdapat
sanggahan-sanggahan dari para peserta
yang memasukan dokumen tender,‘dimana
alasan gugur PT Sinatria inti Surya 'ialah
Daftar Personal Inti tidak sesuai dengan
yang dipersyaratkan .dalam dokumen
pengadaan, yakni posisi ahli arsitektur atas
nama Ir. Asmardi<berprofesi sebagai dosen.
Sedangkan dalam ‘dokuman pengadaan
tidak ada mensyaratkan bahwa kebenaran
profesi tenaga-ahli harus sesuai dengan yang
tercantum di KTP; -----—-—-—-—————— oo
Bahwa  terhadap dugaan pelanggaran yang
diajukan-oleh Tim Investigator dalam LDP secara
hukum serta fakta-fakta dalam persidangan
tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan Pokja
Konstruksi-LXXXIX di dalam persekongkolan
vertikal dalam Perkara Nomor 4 /KPPU-L/2020;--
Bahwa Terlapor VII tidak pernah lalai dalam
melakukan evaluasi, Terlapor VII telah melakukan
evaluasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi
kepada peserta (IKP) pasal 26.3 ayat 3 Ketentuan
Umum dalam melakukan evaluasi sebagai
berikut: penawaran yang memenuhi syarat
adalah  penawaran yang sesuai dengan
ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,
tanpa ada penyimpangan yang  bersifat

penting/ pokok atau penawaran bersyarat. --------
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Ketentuan ini juga ditegaskan dengan keterangan
ahli pengadaan Nosin, S.Sos, MAP yang
menyatakan “dokumen pemilihan merupakan
landasan hukum di dalam proses pengadaan
barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh para

pthak baik oleh pokja maupun penyedia”.-----------

Terlapor VII telah melakukan evaluasi setiap
dokumen peserta tender sesuai dengan tahapan
evaluasi yang terdiri dari 4 (empat) jenis evaluasi
yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis,
Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi. Dengan
ketentuan dokumen peserta yang telah gugur
pada satu tahapan evaluasi tidak lagi menjadi
dokumen yang dievaluasi pada tahapan
berikutnya sehinggajika ada kemiripan dokumen
antar peserta sebagai indikasi persekongkolan
seperti adanya kesamaan kesalahan penulisan,
nomor - surat yang berurutan, dan dukungan
peralatan tidak dapat ditemukan oleh Terlapor
VII karena dokumen tersebut tidak bersanding
lagi ditahapan berikutnya;-------------=--=-—=-——————-
Bahwa terkait dengan adanya sanggahan dari
peserta tender setelah diumumkannya pemenang
adalah hal yang wajar dan diatur dalam
ketentuan pengadaan barang dan jasa. Adanya
sanggah dari PT Sinatria Inti Surya mengenai
alasan gugurnya PT Sinatria Inti Surya karena
Daftar Personil Inti tidak sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan telah
dijawab oleh Terlapor VII dalam jawaban sanggah
yang bahwa Ir. Asmardi yang ditempatkan pada
posisi Ahli Arsitektur berprofesi sebagai dosen
dibuktikan dengan data pendukung personil
yang diajukan dokumen penawaran yaitu Kartu

Tanda Penduduk atas nama Ir. Asmardi, MT, IAI
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6.7.5.

pada bagian pekerjaan tertulis dosen. Informasi
yang diperoleh Terlapor VII melalui data KTP Ir.
Asmardi menimbulkan keraguan Terlapor VII
terhadap keterpenuhan persyaratan Bab III IKP
poin 26.5 Evaluasi Teknis ayat 7 menjelaskan
“personil inti yang akan ditempatkan secara
penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam LDP serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan”. Sesuai dengan Bab
[II IKP Poin 26.5B ayat 8 menjelaskan: "apabila
dalam evaluasi teknis terdapat hal-halyang kurang
jelas atau meragukan Pokja ULP melakukan
klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang
berwenang. Dalam ' klarifikasi peserta tidak
diperkenankan mengubah substansi penawaran.
Hasil klarifikasi dapat menggugurkan

penawaran’. —s-—s-----m oo

Setelah Terlapor VII melakukan Kklarifikasi
melalui website
https://pddikti.kemdikbud.go.id/ ditemukan
bahwa Ir. Asmardi tidak dapat ditempatkan
secara penuh pada pekerjaan tersebut karena
berprofesi sebagai dosen tetap Universitas Eka
Sakti Padang; ------------=-==-——mmmmm o
Bahwa tindakan Terlapor VII dalam
mengklarifikasi informasi terhadap Ir. Asmardi
adalah sesuai dengan ketentuan Dokumen
Pengadaan Nomor 01/POKJA- LXXXIX/DINKES-
02/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 sehingga
tindakan tersebut bukan merupakan perlakuan

diskriminatif terhadap PT Sinatria Inti Surya. ----

Kesimpulan (Konklusi) -------------==-=-—cmmmmme e~
Berdasarkan Analisa yuridis yang disandarkan pada
bukti surat dan keterangan Saksi dan Ahli di depan

persidangan dapat disimpulkan bahwa Terlapor VII
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tidak terlibat dalam persekongkolan vertikal dengan
peserta tender karena pelaksanaan tender pekerjaan
pembangunan RS Regional Langsa telah mengacu
pada dokumen pemilihan dan peraturan pengadaan

barang dan jasa. -------------mmmmmm o

Sesuai Perka KPPU Nomor 2 tahun 2010, yang
dimaksud bersekongkol adalah "kerja sama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas
inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam
upaya memenangkam peserta tender. tertentu'.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
pengertian kerja sama adalah kegiatan atau usaha
yang dilakukan oleh beberapa “orang (Lembaga,
pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan

bersama. ------------mmm A

Bahwa berdasarkan “pemeriksaan dan keterangan

saksi-saksi dalam. persidangan KPPU tidak terdapat

bukti adanya kerja sama yang melibatkan Terlapor

VII, serta tidak ada komunikasi Terlapor VII dengan

peserta tender saat pra tender, saat tender, dan pasca

penetapan pemenang. Pun, tidak terungkap adanya

tujuan bersama yang beririsan antara Terlapor VII

dengan peserta tender. Dengan demikian tuduhan

adanya persekongkolan vertikal yang melibatkan

Terlapor VII tidak terbukti. ----------------cmcmme e~

7. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi,
Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup

untuk mengambil putusan.---------=-=---mmmmmmmm

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan
Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan Saksi,
Keterangan Ahli, Keterangan Terlapor, Surat-Surat dan/atau Dokumen,

Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan
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oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor, Majelis Komisi menilai,
menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat
bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
terhadap Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU
Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara
Nomor 04/KPPU-L/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis
Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ---------------=——c-—cmcmeu-2
Tentang Identitas Terlapor. -------=—--— oo
Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -------------—--—=t-=co-=-=
Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. -------------—---2c—2———-
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------
Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. -----------------ocmmme-mmmm -

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. -----------------

No g bk b=

Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -------<--=c--=2mmmmmmmmmmm
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:----------

1. Tentang Identitas Terlapor ----------=&--=—-mmmmmm e
1.1. Bahwa Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, yang beralamat di Jalan
Kuala Bagok Dusun Mesjid, Gampong Keude Bagok Sa,
Kecamatan Nurussalam; Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
24456, Indonesia, Nomor Telepon: (0641)
24412/082282255540/085260183374, merupakan badan
hukum , yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal

09 Maret 2007 yang dibuat oleh Nurdhani, SH, Notaris di Kota
Banda ‘Aceh, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang
pembangunan termasuk pembangunan gedung, konstruksi dan
renovasi gedung. Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 07 Juni

2018 yang dibuat oleh Mukhsin Putra Haspy, SH, SpN, Notaris

di Kota Banda Aceh mendirikan kantor cabang di Kota Langsa,
Provinsi Aceh dengan Saudara Ichwan sebagai Pimpinan Cabang

dan memberikan kuasa kepada Saudara M. Yusuf sebagai
Direktur Utama dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan

Terbatas PT Mina Fajar Abadi (vide bukti B20 dan C47). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan
ditetapkan menjadi pemenang dalam tender paket pekerjaan

Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker
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1.2.

1.3.

Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun

Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). -------------—--——cmmmmeeev

Dalam proses persidangan, Saudara Marzunis selaku Direktur
Utama PT Mina Fajar Abadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Oktober 2020 memberikan Kuasa kepada Safaruddin,
S.H., Yudhistira Maulana, S.H., dan Suhaimi N, S.H. dari Law
Firm Safar and Partners, yang beralamat di Lantai 17, Jakarta
Stock Exchange Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-583,
Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (vide bukti T1:3). =-===--
Bahwa Terlapor II, PT Sumber Alam Sejahtera, yang beralamat di
Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 27, RT/RW: 013/002,
Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Nomor Telepon:
081372920777/08529000216, merupakan, badan hukum yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2001
yang dibuat oleh Hanugerah; S.H., Notaris di Batam, dengan
kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan antara lain
bertindak sebagai kontraktor pada umumnya (general contractor)

(vide bukti B21, C36,«dan C37). ------------mmmmmmm oo

Dalam praktiknya,, Terlapor II telah menjadi peserta dalam
tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional .Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah
Daerah “Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684 106). —---mmm oo
Bahwa Terlapor III, PT Arafah Alam Sejahtera, yang beralamat di
Komplek Singgalang A-10 Nomor 3, RT/RW: 004/004, Kelurahan
Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat 25172, Indonesia, Nomor Telepon: (0751)
484693, Nomor Faksimile: (0751) 7059293, merupakan badan
hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal
16 April 2003 yang dibuat oleh Eli Satria, Notaris di Padang
dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pengembang atau
developer bagi proyek perumahan (real estate), pusat
perbelanjaan dan atau gedung-gedung perkantoran dan menjadi

kontraktor untuk proyek pekerjaan bangunan, gedung, rumabh,
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1.4.

jalan, dermaga, jembatan, lapangan terbang, pengairan,
pembukaan lahan, dan bangunan umum lainnya (vide bukti

B22, C39, dan C40). ~-----nnmmnmmmmmmmmmmmmmoo oo

Berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat
oleh Yuliarni, SH, Notaris di Kota Padang mendirikan Cabang
Perseroan Terbatas PT Arafah Alam Sejahtera di wilayah
Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Langsa, Provinsi
Aceh dengan Saudara Qualid Azan sebagai Kepala Cabang (vide
bukti C38). —----mmmmm LN

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam
tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah' Sakit Rujukan
Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah
Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684106). -------mmmmmmmmm o R B
Bahwa Terlapor IV, PT Betesda Mandiri, yang beralamat di Jalan
Penampungan II Nomor ~ 01, ~Kelurahan Helvetia Timur,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, Indonesia, Nomor Telepon: (061)
42771337/081370761167, merupakan badan hukum yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 01 Agustus 2008
yang dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan
dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan,
pemborongan pada umumnya (general contractor) dan
pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dan

dermaga (vide bukti B23 dan C49). -----——-——————ommmmm

Berdasarkan Akta Nomor 179 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat
oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Kota Medan menerima
Saudara Kamarullah masuk ke dalam Perseroan sebagai salah
seorang anggota Direksi dengan jabatan sebagai Direktur (vide
bukti C32). —--mmmm oo

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah menjadi peserta dalam
tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan

Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah
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1.5.

1.6.

1.7.

Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684 106). —--mmmmmm oo oo
Bahwa Terlapor V, PT Eka Jaya Lestari, yang beralamat di Jalan
Rantau Bukit Tempurung, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi
Aceh, Indonesia, Nomor  Telepon: (0641) 7430556/
085249294931, merupakan badan hukum yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 201 tanggal 21 Maret 2004 yang dibuat
oleh Riza Octariana, SH, Notaris di Kota Langsa dengan kegiatan
usaha antara lain di bidang pembangunan rumah, ‘gedung,
jembatan, jalan, pekerjaan beton, irigasi, perawatan bangunan,

atau bertindak sebagai general contractor (vide bukti.C45 dan

Dalam praktiknya, Terlapor V telah menjadi peserta dalam
tender paket pekerjaan Pembangunan'Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa Satker Dinas“Kesehatan Aceh Pemerintah
Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684106). —------mmmm o e e
Bahwa Terlapor VI, PT Adhi Putra Jaya, yang beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 01/45, Provinsi Jambi, Indonesia,
Nomor Telepon: (0741) 7550792/081274412323, merupakan
badan hukum ' yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 67
tanggal 30 Desember 2004 yang dibuat oleh Muhammad Zen,
S.H., Notaris di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain di
bidang " pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemborongan pada

umumnya (general contractor) (vide bukti B25 dan C31). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor VI telah menjadi peserta dalam
tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah
Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang:
17684 106). —--mmmm oo
Bahwa Terlapor VII, Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018
(selanjutnya disebut Pokja), yang beralamat di Jalan T. Nyak
Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh 23125, Indonesia. --
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2.

Terlapor VII dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Kepala Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemerintah Aceh Nomor
027/SP/149/PBJ/2018 tertanggal 21 Mei 2018 dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut (vide bukti C59):---------—----coceeev
Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja Konstruksi-LXXXIX

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
Tahun Anggaran 2018

No Nama NIP Jabatan
1 Hendra Satria, ST, MT | 19791001 200604 1 007 Ketua
2 | Jufrial, ST, MT 19760923 200604 1 003 | Anggota
3 | Khairuddin, ST 19790712 200312 1 003 | Anggota
4 | Saiful Bahri, ST 19790902 200901 1002 | Anggota
S | Rahmat Fazila, ST 19780825 200604 1 004 | Anggota

Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------=-s=-s-cmeemaemmun-

2.1.

2.2.

2.3.

Bahwa objek perkara a quo adalah. Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas
Kesehatan Aceh Tahun Anggaran2018 (Kode Lelang: 17684100).
Bahwa berdasarkan dokumen Summary Report Lelang, diketahui
bahwa kode lelang 17684106 dengan nama Pembangunan RS
Rujukan Regional:.Langsa, dengan jenis pekerjaan konstruksi,
kualifikasi usaha perusahaan non kecil, metode pascakualifikasi
satu file-harga terendah sistem gugur. Sumber dana berasal
APBD /dari’ Tahun Anggaran 2018 dengan Harga Perkiraan
Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar
Rp39.996.458.774,81 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus
sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu
tujuh ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh satu rupiah)
(vide bukti C43 dan C63).-------—-———mmmm oo
Bahwa dalam perkara a quo, para Terlapor diduga melakukan
pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak




3.

Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait -------------------neueeeumv

3.1.

3.2.

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2010). -----
Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c Perpres Nomor 54
Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut: ------------—-=—cccceo-

“b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan
Barang/ Jasa”;-----=====-= oo

“c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung-maupun tidak
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak
Senat”. —-----mm o

Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan-ayat (2) PP Nomor 54
Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut: ------

(1) Dalam melakukan evaluast, penawaran, ULP/Pejabat
Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; ------------

(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan
dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan
tindakan post bidding. ---------==-=========mmmmmmmme -

Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e PP Nomor 54

Tahun 2010 mengatur pemilihan gagal sebagai berikut: -----------

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal
APADILQ: === === === = m o o m o

e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan
bukti/ indikasi terjadinya persaingan tidak sehat. --

Bahwa PP Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 70
Tahun 2012). Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1)
huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dinyatakan: ----------------

Pasal 83 ayat (1) huruf ¢ --------------——----—- oo
(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan
Langsung gagal apabila: ----------==-==-===-=-mmmmmmmmm -

e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak
SERAL;-—--= ==



3.3.

3.4.

Penjelasan —-----------mm oo
Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus
dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ------
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode
kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan,
dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan
(merk/ tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ------------------
Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ------------
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa

yang berada dalam 1 (satu) kendali; --------------=--=----——--2=%
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,

antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, -dan

format penulisan; -----------=-=---mm oo d L
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin-yang sama

dengan nomor seri yang berurutan.-----------=s==—-s<--——oo—————

Bahwa PP Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan

N

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 16
Tahun 2018). Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dinyatakan:

Pengadaan Barang/Jasa.yang persiapan dan pelaksanaan
dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. --------------=--—-——-————-

Bahwa berdasarkan penjabaran Unsur Bersekongkol dalam
Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
(selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010)
adalah sebagai berikut: ------------- oo

Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak
lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam
upaya memenangkan Peserta tender tertentu. ------------------

Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: -------------
a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ---------------------—
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan

tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;----
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----

d. Menciptakan persaingan semu;-------------=-==-—---mmommmmmo————
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Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan; ------------—m oo
Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan
tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka
memenangkan Peserta tender tertentu; --------------------————-
Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender
atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung
kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara

melawan hukum. -----------—--cmmmmmm

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan

pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender atau lelang

antara lain meliputi: ------------=———- o

a.
b.

Adanya dokumen yang diterima setelah batas waktu;--------
Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop
bersama-sama dengan penawaran Peserta tender yang lain;
Adanya penawaran yang'diterima Panitia dari pelaku usaha
yang tidak mengikuti ‘atau tidak lulus dalam proses
kualifikasi atau proses administrasi; ---------------=--=--=-————-
Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat
akhir sebelum pemasukan penawaran; ----------------------—--
Adanya ~pemindahan lokasi atau tempat penyerahan
dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman

Seeara terbuka. -----------mmmm e

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi atau

pralelang, antara lain meliputi: -------------=-= - oo

a.

Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi
atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu; ----------------
Adanya kesepakatan dengan pelaku wusaha tertentu
mengenai spesifikasi merek, jumlah, tempat, dan/atau
waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau
dilelangkan; ----------=mmm oo
Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat dan/atau

waktu pengumuman tender atau lelang; --------------------——--
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Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi
walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan; ----------- oo
Panitia memberikan perlakuan khusus atau istimewa
kepada Peserta tender atau lelang tertentu; ----------------—---
Adanya pesyaratan tambahan yang dibuat setelah
prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada Peserta; -----
Adanya pemegang saham yang sama di antara Peserta atau
Panitia atau pemberi pekerjaan walaupun pihak lain yang
terkait langsung dengan tender atau lelang (benturan

kepentingan). ------------m-mmmmm oot

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat ' evaluasi dan

penetapan pemenang tender atau lelang, antaralain meliputi: ---

a.

Jumlah Peserta tender atau lelang yang lebih sedikit dari
jumlah Peserta tender atau lelang dalam tender atau lelang
sebelumnya;--------=--—-= -2
Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih
rendah dari harga ‘tender atau lelang sebelumnya oleh
perusahaan atau-pelaku usaha yang sama; --------------------
Peserta tender atau lelang memasukkan harga penawaran
yang hampir sama;-----------------= oo
Peserta tender atau lelang yang sama, dalam tender atau
lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk
barang yang sama tanpa alasan yang logis untuk
menjelaskan perbedaan tersebut; ----------------——ceme -
Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada
Peserta tender atau lelang tertentu;---------------=——=——--——————-
Adanya beberapa dokumen penawaran tender atau lelang
VaNE MITIP; —m- - m oo oo oo o oo oo o
Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi
oleh Panitia; ------—---------omo e e e e e
Proses evaluasi dilakukan di tempat tersembunyi; ------------
Perilaku dan penawaran para Peserta tender atau lelang
dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama

dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya. -------------

- 168 -



3.5.

Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan Secara
Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dokumen
Pengadaan Nomor 01/POKJA-LXXXIX/DINKES-02/2018 tanggal
03 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pembangunan RS Rujukan
Regional Langsa Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada
angka 4 adalah sebagai berikut (vide bukti C2):--------------ecuev

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme (KKN),
Persekongkolan serta Penipuan ---------------=--—=-————-—————Zu-
4.1.  Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini

berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan
dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: ----
1. Berusaha mempengaruhi anggota..Pokja ULP
dalam bentuk dan cara apapun, untuk
memenuhi keinginan Peserta yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan,
dan/atau peraturan perundang-undangan; ---
2. Melakukan persekongkolan dengan Peserta lain
untuk mengatur- hasil pelelangan sehingga
mengurangi/ menghambat/ memperkecil/
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan pihak lain; ------------=--=——=————————————
3.  Membuat. dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar
untuk -memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan ini. -------=--=-==—=——-mmmmmmmmme
4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan
sanksi sebagai berikut-------==--=====-—cmmmommmm
a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari
proses pelelangan atau pembatalan penetapan
DPEMENANG; ~--========== == mm o m oo
Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; -------
c. Gugatan secara perdata; dan/atau ----------------
d. Pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang. ---------=======mmmmmmmm o
4.3.  Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada
PA )/ KPA. = m e

Bahwa berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada
angka 5, yaitu (vide bukti C2):-----------------—-- -

5. Larangan Pertentangan Kepentingamn-----------------=--=-——--——-
5.1.  Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara

langsung maupun tidak langsung. ---------------------—-
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5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada angka 5.1 antara lain meliputi: --------------------

1. Dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau
dewan komisaris merangkap sebagai anggota

direksi atau dewan komisaris pada badan

usaha lainnya yang menjadi Peserta pada
Pelelangan yang sama, -----------==-=======-———————-

2. Dalam  Pekerjaan  Konstruksi, konsultan
perencana/ pengawas bertindak sebagai
pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

direncanakannya/diawasinya, kecuali '‘dalam
pelaksanaan Kontrak Pengadaan .Pekerjaan
Terintegrasi; ---------=--======——=——cmmmodo——ioo
3. Konsultan manajemen konstruksi—. berperan
sebagai Konsultan Perencana dan/atau
Konsultan Pengawas; -------#--=¢=====-===-—cmmmueom
4. Pengurus koperasi pegawai’ dalam suatu
K/L/D/I atau anak. perusahaan pada
BUMN/BUMD yang..mengikuti Pengadaan dan
bersaing dengan perusahaan lainnya,
merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau
pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
Pelelangan, =--=----=--=-====——ommmmmmmm
5. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan perusahaan Peserta;-----------------
6.« Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari
50% (lima puluh perseratus) pemegang saham
dan/atau salah satu pengurusnya sama. --------

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999----------

4.1.

4.2.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XIV /2006, menyatakan: ------------=----cmmcmmmuuv

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha
lain dan/atau pithak yang terkait dengan pelaku usaha lain
untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat”. ——-=----= - oo

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak
terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka

Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai



4.3.

4

4.2.1.  Unsur Pelaku Usaha; ---------------mmmmmmmmmmm
4.2.2.  Unsur Pelaku Usaha Lain; ------------=—---—mmmmmme -
4.2.3.  Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha;---------
4.2.4. Unsur Bersekongkol;--------=-----mmmmmmmmmmo
4.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang
Tender; dan —-------——=—— - oo
4.2.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan
Usaha Tidak Sehat.--------------------mmmm o
Unsur Pelaku Usaha ---------------------mmmmm o
4.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU.Nomor 5
Tahun 1999 adalah -------------------cmm e

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum atauw-bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan di dalam wilayah-hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian,. menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi”; ----------=--==-—-—-=———-

4.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara
a quo adalah Terlapor I sebagaimana telah diuraikan
pada butir1.1 bagian Tentang Identitas Terlapor; --------

4.3.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I merupakan
pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS
Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh
Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106); ---------

4.3.4. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha
terpenuhi. ---------------e e

Unsur Pelaku Usaha Lain ----------------------mmmm -

4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain
dalam perkara a quo adalah Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor 1V, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana
telah diuraikan pada butir 1.2 sampai dengan butir 1.6
bagian Tentang Identitas Terlapor; --------------------—---—-

4.4.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan
peserta Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS
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Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh

Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106); ---------

4.4.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain
terpenubi. ---------------- - i .  p e . e . . - (o oo

4.5. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha -----------------—--
4.5.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir

[3.14.3] halaman 190: ------—-——cmmmmm

“Makna  persekongkolan  sebagaimana'. —yang
dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU. 5/1999
dapat menjawab dan mengimbangi Kempleksitas
modus persekongkolan yang ada, maka harus
diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha
dalam pengertian yang konvensional akan tetapi
juga “pthak yang terkait-dengan pelaku usaha”.
Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak
saja menjadikan frasa ‘“pihak lain” sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal
24 UU 5/ 1999 yang ada dalam praktik selama ini
dan dapat “menjangkau siapa saja dan tanpa
batas, akan ‘tetapi diharapkan akan menjadi
terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada
kaitannya dengan pelaku usaha”, -----------------—---

4.5.2. Bahwa' yang dimaksud dengan pihak yang terkait
dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada
butir 4.5.1. dalam perkara a quo adalah Pokja
Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 Tender Paket
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh
Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran
2018 (Kode Lelang: 17684106) selaku Terlapor VII
sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.7 bagian
Tentang Identitas Terlapor; -------------=——-mmmmmmmme -

4.5.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pihak Yang Terkait
dengan Pelaku Usaha terpenuhi.-------------—--occcceee -

4.6. Unsur Bersekongkol ---------=—— oo oo

4.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah-----

“Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan
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4.6.2.

4.6.3.

dengan cara apapun dalam upaya memenangkan
peserta tender tertentu”;-----------=---==----mmmmmmmmmo——-

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2
Tahun 2010 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol”
tersebut antara lain dapat berupa: --------------=----=—————-
a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam

melakukan tindakan penyesuaian dokumen

dengan peserta lainnya;-----------------------so==m_i

C. Membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan; ---------------------mmmmmon S
d. Menciptakan persaingan semu;---===--==-------------
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan; ---------<====mme e
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan
meskipun mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan
peserta tender tertentu; -------------——-———-m—mmmm -
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh
penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung maupun tidak langsung kepada pelaku
usaha yang mengikuti tender dengan cara
melawan hukum.-------------—-—- o
Tentang Persekongkolan Horizontal -------------------—————
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan
horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara
pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan sesama

pelaku usaha penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait
dengan persekongkolan horizontal dalam perkara a quo
didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan
sebagai berikut: ------------ oo
a. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran-----------

1). Tentang Surat Kuasa Terlapor [ dan

Terlapor I -----—-=————— o
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Bahwa terdapat kesamaan kesalahan
penulisan kata “selanjutnya” menjadi
“selanjutya” pada surat kuasa Terlapor I dan
Terlapor II yaitu sebagai berikut (vide bukti
C20 dan C22): ~-——--—mmmmmmmmm oo

Terlapor 11

Tentang Surat Pernyataan Tunduk Kepada
Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan
Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat
Waktu Terlapor I dan Terlapor II --------------
Bahwa terdapat kesamaan kesalahan
penulisan berupa kata “dengan dengan”
yang seharusnya “dengan” pada Surat
Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi
Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup
Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu
Terlapor I dan Terlapor II (vide bukti C20

Demikian Surat Pemyataan ini sava a untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya
Langsa, 13 Agustus 2018
PT. MINA FAJAR ABADI
ERAI
p?xtr‘. ‘ll"rl\ ’({f‘ _:,,
BEFASAEF 17300422 ﬁv /f".{'g;}"/

8 ! ‘W’M i
6000 4t AN

ICHWAN
Direktur Cabang
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Terlapor II

Demikian Surat Pernyataan ini saya ZJE!"‘(JE"'QBH
dipergunakan sebagaimana mestinya )

dengan gebenamnya untuk dapat

Langsa/ 13 Agustus 2018
PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA

fETERAL \ay | [
TEMPEL o

1T3RE _“MT“
y X

SAID FAURAL

Direktur Cabang

3). Tentang Surat Pernyataan Dukungan
Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk
Pekerjaan Beton dan Surat < Pernyataan
Kepemilikan Peralatan Pendukung dan
Bahan Untuk Pekerjaan- Beton Terlapor I
dan Terlapor IT--------==c—s-—smmmm o
a). Bahwa Terlapor. I dan Terlapor II

memasukkan+, dokumen pendukung
berupa Surat Pernyataan Dukungan
Peralatan Pendukung dan Bahan
Untuk Pekerjaan Beton dan Surat
Pernyataan Kepemilikan Peralatan
Pendukung dan Bahan  Untuk
Pekerjaan Beton yang berasal dari
PT Sumbetri Megah sebagai berikut
(vide bukti C19, C20, C21, C30, dan

Gambar 1. Surat Pernyataan Dukungan Peralatan
Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton

YPK PT. FLN (Persero) } YPK PT. PLN (Persero)
PT. SUMBETRI MEGAH | PT.SUMBETRI MEGAH

CEbhali DT
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Gambar 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan
Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton

YPK PT. PLN (Pe

byt PT. SUMBETRI MEGAH

T. PLN (Persero
PT. SUMBETRI MEGAH

b). Bahwa terdapat<kesamaan kesalahan
penulisan berupa kata “Persusahaan”
yang seharusnya “Perusahaan” dan
kata “mensupplay” yang seharusnya
“mensupllay” pada Surat Pernyataan
Dukungan Peralatan Pendukung yang
berasal dari PT Sumbetri Megah;-------

c)..~ Bahwa terdapat kesamaan kesalahan
penulisan berupa kata “Blac List” yang
seharusnya “Black List” pada Surat
Pernyataan Kepemilikan Peralatan
Pendukung dan  Bahan  Untuk
Pekerjaan Beton yang berasal dari
PT Sumbetri Megah; --------------------—-

d). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi
Saudara  Dedi Hermansyah Frans
selaku Koordinator Pabrik Wilayah
Besitang PT Sumbetri Megah dalam
Sidang Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan bahwa PT Sumbetri
Megah hanya menerbitkan Surat
Pernyataan Dukungan Peralatan
Pendukung dan Bahan  Untuk

Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan
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Kepemilikan Peralatan Pendukung dan
Bahan Untuk Pekerjaan Beton kepada
Terlapor 1. Bahwa pihak yang
mengajukan permohonan dukungan
sampai serah terima  perjanjian
dukungan peralatan Terlapor II adalah
Saudara Ichwan selaku Kepala Cabang
Terlapor I (vide bukti BI.6 dan B7); ---
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor '1
dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan meminjam perusahaan PT Mina
Fajar Abadi dan memberi imbalan kepada
Saudara Hendry untuk membuat Dokumen
Penawaran Terlapor I (vide bukti B20);-------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II
dalam Sidang-Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan ~~Terlapor II tidak pernah
memberikan penawaran pada tender
perkara a quo (vide bukti B21); ----------------
Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi
pada pokoknya memberikan pendapat
sebagai berikut: ------------—- -
a). Saudara Nosin selaku Ahli Pengadaan
Barang atau Jasa Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang atau Jasa
Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa
Pokja melakukan evaluasi dengan
tujuan untuk memastikan semua
dokumen yang disampaikan oleh
Penyedia termasuk surat dukungan.
Salah satu indikasi persekongkolan
adalah kesamaan dokumen
penawaran seperti surat dukungan
yang diterbitkan oleh distributor atau
prinsipal yang ternyata sama dan atau

nomornya  berurutan = merupakan
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indikasi persekongkolan (vide bukti

b). Saudara Mahmul Siregar selaku Ahli
Hukum menyatakan bahwa indikator
yang mengarah kepada
persekongkolan antara lain kesamaan
dalam dokumen, kesalahan
pengetikan dokumen baik dokumen
penawaran maupun jaminan yang
sama, dokumen Akta yang sama, dan

pengendali yang sama (vide bukti

Bahwa Majelis Komisi menilai adanya
kesamaan dan kesalahan format penulisan
menunjukkan dokumen dikerjakan oleh
orang yang sama atau berasal dari sumber
yang sama. ~Bahwa kesamaan Dokumen
Penawaran menunjukkan bahwa satu orang
atau satu pihak yang sama secara terang-
terangan maupun diam-diam melakukan

tindakan penyesuaian dokumen.--------------

b. Tentang Jaminan Penawaran Terlapor I dan

Terlapor VI —--——---ommmmm e

1).

Bahwa terdapat kesamaan pihak pemberi
jaminan penawaran Terlapor I dan
Terlapor VI yaitu PT Asuransi Rama Satria
Wibawa cabang Banda Aceh (vide bukti C20,
C26, C33, dan C34): --------------mmmmmmmmm -

Gambar 3. Jaminan Penawaran Terlapor I
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2).

Gambar 4. Jaminan Penawaran Terlapor VI

B
B ;? I

fiooo-"

Bahwa terdapat kesamaan tanggal “terbit
jaminan penawaran yaitu 08 Agustus 2018
dengan nomor yang berurutan yaitu
34.1101.08.18.00241 dan
34.1101.08.18.00242_(vide bukti B8, B9,
C20, C26, C33, dan C34); --------------——-———=-
Bahwa berdasarkan keterangan  Saksi
Saudara Saifudin selaku Sekretaris Dewan
Pimpinan-  Provinsi Asosiasi Kontraktor
Seluruh ‘Indonesia (AKSI) dalam Sidang
Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan
bahwa pengurusan surat jaminan
penawaran Terlapor VI berdasarkan arahan
dari Saudara Saiful yang meminjam
perusahaan Terlapor VI (vide bukti B10);----
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I
dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan meminjam perusahaan PT Mina
Fajar Abadi dan memberi imbalan kepada
Saudara Hendry untuk membuat Dokumen
Penawaran Terlapor I (vide bukti B20);-------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI
dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan bahwa jaminan perusahaan
diurus oleh Saudara Saifudin selaku orang
yang meminjam perusahaan di Aceh (vide

bukti B9 dan B10); ------------—————-m—omm -
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8).

Bahwa berdasarkan keterangan Saudara
Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang atau
Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
atau Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Sidang
Majelis Komisi yang pada pokoknya
menyatakan  bahwa  apabila  jaminan
diterbitkan oleh penerbit yang sama;,
kemudian nomor juga berurutan maka
semestinya dilakukan klarifikasi. Evaluasi
harus dipastikan kebenarannya . bukan
hanya berupa data yang  disampaikan.
Apabila ada keraguan dalam evaluasi maka
harus diklarifikasi. <Termasuk dokumen
jaminan yang harus diklarifikasi kepada
penerbit-penerbit+. tersebut terkait benar
atau tidak keabsahannya (vide bukti B13);--
Bahwa ~berdasarkan keterangan Saudara
Mahmul Siregar selaku Ahli Hukum dalam
Sidang -Majelis Komisi yang pada pokoknya
menyatakan  bahwa  kesamaan  surat
dukungan peralatan harus dilihat secara
keseluruhan terkait indikator
persekongkolan. Indikasi-indikasi  yang
ditemukan antara satu dengan yang lain
dapat digunakan untuk menyimpulkan,
apabila terjadi indikasi seperti misalnya
kesalahan pengetikan kemudian indikasi
lain, semakin banyak ditemukannya
indikasi maka semakin tidak bisa diterima
akal sehat apabila kesemua terjadi secara
kebetulan dan para pihak bekerja secara
mandiri (vide bukti B16); ---------------———————-
Bahwa salah satu indikasi persekongkolan
berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1)
huruf e PP Nomor 70 Tahun 2012 adalah

jaminan  penawaran dikeluarkan dari
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penjamin yang sama dengan nomor seri
yang berurutan; -----------------mmmmcmme

9). Bahwa Majelis Komisi menilai Jaminan
Penawaran Terlapor I dan Terlapor VI yang
dikeluarkan dari penjamin yang sama
dengan nomor yang berurutan dalam
Dokumen Penawaran menunjukkan salah
satu indikasi persekongkolan berdasarkan
Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e

PP Nomor 70 Tahun 2012. ------—--—-2—-—2-———-

C. Tentang Tindakan Menjadi Perusahaan
Pendamping --------------=-m—mmmrmm S
1). Tentang Mengubah Akta Perusahaan --------
a). Bahwa Saudara Ichwan dalam Sidang
Majelis Komisi pada  pokoknya
menyatakan- meminta izin untuk
meminjam perusahaan Terlapor I

namun Direktur Utama Terlapor I
meminta Saudara Ichwan untuk dapat
menempati jabatan struktural sebagai

Direktur Utama sekaligus membuat

seluruh Dokumen Penawaran (vide

bukti B20); ------------— oo

b). Bahwa Terlapor II dalam Sidang
Majelis Komisi pada  pokoknya
menyatakan bahwa Terlapor II tidak

memiliki cabang di Aceh dan tidak

pernah menawar pada tender perkara

a quo. Bahwa Terlapor II menyatakan

user id dan password perusahaan

diretas (vide bukti B21); ------------—--—-

c). Bahwa Terlapor III dalam Sidang
Majelis Komisi pada  pokoknya
menyatakan bahwa  Terlapor III
mendirikan Cabang Perseroan

Terbatas PT Arafah Alam Sejahtera
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d).

di wilayah Kabupaten Aceh Timur,
Aceh Tenggara, dan Langsa, Provinsi
Aceh dengan Saudara Qualid Azan
sebagai Kepala Cabang  untuk
mengikuti tender perkara a quo dan
mendapatkan fee sebesar 2% (dua
perseratus) apabila memenangkan
tender (vide bukti B22); ------------—--=—=
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi
Saudara Kamarullah selaku
Wiraswasta dalam Sidang Majelis
Komisi pada pokoknya menyatakan
bahwa pernah dibawa ke suatu kafe di
Medan untuk diminta tanda tangan
dan tidak mengetahui yang
bersangkutan menjabat sebagai
Direktur- dari Terlapor IV. Saksi
mengatakan akan diberikan imbalan
apabila proyek dinyatakan menang

(vide bukti B12).-=----mn-mmmmmmeemmeemmmee

2). ‘Tentang Pinjam Meminjam Perusahaan------

a).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi
Saudara Saifudin selaku Sekretaris
Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi
Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI)
dalam Sidang Majelis Komisi pada
pokoknya menyatakan bahwa Saudara
Saiful meminta bantuan mencarikan
perusahaan yang akan dipinjam
kemudian memperkenalkan PT Adhi
Putra Jaya (Terlapor VI) untuk
dipinjam mengikuti tender perkara
a quo. Bahwa dalam bisnis konstruksi,
pinjam meminjam perusahaan biasa
terjadi namun dengan persetujuan

kedua belah pihak (vide bukti B10); ---
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b). Bahwa Terlapor IV dalam Sidang
Majelis Komisi pada  pokoknya
menyatakan bahwa  Terlapor IV
dipinjam untuk mengikuti tender
perkara a quo dengan memberikan
user id dan password perusahaan dan
Saudara Kamarullah diaktitkan
sebagai Direktur (vide bukti B23); -----

c). Bahwa Terlapor V dalam ~ Sidang
Majelis Komisi pada . pokoknya
menyatakan  bahwa -~ Terlapor V
memberikan user .id \dan password
perusahaan kepada pihak lain untuk
mengikuti tender perkara a quo dan
mendapat “fee  sebesar 1% (satu
perseratus). *dan mengetahui bahwa
berkas ~Dokumen Penawaran tidak
lengkap (vide bukti B24); -------------—--

d). Bahwa Terlapor VI dalam Sidang
Majelis Komisi pada  pokoknya
menyatakan bahwa  Terlapor VI
dipinjam dan memberikan scan tanda
tangan, wuser id, dan password
perusahaan untuk mengikuti tender
perkara a quo dengan imbalan
pembukaan kantor cabang di Aceh
apabila menang (vide bukti B25). ------

3). Tentang Fakta Lain ---------------—-cmmcmmeme

a). Tentang Kemampuan Dasar dan

Bidang Usaha Terlapor V ----------------
i. Bahwa Terlapor V dalam Sidang
Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan mengetahui
Kemampuan Dasar dan Bidang
Usaha perusahaan tidak

memenuhi persyaratan
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Dokumen  Pengadaan  tetapi

tetap memasukkan Dokumen

Penawaran (vide bukti B24);-----

ii. Bahwa berdasarkan keterangan

Saksi Saudara Imandasyah dari

PT Mirtada Sejahtera dalam

Sidang Majelis Komisi pada

pokoknya menyatakan bahwa

fungsi Kemampuan Dasar

adalah untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam

mengerjakan proses.suatu paket

tender (vide bukti B8). ------------

b). Tentang Tidak Disampaikannya
Jaminan Penawaran Asli ----------------

Bahwa .« Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor-V, dan Terlapor VI tidak lulus

tahap evaluasi administrasi dengan

alasan yang sama yaitu karena

jaminan  penawaran asli  tidak
disampaikan kepada Pokja sebelum

batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran (vide bukti C43 dan C63). -

Bahwa Terlapor VII dalam Sidang Majelis Komisi
pada pokoknya menyatakan bahwa Pokja tidak
sempat menyandingkan dan mencocokkan
Dokumen Penawaran Terlapor dikarenakan
perusahaan sudah gugur di tahapan sebelumnya

dan Pokja menggunakan sistem gugur (vide bukti

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan
Saudara Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang
atau Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
atau Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Sidang
Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan

(vide bukti B13):---------mmmm oo
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1). Bahwa Kemampuan Dasar (KD) merupakan
salah satu syarat dalam pengadaan
kontruksi dan  jasa lainnya  yang
dipersyaratkan kemampuan dasarnya. KD
berguna  untuk  menghitung apakah
Penyedia memiliki pengalaman sesuai
dengan pekerjaan yang akan dilakukan:.
Untuk jasa konstruksi yaitu KD = 3 NPT
(tiga kali nilai paket tertinggi). Tujuannya
untuk melihat apakah Penyedia tersebut
memiliki kemampuan untuk menjalankan
pekerjaan yang akan dilaksanakan (vide
bukti B13); -------------8 %o

2). Bahwa berdasarkan. pengalaman sebagai
Pokja, pendalaman  evaluasi dilakukan
sebatas melihat-dokumen yang disampaikan
oleh Penyedia namun demikian apabila
temukan. adanya indikasi penawaran A
dan By sama, dengan ketikan dan format
yang sama juga, maka Pokja harusnya
mendalami untuk meyakinkan Pokja dalam
memastikan apakah dokumen-dokumen
yang terindikasi tersebut telah melakukan
persekongkolan sehingga hal yang diajukan
oleh Pokja menjadi tepat sasaran dan
memiliki dasar yang kuat; ------------------———-

3). Bahwa pada Pokja tidak ada larangan untuk
mendalami dokumen-dokumen dalam
rangka meyakinkan bahwa gugurnya
perusahaan tersebut bukan merupakan
bagian dari siasat para perusahaan dalam
melakukan persekongkolan tender.-----------

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan

Saudara Mahmul Siregar selaku Ahli Hukum

dalam Sidang Majelis Komisi yang pada

pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan
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Perpres apabila terdapat dua indikasi saja dalam
pengadaan barang dan jasa yang merupakan
indikasi dari terjadinya persaingan usaha tidak
sehat maka semestinya tender tersebut
dinyatakan gagal (vide bukti B16); ---------------—---
Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi
terkait dengan persekongkolan yang dilakukan
oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III;
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam
perkara a quo, sebagai berikut: ------------2- -2
1). Bahwa kesamaan dokumen penawaran dan
jaminan  penawaran dikeluarkan  dari
penjamin yang sama< dengan nomor yang
berurutan menunjukkan adanya
persekongkolan antara Terlapor I
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan
Terlapor~ VI“~dalam menyusun dokumen
penawaran pada tender perkara a quo; -------
2). Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan
Terlapor VI mengubah Akta perusahaan dan
pinjam meminjam perusahaan dalam rangka
menjadi perusahaan pendamping
menunjukkan bahwa Terlapor menciptakan
persaingan Semu.-----------==-------—-mmmoo———
Bahwa  Majelis Komisi menilai tindakan
sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti
persekongkolan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
unsur bersekongkol yaitu huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d. Bahwa terbukti adanya
kerja sama antara dua pihak atau lebih yang
secara terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dokumen
dengan peserta lainnya yang terbukti dari

(1) kesamaan dokumen penawaran; (2) jaminan
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4.6.4.

penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama
dengan nomor yang berurutan; dan (3) tindakan
menjadi perusahaan pendamping. Hal tersebut di
atas mengakibatkan terciptanya persaingan
semu antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam
mengikuti tender perkara a quo;--------------------<=
i. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan
fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas,
merupakan bukti adanya persekongkolan tender
yang dilakukan oleh Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,
dan Terlapor VI dalam Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan Rumah«Sakit  Rujukan Regional
Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah
Daerah Provinsi “Aceh Tahun Anggaran 2018
(Kode Lelang: 176841006). -----------=--—-mmmmmmcmmmeeu
Tentang Persekongkolan Vertikal ---------------cccccmmee-
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal
adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah
satu-atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan
jasa dan Panitia tender atau Panitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi

pekerjaan. --------mmmmmmm e

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait
dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh
Terlapor VII dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam perkara
a quo adalah terkait sebagai berikut:------------------—————
a. Tentang Tindakan Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro
Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Aceh
Tahun Anggaran 2018 yang Tidak Melakukan
Evaluasi Secara Cermat dan Mengabaikan
Indikasi Persekongkolan Diantara Peserta Lelang -
1). Tentang Evaluasi Daftar Personil Inti

Terlapor I---------mmmm o
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a). Bahwa  persyaratan  jabatan Site
Manager dalam Daftar Personil Inti
yang termuat dalam Dokumen
Pengadaan adalah memiliki sertifikat
SKA Teknik Bangunan Gedung Madya
dan SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya
(vide bukti C2, C29, dan C53):-----------<

Tabel 2. Daftar Personil Inti Dokumen Pengadaan

DAFTAR PERSONIL INTI

Eortimba

........

b). Bahwa berdasarkan bukti dokumen,
Daftar Personil Inti Dokumen
Penawaran Terlapor I pada posisi Site
Manager atas nama Saudara Zarli
Yanto, ST hanya memiliki sertifikat SKA
Teknik Bangunan Gedung Madya (vide
bukti C20 dan CS53): ---------==-=--cmcomeeuv

Tabel 3. Daftar Personil Inti Terlapor I

DAFTAR PERSONIL INTI
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2).

3).

c). Bahwa berdasarkan bukti dokumen,
Terlapor I dinyatakan lulus tahap
evaluasi teknis oleh Terlapor VII (vide

bukti C11 dan C12);---------========mmmmemm
Tabel 4. Hasil Evaluasi Teknis Terlapor I

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian

PT SUMBER CIPTA YOENANDA Tidak 1. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan
Lulus penguasaan penawar dalam menyelesaikan

pekerjaan di lapangan 2. Metode pelaksanaan
tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan 3. Analisa teknik tidak
sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan 4. Bahagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang
dipersyatkan dalam Dokumen Pengadaan

PT. Mina Fajar Abadi Lulus

Bahwa terkait evaluasi @ teknis pada
Dokumen Pengadaan dinyatakan pada
pokoknya bahwa.. penawaran dinyatakan
memenuhi  ‘persyaratan teknis apabila
personil inti yang akan ditempatkan secara
penuh' sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan
(LDP) serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan (vide
bukti C2 dan C29); -------——-——-m—mmmmmm -
Bahwa  berdasarkan keterangan  Saksi
Saudara Imandasyah dari PT Mirtada
Sejahtera dalam Sidang Majelis Komisi pada
pokoknya menyatakan bahwa Personil Inti
merupakan personil yang diwajibkan dan
ada di dalam pelaksanaan pekerjaan. Bahwa
fungsi Personil Inti sesuai dengan sertifikat
atas keterampilan yang mereka miliki
masing-masing. Deskripsi pekerjaan tertulis
pada Dbelakang sertifikat masing-masing
personil. Dalam mengikuti proses tender
perusahaan juga mempertimbangkan

persyaratan kualifikasi berupa Personil Inti.
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4).

5).

Bahwa dalam hal perusahaan tidak
memenuhi persyaratan Personil Inti maka
akibat hukumnya bagi perusahaan yang
mengikuti tender adalah tidak memenuhi

kualifikasi dan semestinya gugur (vide bukti

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII
dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan bahwa proses pembuktian
kualifikasi Personil inti yang dievaluasi
adalah personil inti berdasarkan. evaluasi
teknis yang akan ditempatkan secara penuh
sebagaimana telah < disyaratkan dalam
Lembar Data Pemilihan (LDP), dalam hal ini
personil inti tersebut adalah yang sesuai
dengan persyaratan baik pendidikan, posisi
yang diajukan, dan pengalamannya
sebagaimana LDP dokumen pemilihan (vide
bukti B26);-------------— oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saudara
Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang atau
Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
atau Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Sidang
Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan
(vide bukti B13): ------—-———=m—m e
a). Bahwa acuan dalam  melakukan

evaluasi dokumen penawaran adalah

dokumen pemilihan karena dokumen

pemilihan merupakan landasan hukum

dalam proses pengadaan barang dan

jasa yang harus dipatuhi oleh para

pihak baik Pokja maupun Penyedia.

Bahwa apabila tidak sesuai dengan

Dokumen Pemilihan maka harus

digugurkan; --------------cmmmmmm
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b). Bahwa seluruh evaluasi termasuk
kepemilikan Personil Inti atau Tenaga

Ahli harus dikembalikan kepada bunyi
Dokumen Pemilihan. Dokumen
Pemilihan harus jelas terkait apa yang
dipersyaratkan dan disampaikan untuk
memenuhi persyaratan suatu dokumen;

c). Bahwa apabila ternyata salah  satu
dokumen apapun itu bukan‘ hanya

RK3K, misalnya dokumen administrasi,
dokumen kualifikasi, dokumen teknis

lainnya misalnya Tenaga- Ahli atau

jadwal atau spesifikasi teknis. Apabila

itu semua tidak sesuai dengan dokumen
pemilihan maka harus digugurkan. -----

Tentang Indikasi«Persekongkolan pada Tahap
Evaluasi (Post Bidding) -------------=--==-======——=———--
1). Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diuraikan pada
butir 3.1 bagian Tentang Peraturan
Perundang-undangan Terkait; -----------------

2). Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan
pada angka 26.3 tentang Ketentuan Umum
Dalam Melakukan Evaluasi poin 2 memuat
ketentuan larangan bagi Pokja ULP
dan/atau peserta terkait dokumen
penawaran yang berbunyi bahwa Pokja ULP
dan/atau peserta dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah isi dokumen Penawaran (vide
bukti C2, C29, dan C64);------------------—————

3). Bahwa  berdasarkan  bukti dokumen,
Terlapor VII tetap meluluskan Terlapor I

dalam tahap evaluasi teknis walaupun
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4).

5).

6).

jabatan Site Manager tidak memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan
(vide bukti C11 dan C12); --------=——-——mmmmmmmv
Bahwa PT SAS Bunaiyya Innovation,
PT Sinatria Inti Surya, dan PT Pentas
Menara Komindo memberikan sanggahan
terkait jabatan Site Manager dalam Daftar
Personil Inti Dokumen Penawaran Terlapor 1
oleh Terlapor VII (vide bukti BS, B15, C30,
dan C635); -------mmmmmmmmm i
Bahwa Terlapor VII membetikan. jawaban
atas  sanggahan PT . SAS. Bunaiyya
Innovation, PT Sinatria Inti Surya, dan
PT Pentas Menara < Komindo yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Terlapor VII
sudah melihat~bukti fisik asli Sertifikat
K3-Konstruksi-Madya Personil Inti pada saat
pembuktian kualifikasi. Hasil pembuktian
memperlihatkan bahwa sertifikat personil
tersebut benar adanya dan diterbitkan pada
tanggal 24 Juli 2018. Dengan demikian
secara teknis, Personil Inti pada posisi
Site Manager  memenuhi persyaratan
teknis seperti yang ditetapkan dalam

Dokumen Pengadaan (vide bukti C51 dan

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII
dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya
menyatakan meminta dua sertifikat atas
nama Saudara Zarli Yanto pada PT Mina
Fajar Abadi saat melakukan pembuktian
kualifikasi dan kemudian PT Mina Fajar
Abadi memberikan sertifikat Ahli
K3-Konstruksi Madya  dari Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atas
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7).

nama Saudara Zarli Yanto dengan registrasi
LPJK tanggal 24 Juli 2018 (vide bukti C62);-

Bahwa menurut laman resmi LPJK,
https:/ /siki.lpjk.net/lpjknew/detail /detail t

a_kbli.php?id=1105011504770003, sertifikat
Ahli K3-Konstruksi Madya atas mnama
Saudara Zarli Yanto memiliki registrasi LPJK

tanggal 14 September 2018; --------------——--—

Tabel 5. Registrasi LPJK Zarli Yanto

& sikilpjk.net/Ipjknew/detail/detail ta kblipt =11050

Name 4
No KT 110501

NPWP 14 307 280

Data Registras! (sertifikat telah terbit)

Aseslasl | USTH \PXRagistasl | Tg Regierasl Status Tarakhir

Sab Klasfkas Kualithasi

Data Riwayat Pendidikan

Jonjang Pordiiae

Data Riwayat Kursus

Data Riwayat Pekerjaan

Nama Sakolah Jurusan Tahon Lulis No jasar

Jabatan | T Mulal ST Tg Ak

Data Riwayat Proyek

8).

Tl Vel S0 T An
17 S0 30 Nevorbor 281

ata Informasi Untuk Publk

Bahwa  Saudara Nosin selaku  Ahli
Pengadaan Barang atau Jasa Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa
Pemerintah (LKPP) dalam Sidang Majelis
Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa
dalam melakukan evaluasi apabila ada yang
kurang jelas atau bahkan tidak jelas maka
Pokja dapat melakukan klarifikasi, dengan
catatan bahwa klarifikasi tersebut tidak
boleh mengubah substansi, pekerjaan, dan
dokumen. Hal tersebut dapat masuk dalam

kategori post biding (vide bukti B13); ---------
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9). Bahwa Saudara Mahmul Siregar selaku Ahli
Hukum dalam Sidang Majelis Komisi pada
pokoknya menyatakan bahwa apabila satu
peserta tersebut telah dinyatakan gagal di
tahap awal tetapi indikasi kesamaannya ada
maka hal tersebut dapat dipergunakan
sebagai indikasi bahwa memang ada
persamaan (vide bukti B16).--------------——--—

Bahwa penilaian dan analisis Majelis< Komisi

terkait dengan persekongkolan vertikal 'yang

dilakukan oleh Terlapor VII dengan—Terlapor I

dalam perkara a quo, sebagai berikuti---------------

1). Bahwa Majelis Komisi-tidak dapat menerima
alasan Terlapor VII dalam Sidang Majelis
Komisi yang menyatakan Pokja tidak sempat
menyandingkan dan mencocokkan
dikarenakan perusahaan-perusahaan sudah

gugur di. tahapan sebelumnya (vide bukti

2)...Bahwa Majelis Komisi menilai adanya
perbedaan Daftar Personil Inti Dokumen
Penawaran Terlapor I dengan persyaratan
dalam Dokumen Pengadaan merupakan
tindakan sengaja melakukan pengabaian
yang dilakukan Terlapor VII terhadap
adanya indikasi persekongkolan pada tahap
evaluasij-------—-=—==———
3). Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan
jawaban sanggahan, keterangan Terlapor
VII, Keterangan Ahli LKPP, dan Ahli Hukum
dalam Sidang Majelis Komisi menunjukkan
Terlapor VII menambah isi Dokumen
Penawaran dengan menerima sertifikat SKA
Ahli K3-Konstruksi-Madya untuk jabatan
Site Manager Terlapor 1 pada saat

pembuktian kualifikasi; -----------------------—
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4). Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VII
dengan sengaja melakukan post bidding
dalam rangka memfasilitasi Terlapor I
sebagai pemenang tender perkara a quo dan
melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan

Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

5). Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan
di atas menunjukan adanya persekongkolan
tender antara Terlapor I dan Terlapor VII
dalam tender perkara a quo.--=-======------—---

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan

di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan

Terlapor VII  secara - sengaja melakukan

pembiaran dengan cara tidak melakukan

evaluasi secara w-benar, adanya tambahan
dokumen penawaran dengan cara menerima
sertifikat pada saat pembuktian kualifikasi, tidak
menggagalkan proses tender perkara a quo
meskipun terdapat berbagai macam indikasi
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana

dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1)

huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 dan tidak menolak melakukan suatu

tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan
peserta tender tertentu, merupakan bukti adanya
persekongkolan tender yang dilakukan oleh

Terlapor VII dalam rangka memenangkan

Terlapor I dalam tender perkara a quo. Hal

tersebut memenuhi unsur bersekongkol pada

poin huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan

Komisi Nomor 2 Tahun 2010. -----------=—-=-=-=-omo—-
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4.6.5.

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.6.1 sampai

dengan butir 4.6.4. bagian Tentang Hukum, maka

dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.--------

4.7. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -------

4.7.1.

4.7.2.

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau

menentukan pemenang tender adalah: ---------------—————

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam
proses tender secara bersekongkol yang bertujuan
untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai
pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta
tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan
dan atau penentuan pemenang tender tersebut
antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria
pemenang,  persyaratan teknik, keuangan,
spesifikasi, proses tender dan sebagainya”; ----------

Bahwa tindakan mengatur' dan/atau menentukan

pemenang tender dilakukan. ‘dengan cara sebagai

berikut: --------mmom

a.

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan
Terlapor< VI telah gugur pada tahap evaluasi
administrasi sehingga tindakan persekongkolan
yang. dilakukan Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak
berlanjut pada tahapan proses tender berikutnya
sehingga perbuatan Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor V, dan Terlapor VI tidak berpengaruh
untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I
sebagai pemenang tender; -------------------—-mmcooo—-
Bahwa Terlapor I dan Terlapor IV terbukti
melakukan persekongkolan tender tetapi tidak
cukup bukti untuk mengatur dan atau
menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender
perkara a quo; --------=-=m- - oo
Bahwa karena unsur mengatur dan atau
menentukan pemenang tender antara Terlapor I
dan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
Terlapor V, Terlapor VI tidak terpenuhi sehingga
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4.8.

4.7.3.

unsur-unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan
lebih lanjut; ---------—--——c
d. Bahwa Terlapor VII melakukan pembiaran
dengan cara tidak melakukan evaluasi secara
benar, tidak menggagalkan proses tender perkara
a quo meskipun terdapat berbagai macam
indikasi  persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1)
huruf e PP Nomor 70 Tahun 2012. Tindakan
tersebut di atas dilakukan untuk memfasilitasi
PT Mina Fajar Abadi selaku Terlapor-1 menjadi
pemenang tender perkara a quo; ---==----------------
e. Bahwa tindakan Terlapor. VII sebagaimana
diuraikan dalam huruf d di atas merupakan
bukti adanya persekongkolan tender yang
dilakukan oleh Terlapor VII untuk mengatur dan

atau menentukan-Terlapor I sebagai pemenang

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.7.1 sampai
dengan 4.7.2.di atas, maka unsur mengatur dan atau
menentukan pemenang tender pada Terlapor I dan

Terlapor VII terpenuhi.--------------oocoe e e e e e

Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak

4.8.2.

Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun
1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak
sehat adalah:-----------------ovrce e e e e e e

“Persaingan antar  pelaku usaha  dalam
menjalankan  kegiatan  produksi dan  atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha”; ------------=----------

Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I
dan Terlapor VII telah mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan

cara tidak jujur atau melawan hukum atau
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menghambat persaingan usaha, sebagaimana
diuraikan berikut: ------------------m
a. Tindakan Terlapor I melampirkan Daftar Personil
Inti dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai
dengan Dokumen Pengadaan kemudian
memasukkan kekurangan sertifikat dalam
Dokumen Penawaran pada saat pembuktian
kualifikasi merupakan perbuatan yang dilakukan
dengan cara tidak jujur; ----------------———-<L--co-—-
b. Tindakan Terlapor VII tidak menggugurkan
Terlapor I pada saat evaluasi dan dengan sengaja
membiarkan Terlapor I menambah isi Dokumen
Penawaran (post bidding), menguntungkan

Terlapor I sebagai pemenang tender perkara

C. Tindakan  Terlapor, I dan  Terlapor VII
sebagaimana- dimaksud pada butir a sampai
dengan b, merupakan perbuatan yang melawan
hukum dan mengakibatnya terjadinya
persaingan usaha tidak sehat. ---------------------—-

4.8.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.8.1 dan 4.8.2

di atas, maka dengan demikian unsur dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

sehat terpenuhi. ----------------- - - i : . . . e b e e e b o

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi --------------=--==- oo

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk

memberikan saran pertimbangan kepada:----------------mmmmmmmmmmm

S5.1.

Gubernur Provinsi Aceh dan/atau Pejabat Pembina
Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di mana personil Pokja
berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena
telah sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai
peraturan yang berlaku sebagai panitia tender atau
penyelenggara tender kepada Terlapor VII yaitu Pokja
Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 yang ditugaskan
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5.2.

5.3.

5.4.

berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada
butir 1.7 bagian Tentang Identitas Terlapor; -------------------—-———-
Gubernur Provinsi Aceh dan/atau Dinas Pejabat Pembina
Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan
mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut
kepada KPPU;------o oo
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menyusun peraturan dan atau pedoman bagi Panitia Pengadaan
Barang/Jasa untuk mewajibkan membandingkan dokumen
penawaran antar Penyedia agar dapat diketahui ada tidaknya
kesamaan dokumen teknis; penawaran dari Penyedia-mendekati
HPS; adanya keikutsertaan beberapa Penyedia “Barang/Jasa
yang berada dalam 1 (satu) kendali; adanya
kesamaan/kesalahan isi dokumen .penawaran, antara lain
kesamaan/kesalahan pengetikan, . susunan, dan format
penulisan; dan jaminan penawaran. dikeluarkan dari penjamin
yang sama dengan nomor seri yang berurutan; ---------------------
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Aceh untuk ~memberikan pembinaan kepada
Terlapor VII terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa,
dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan
teknis secara “intensif kepada seluruh pejabat perencana,
pelaksana, |\ dan pengawas di lingkungan instansi terkait
sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat
sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. --------------——————-

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------------

6.1.

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -------------—-coccoceo-
6.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47

ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif
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terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU

Nomor 5 Tahun 1999; ——-————-———— e

6.1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c
UU Nomor S5 Tahun 1999, Komisi berwenang
menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa
perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli
dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat

dan atau merugikan masyarakat. --------------—-<t--cc-— -

6.2. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif,
Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan
Terlapor sebagai berikut: ------------mmmmmo
6.2.1. Bahwa Terlapor I telah menyelesaikan pekerjaannya
dengan tuntas;--------------mmod

6.2.2. Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 telah
mengakibatkan  hampir+ 'semua pelaku usaha
terdampak secara . signifikan termasuk peluang

Terlapor I untuk mendapatkan pekerjaan.-----------------

Tentang Diktum Putusan dan Penutup ------------==mmmmmmmmmmmmmm oo
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan
kesimpulan di atas;.  serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3)

UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------==--==--mmmmmmmm oo

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VII terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;---------mmm oo e eeee
Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,
dan Terlapor VI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------
Menghukum Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, membayar denda
sebesar Rp1.723.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh
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tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara
langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----------------=emeeeemmn
4. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan ini memiliki
kekuatan hukum tetap (inkracht); ----------======-===mmmmmmmm oo
5. Memerintahkan Terlapor I melakukan pembayaran “denda,
melaporkan, dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda
tersebut ke KPPU; -----mmmmm oo e e e S o eSS e e e
6. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor VII tidak mengulangi
perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam

pengadaan barang/jasa Pemerintah.-----------s--oom oot

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi
pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Majelis Komisi yang terdiri
dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi;
Yudi Hidayat, S.E., M.Si. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka
persidangan yang dinyatakan: terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 11 Februari 2021, dengan dibantu oleh
Febby Kristantri, S.Sos.; M.E., Yanwar Rachmanto, S.H., dan Kartika Tusti

Nugraheni, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi,
ttd ttd
Yudi Hidayat, S.E., M.Si. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
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Panitera,

ttd

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd ttd

Yanwar Rachmanto, S.H. Kartika Tusti Nugraheni, S.H.
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